
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KEUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 150 TAHUN 2019 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKWFTARIAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA 

GUBERNUR DAERAH IGIUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tatman 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Sustumn PD Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Seluttariat Daerah; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PenabenWkan 
dan Susunan PD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 5 Tatum 2016 
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tentang Pembenttdcan dan Susunan PD Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta (Lembara.n Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Tabun 2019 Nomor 201. Tatnbahan Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Namur 2007): 

MEMUTUSKA1V: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SEKRETARIAT DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang climaksud dengan: 

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya 
disebut Proving DK1 Jakarta adalah provinsi yang mempunyai 
kelchususan dal= penyelenggaraan pemerintahan daerah 
karena kedudulcannya sebagai 1bukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang 
selanfutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 
Gubemur dan PD Provinsi DIU Jakarta sebagal unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi DK1 
Jakarta 

4. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat 
Daerah Provinsi DIU Jakarta. 

5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi 
DICI Jakarta. 

6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi 
dan Reformast Birokrasi Sekretadat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

7. Biro Kepala Daerah adalah Biro Kepala Daerah Sekretariat 
Daerah Provinsi DIU Jakarta. 

8 Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah adalah Biro 
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

9 Biro Perekonomian dan Keuangan adalah Biro Perekonomian 
dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DIU Jakarta 

10. Biro Ketla Sama Daerah adalah Biro [cella Sama Daerah 
Sekretariat Daerah Provinsi DK1 Jakarta. 

11. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Biro 
Pembangunan dan Lingloungan Hldup Selcretariat Daerah 
Provinst DKI Jakarta. 



12. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial 
Sekretariat Daerah Provinsi DIG Jakarta. 

13 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendiclikan 
dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 

15 Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi 
Kepualauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

16. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

17. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Ithusus 
Ibukota Jakarta. 

18. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi DK1 Jakarta yang 
karena jabatannya berkedudukan juga sebagal wakil 
Pemerintah di wilayah Provinsi DK1 Jakarta. 

19. Seluttaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

20. Asisten Pemerintahan adalah Mister Pemerintahan Sekretaris 
Daerah Provinsi DKI Jakarta 

21. Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah Asisten 
Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI 
Jakarta 

22 Asisten Pembangunan clan Lingkungan Hidup adalah Asisten 
Pembangunan clan Lingkungan Flidup Sekretaris Daerah 
Provinsi DKI Jakarta 

23, Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan 
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DIG Jakarta. 

24 Perangkat Daerah yang selanjutnya disinglcat PD adalah PD 
Provinsi DK1 Jakarta. 

25 Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat UKPD 
adalah unit kerja atau subordinat pada PD. 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2 

(I) Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan hertanggung 
jawab kepada Gubemur. 

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 



Pasal 3 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 

a. mengoordlnasikan clan menyusun kebijakan Pemerintah 
Daerah; 

h memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas clan 
fungst Sekretariat Daerah; 

c. mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 
d. mengoordthasitran pengelolaan keuangan daerah; 
e. melaksanakan tugas lain yang dtpetintahkan Gubernur; clan 
f. melaporkan dan mempertanggurWawablcan pelaksanaan tugas 

clan lungs! Sekretaris Daerah 

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dlbantu oleh 
Asisten Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

Paso' 5 

(1) Seluetariat Daerah mempunyal tugas melaksanakan 
pengoordlnasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinaslan 
terhadap pelaksanaan tugas PD, dan pelayanan administrant. 

12) Dalatn melaksanakan tugas sebagalmana dimakgud pada 
ayat (1), Selcretariat Daerah menyelenggaralcan fungsk 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kezia, Reneana 
Iferja dan Anggaran Sekretariat Daerah; 

b. pelaksanaan Dokumen Pelakganaan Anggaran Sekretariat 
Daerah; 

c. penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur 
Sekretartat Daerah: 

d. pengoordtnastan dan penyusunan kebijakan Pemertntah 
Daerah; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebilakan 
Pemerintah Daerah oleh PD: 

I. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsl PD; 
g. pelayanan administrant dan pemblnaan aparatur sipil 

Negara path instansh 

It penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organtsasi, 
reformast btrokrasl, dan kela sama daerah; 

i. penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Daerah: 
j. penyelenggaraan pelayanan kepada Gubemur dan Wakil 

Gubernur; 
k. pelaksanaan kesekretariatan Seliretariat Daerah;dan 
1. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang dtberikan oleh 

Gubernur sesuat dengan lingkup togas clan fungsinya. 



BAB III 

ORGANISASI 

Pasal 6 

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: 

a. Asisten Pemerintahan, tentri alas: 
1. Biro Pemerintahan; 
2. Biro Hukum; 
3. Biro Organisasi clan Reformasl Birokrasi; 
4. Biro Kepala Daerah; dan 
5. Biro Umum dan Administrasi Seliretanat Daerah. 

b. Asisten Perekonomlan dan Kenangan, terdiri atas: 
1. Biro Perekonomian dan Keuangan; dan 
2. Biro Kerja Sama Daerah. 

a Asisten Pembangunan dan Lingkungan 
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

d. Asisten Kesejahteraan Rakyat, tenliri atas: 
1. Biro Kesejahteraan Sosial; 
2. Biro Pen/Mikan dan Mental Spiritual; 

e. Kelompok Jabatan Fangslona]. 

(2) Sagan struktur organisasl Sekretariat Daerah tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan baglan yang ticlak terpisaillian dari 
Peraturan Gubemur inf. 

BAR IV 

ASISFEN PEMERINT.AHAN 

Bagian Kesatu 

Asisten Pemerintahan 

Pasal 7 

(1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalarn: 

a. mengoorcllnasikan penyusunan kebijakan Pemerintah 
Daerah urusan ketenteraman, ketertlban umum dan 
perllndungan masyarakat, komunllcasi dan infommtika, 
statistik, persandian, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sip'', kesatuan bangsa dan politlk, clan fungal 
penunjang unman pemenntahan bidang perencanaan, 
penelltan clan pengembangan, kepegawalan, pengernbangan 
sumber daya manusia dan kesekretariatan dewan perwaldlan 
rakyat daerah 



b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebgalcan Pemerintah Daerah unman ketenteraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 
komunikast dan informatika. statistik. persandian, 
administrasi kependudukan clan pencatatan slut kesatuan 
bangsa dan politik, dan fungsi penunJang urusau 
pemerintahan ("Mang perencanaan, penelliian dan 
pengembangan, kepegawatan, pengembangau sumber daya 
manusia dan kesekretariatan dewan perwaidlan ralwat daerah: 

C. mengoordinasikan pengendaltan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas dan fungsi PD linkup Asisten 
Pemerintahan; 

d. mengoordinasikan penyelenggaraan bldang pemerintahan, 
hukum, organisasi dan reformasi birokrasi, ketatausnhaan 
Pemerintah Daerah, pelayanan kepada Gubernur dan Walcil 
Gubernur. kesekretariatan Sekretariat Daerah; 

e. melaksanaltan tugas lain yang diperintahican Sekretaris 
Daerah; clan 

1. melaporkan dan mempertanggum4awabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Asisten Pemerintahan. 

(2) PD lingkup Asisten Pemenntahan adalah: 

a. Inspektorat: 
b. Badan Pereneanaan Pembangtman Daerah 
c. Badan Kepegawaian Daerah; 
d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
f. Dinas Kependudukan dan Peneatatan SIMI; 
g. Dinas Penanggulangan Kebalcaran dan Penyelamatan; 
h. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; 
I. Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah; 
J. Sekretariat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah; 
k. Satuan Polls] Pamong Praja; 
1. Kota Administrask clan 
m. Kabupaten Administrasi. 

Bagian Kedua 

Biro Pemerintahan 

Pasat 8 

(1) Biro Pemerintahan berkedudukan di bawah clan bettanggung 
jawab ke Selcretaris Daerah melalulAsisten Pemerintahan. 

12) Biro Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Biro 



Pasal 9 

( 1 ) Bin) Pemertntahan mempunyat tugas mengoordinasikan, 
merumuskan dan menyusun keNakan, pemantauan dan 
evaluast pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD penyeienggaraan urusan pemerintahan 
bidaug ketenteraman, ketertban mama, dan perlindungan 
masyarakat, komunikasi dan informatika, statistic, persandian. 
admlidstrast kependudukan dan pencatatan stpll, kesatuan 
bangsa dan politik, dan lunge penunjang urusan pemenntahan 
Wang pereneanaan, penelitlan dam pengembangan, kepegawaian, 
pengembangan sumber daya m.anusia dan keselcretariatan dewan 
perwaldlan rakyat daerah serta bidang otonoml daerah, otonomi 
lchusus, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemenntahan 
umum, kapasitas daerah, perangkat kewllayahan dan 
pengaduan. 

(2) Dalatn melak.sanakan tugas, Biro Pemedntahan menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategls, Rencana Kena, Rencana 
Ketja dan Anggaran Sekretanat Daerah sesuat lInglcup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Reneana Strategts dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman. 
ketertlban umum, clan perllndungan masyarakat, komunikast 
dan ird'ormatika statistic persandian, administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipll, kesatuan bangsa dan 
polltik; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
pernerintahan bidang otonorni daerah, otonomi khusus, 
dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum, 
kapasltas daerah, perangkat kewllayahan dan pengaduan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, komunikast 
clan inforrnatika, statistik, persandian, admintstrasi 
kependudukan clan pencatatan stall, kesatuan bangsa dan 
polltik; 

f. pemantauan clan evaluast pelaksanaan kebijakan bidang 
otonond daerah, otonoml Ichusus, dekonsentrasi, tugas 
pembantuan dart pemerintahan umum, kapasitas daerah, 
peranglcat kewilayahan dan pengaduan; 

g. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemenntahan bidang ketenteraman, 
ketertiban umum, clan perlindungan masyarakat, komunikasi 
dan InformatIka, statistic, persandian, administrast 
kependudukan dan pencatatan stpil. kesatuan bangsa dan 
politic; 



Ii. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang otonomi 
daerah, otonomi khusus, delconsentrast tugas pembantttan 
dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, peranglcat 
kewilayahan dan pengaduan; 

I. pelaksanaan pengelolaan data dan infonnast kebijakan 
penyelenggaraan tuusan pemerintahan Wang ketenteraman, 
ketertiban umurn, dan perlindungan masyarakat, komunikasi 
dan infonnatika, statistik, persandian, actministrast 
kependudukan dan pencatatan slut kesatuan bangsa dan 
polltlk; 

J. pelaksanaan pengelolaan data dan inforrnasi kebijakan 
btdang otonomi daerah, otonomi }Musts, dekonsentrast, tugas 
pembantuan dan pemerintahan umum, kapasitas daerah, 
perangkat kewilayahan dan pengaduan; 

k. fasfittast Asisten Pemerintahan dalam pengoordlnasian clan 
perumusan kebijakan, pemantauan dan evatuast 
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data clan 
informast kebijakan dan pengoorelinastan pelaksanaan tugas 
PD dalam penyelenggaraan hangs! penurnang urusan 
pemerintahan bidang perencanaan penelitian dan 
pengembangan, kepegawalan, pengembangan sumber daya 
rnanusta dan kesekretariatan dewan perwaldlan rakyat daerah; 

I. pelaksanaan koordinast dan fasilltasi pelaksanaan peran 
Gubemur selaku wail Pemerintah Pusat di Daerah; 

m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. memori serah tertma Jabatan Gubernur clan alchir 
masa jabatan 

n. pelaksanaan eyaluast penyelenggaraan Pemertntah Daerah; 
o. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan keglatan 

kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; 
p. fasilitast pelaksanaan Forum Komunlkasi Bmpinan di 

Daerah; 
q. pengoordlnasian dan fasit Yast penyelenggaraan Hari Jack 

Provinsi; 
r. fasilitasi forum, organtsasi clan/a-mu asosiasi pemerintah, 

antara lain Asosiasi Pemerintah Propinsl Seluruh Indonesia, 
Asostasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asostasi 
Pemenntah Kabupaten Seluruh Indonesia; 

s. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pemerintahan; 
t. perumusan proses bisnts, standar dan prosedur Biro 

Pemerintahan; 
u. pelaporan clan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas clan 

fungal Biro Pemerintahan; clan 

V. pelaksanaan tugas dan fungal kedinasan lain yang 
dibertkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah daniatau Asisten 
Pemerintahan. 



Pasal 10 

(I) Susunan Orgardsasi Biro Pemerintahan, terdiri alas: 

a. Raglan °termini Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan, terthri atas: 
1. Subbagian Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan 

Stnkronisast Unman; 
2. Subbagtan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 

Kapasltas Daerah; dan 
3. Subbagian Tata usaha. 

b. Bagian Kewilayahan, terdiri atas: 

1, Subbagian Pembinaan Ifewilayahan; 
2. Subbaglan Penataan dan Pengembangan Wilayah; dan 
3. Subbagian Lembaga Kemasyarakatan. 

C. Bagian Tata Praia dan Pemerintahan Umum, terdiri atas: 
1. Subbagian Tata Praia I; 
2. Subbagian Tata Praia II; dan 
3. Subbagian Tata Praia III. 

d. Bagian Pengaduan, terdiri alas: 
1. Subbaglan Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan: 
2. Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Ralwat dan 
3. Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonomian, 

Keuangan dan Pembangunan. 
a Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisast Biro Pemerintahan tercantwn dalam 
Lampiran yang mentpakan bagian yang tidal( terpisahkan dani 
Peraturan Gubemur int 

Pasal 11 

(1) Bagman Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Pemerintahan. 

(2) Bagian Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan dipimpin oleh Kepala Raglan. 

Pam(' 12 

(I) Raglan Otonomi Daerah. Dekonsentrasi clan Tugas 
Pembantuan mempunyai tugas melairsanalcan pengoordinasian 
dan perumusan kebtlakan, Pertrantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dan pengoordinastan pelaksanaan tugas 
PD datum bklang otonomt daerah, otonoml khusus, 
dekonsentrasi, tupps pembantuan dan pemerintahan umum, 
Icapasitas daerah dan standar pelayanan minimal clan 
pengelolaan kesekretariatan Biro Pemmintahan. 
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(2) Dalarn melaksanakan tugas, Bagian Otonorni Daerah, 
Dekonsentrast dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan 
finagsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuat lingkup tugas 
dan fungstnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Doktimen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses bisnls, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuat llnglmp tugasnya; 

d. pengoordinaslan, perumusan dan penyusunan kebijakan 
dalam bidang otonomi daerah, otonomi khusus. 
dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah dan 
standar pelayanan minimal; 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
bidang otonomi daerah, °imam' Ichusus, delconsentrasi, tugas 
pembantuan, kapasitas daerah dan standar pelayanan 
minimal; 

f.   pengoordinastan pelaksanaan tugas PD dalam dalam bidang 
otonomi daerah, otonomi khusus, dekonsentrast, taigas 
pembantuan, kapasitas daerah dan standar pelayanan 
minimal; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
clalano bidang otonomi daerah, otonomi khusus, 
dekonsentrasi, tugas pembantuan, kapasitas daerah dan 
standar pelayanan minimal; 

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilltasi pelaksanaan peran 
Gubernur selaku walcil Pemerintah Pusat di Daerah; 

i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, memon serah terima jabatan Gubernur dan akhtr 
masa jabatan; 

j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintab Daerah; 
k. pelaksanaan fasilltasi forum, organisast dantatau asosiasi 

pemerintah, antara lain Asostast Pemerintah Propinst 
Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia. Asoslasi Pemerintah Kahupaten Seluruh 
Indonesia; 

pengelolaan admintstrasi keuangan, kepegawaian dan 
umum Biro Pemerintahan; 

m. pelalmanaan pengoordtnasian dan pelaporan Biro 
Pemerintahan; 

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas clan 
fangs' Biro Pemerintahan sesual linglcup tugas dan 
fungsinya; dan 

o. pelaksanaan tugas dan fungal kedlnasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro 
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Pasal 13 

(1) Subbagtan Otonomi Daerah, Otonomi Ktrusus clan Sinlcronisasi 
Urusan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Raglan Otonomi Daerah, Dekonsentrast dan 
Tugas Pembantuan. 

(2) Subbaglan Otonomi Daerah, Otonomi Khusus clan Slnkronisasi 
Urusan dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Otonomi Daerah, Otonomi Khusus dan Sinkronisast 
Urusan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Ke.la, Rencana 
Kelp. clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai 1ingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategtis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai linglcup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
di bidang otonomi daerah, otonomi khusus. sinkronissci 
urusan pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja 
urusan pemerintahan, dan standar pelayanan minimal: 

C. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di 
btdang otonomi daerah, amoral khusus, sinkronisasi 
urusan pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja 
urusan pemerintahan, dan standar pelayanan minimal; 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan bidang otonomi daerah, otonomi khusus. 
sinkronisasi urusan pemerintahan, norrna, standar dan 
prosedur kerfa urusan pemerintahan dan standar 
pelayanan minimal; 

g. mengelola data dan informast kebijakan di bldang otonomi 
daerah, otonomi khusus, sinkronisasi urusan 
pemerintahan, norrna, standar dart prosedur kerja urusan 
pemerintalmn, dan standar pelayanan minimal; 

ft melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Pemerintahan sesuat lingkup 
tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibertkan oleh 
Kepala Bagtan. 

Pasal 14 

(1) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas 
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagtan Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan. 

(2) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas 
Daerah dtpimpin oleh Kepala Subbagian. 
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(.3) Subbagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kapasitas 
Daerah mempunyaI tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kmja dan Anggaran Sslcretariat Daerah sesuai ltngkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses (pistils, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai linglcup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
dl bidang dekonsentrast tugas Pembantuan dan Kapasitas 
Daerah;  

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang dekonsentrasi, tugas Pembantuan dan Kapasitas 
Daerah; 

1. mengoordinasthan pelaksana tugas PD datam 
penyelenggaraan bidang dekonsentrasi, tugas Pembantuan 
dan Kapasitas Daerah; 

g. mengelola data dan informasi kebijakan di bidang 
dekonsentrasi, tu • as  Pembantuan 112U Kapasitas Daerah; 

h, melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD), memort serah terima jabatan 
Gubemur dan akhlr masa jabatan; 

I. melaksanakan evaluak penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasI forum, organisa  st  
dan/atau asosiasi pernerintah (APPSI, APEKSI, APICASI, dll); 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana keila dan anggaran Sekretartat Daerah lingkup 
Bagian Otonomi Daerah. Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan; 

I. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Otonond 
Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

m. melaporkan dan mempertanggunf4awabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Pemerintahan sesuai llngkup 
tugasnya; dan 

n. melaksanakan tugas kecllnasan lain yang diberthan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 15 

(1) Subbagian Tata Usaha berlcedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Otonorni Daerah, 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelairsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya 

c. melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar 
dan prosedur Biro Pemerintahan sesual lingkup tugasnya 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan 
kepegawaian Biro Pemerintahan: 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro 
Pemerintahan, ineliputi penganggaran, penatausahaan, 
serta pengelolaan sistem akuntansl dan pelaporan: 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro 
Pemerintahan, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
barang/aeet, kehumasan, data. sistem infommsi clan 
kearsipan; 

g. mernantau dan mengeyaluasi pelaksanaan program kerja 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah 
tinging, Biro Pemerintahan; 

h. mengoordinasnmn penyusunan baban Rencana Strafemis, 
Rencana Kerla, Rencana Rena dan Anggaran Sekretariat 
Daerah lingkup Biro Pemerintahan; 

I. mengoordlnasikan penyusunan proses bisnis, standar dan 
prosedur Biro Pemerintahan; 

mengoordinasilcan penyusunan pelaporan Biro 
Pemerintahan; 

k. mengoordinasikan penyelesaian Bridal( lanjut hasil 
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

I. melaporkan dan mempertanggluagjawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesual lingkup 
tugasnya; clan 

na. melaksanakan tugas kedinasan lam yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

nasal 16 

(I) Bagian Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan. 

(2) Baglan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 17 

(1) Bagian Kewilayahan mempunyai tugas 	melaksanakan 
penyiapan pengomdinasian clan pentmusan kebijakan 
penyiapan pemantauan dan eyaluasi pelaksanaan kebljakan dan 
penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalarn 
admMistrasi clan perangkat kewilayahan, penataan dan 
pengembangan wilayah, dan lembaga lemasyaralcatan. 
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(2) Dalam melak  anakan tugas, BagIan Kewilayahan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Reneana Iferja, Rencana Keija 
dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinym 

b. pelaksanaan Rencana Strategic clan Dolcumen Pelakcanaan 
Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas dart 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijalcan 
dalam bidang pembinaan kewllayahan, penataan dan 
pengembangan wilayah, dan lembaga lemasyarakatan; 

a pemantauan dan evatuasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang 
pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, 
dan lembaga lemasyarakatarp 

E pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam dalam Wang 
pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan wilayah, 
dan lembaga lemasyaralcatan; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan infonnasi kebljakan dalam 
bidang pembinaan kewilayahan, penataan dan pengembangan 
wllayah, dan lembaga lemasyarakatan; 

h. pengoordinastan pelaksana tugas peranglcat kewilayahan 
Kota/Kabupaten Administrasi, Keearnatan dan Kelurahan 
dalana mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak 
dan retribusi di wilayahnya; 

I. pelaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs! Biro Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya; clan 

j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberilcan 
oleh Renate. Biro. 

Pasal 18 

Subbagian Pembinaan KewIlayahan berkedudulcan di bawah 
dan berranggung jawab kepada KepaLa Bagian Kewilayahan. 

(2) Subbagian Pembinaan Kevvilayahan dipirnpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Pembinaan Kewilayahan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kola, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

I,. naelalcsanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaicsanaan Anggaran Selcretanat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c merumuskan proses bisnis. standar clan prosedur Biro 
Pemenntahan sesual lingkup tugasnya 
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d. mengoordinasllcan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
di bidang pembinaan administrasi dan teknis, pendayagunaan 
dan pelaksanaan tugas perangkat kewflayahan Kota/ 
Kabupaten Adtninistrast, Kecamatan clan Kelurahan; 

e. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembinaan admtnistrasi dan telmis, pendayagunaan 
dan pelaksanaan tugas perangkat kewilayahan Kota/ 
Kahupaten Adminfstrasi, Kecamatan dan Kelurahan; 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas perangkat kewllayahan 
Kota/Kabupaten AdmInistrast, Kecamatan dan Kelurahan 
dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan 
pajak dan retribusi di wllayahnya; 

g. mengelola data dan informasi kebijakan di bidang 
pembinaan administrasi dan teknis, pendayagunaan dan 
pelaksanaan tugas perangkat kewilayahan Kota/Kabupaten 
Administrast, Kecamatan dart Kelurahan: 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lineup 
tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedlnasan lain yang dtberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 19 

(1) Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayala berkedudukan 
di bawah dan bertanggtmg jawab kepada Kepala Bagian 
Kewilayahan. 

(2) Subbaglan Penataan dan Pengembangan Wilayah dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Penataan dan Pengembangan Wilayah mempunyat 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

lx melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai bilging) 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
di bidang pembentukan wilayah, pemecahan wilayah, 
penggabungan wilayah, pemekaran wilayah. perubahan 
nama wilayah, profit wilayah, batas wilayah, kodifikasi 
wilayah, maskot/eiri wilayah, potensi wllayah, ttpologi, 
toponimi, rupabuml; 

C, mernantau clan mengeyaluasl pelaksanaan kebijakan di 
bidang pembentukan wilayah, pemecahan wilayah, 
penggabungan wilayah, pemekaran wilayah, perubahan 
nama wilayah, profit wilayah, batas wilayah, kodif ka st 
wilayah, maskot/cirt wIlayah, potensl wilayah, tipologl, 
toponimi, rupaburni; 
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f. mengoordinasikan pelalcsana tugas perangkat kewllayahan 
Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan 
dalam pembentukan wilayah, pemecahan wilayah, 
penggabungan wilayah pemekaran wilayah perubahan 
nama wllayah, prom wilayah. batas wilayah, kodifikasi 
wilayah potensi wilayah, maskot/eiri wilayah, tipologl, 
toponiml, rupabunt 

g. mengetola data dan informasi kebilakan di bidang 
pembentukan wllayah, pemeeahan wllayah. penggabungan 
wllayah, pemelcaran wilayah, perubahan nama wdayah, 
profil wilayah, batas wllayah. kodifikasi wllayah, potensi 
wllayah, maskot/eiri wllayah, tipologi, toponhnt, rupabtmll; 

h. melaksanakan pengoordinasian. perumusan pemantauan 
dan evaluasi kebijakan standarisast kantor clan rumah 
dinas jabatan Camat dan Lamb; 

1. mengelola data dan informasi kantor clan rumah dinas 
jabatan Camat clan Lurah; 

J. melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelalcsanaan 
tugas an fangs' Biro Pemerintahan sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

K. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Rapala Bagian. 

Pasal 20 

(1) Subbagian Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(2) Subbagian Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Keija, Rencana 
Ker.la dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dan Dolumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai ltngkup tugasnya 

d. mengoordinasikan. merumuskan clan menyu sun kebijakan 
di bidang lembaga kemasyarakatan wilayah, yang meliputi 
Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarah 
Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta 
lembaga kemasyarakatan lainnya; 

a memantau clan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang lembaga kemasyarakatan wllayah, yang meliputi 
Dewan Kota/Dewan Kabupaten, Lembaga Musyawarah 
Kelurahan, Ruktm Warga clan Rukun Tetangga serta 
lembaga kemasyarakatan lainnya; 

f mengoordinasikan 	pelaksana 	tuops 	lembaga 
kemasyarakatan wilayah, yang mellputi Dewan Kota/Dewan 
Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rukun 
Warga dan Rukun Tetangga serta lembaga kemasyarakatan 
lainnym 
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g. mengelola data dan infomusi kebitalcan di bidang lembaga 

Warga dan Rulcun Tetangga serta lembaga kemasyarakatan 
lainnya; 

kemasyarakatan wilayah, yang mellputi Dewan Kota/Dewan 
Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rukun 

h. mengoordinastkan penyusunan baban rencana stratega 
dan rencana kena dan anggaran Sekretariat Daerah linkup 
Bagi Kewilayahan; 

I. mengo rdinasikan 	penyusunan 	laporan 	Baglan 
Kewila ahan; 

J. melapo kan clan mempertanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas an fungsi Biro Pemerintahan sesuai 

dan tugasn 

lc. melak aglan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala 

nasal 21 

(1) Baglan Ta 
bawah d 
Pemerin 

(2) Baglan Ta 
Kepala Ba 

Praja clan Pemerintaban Umum berkedudukan di 
bertanggung jawab kepada Kepala I3iro 

Praja dan Pemeriutahan Umum diptmpin oleh 

Pasal 22 

(1) Bagian Ta Praja dan Pemerintahan Umum mempunyal tugas 
melaksan 	penyiapan pengoordinastan dan perumusan 
kebijakan, penylapan pemantauan clan eyaluasi pelalcsanaan 
kebi akan dart penylapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD 
dalam penyelenggaraanurusan : ketenteraman, ketert/ban umum, 
dan perbndungan masyarakat, komunikasi clan infomulika  
statistik. persanclian adrninistrasi kependudukan dan pe,ncatatan 
sipii, kesatuan bangsa dan panic, dan fungsi penuMang nrusan 
pemerintahan bidang perencanaan penektian dan 
pengembangan, kepegawaian, pengembangan sumber daya 
manusia dan kesekretariatan dewan perwaldlan rakyat daerah. 

(2) Dalam melalcsanakan tugas, Baglan Tata Praia clan 
Pemertntahan Umum menyelenggarakan fungst 

a. penyusuhan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencaua 
Kerja clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai linglcup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
ketenteraman, ketertiban umurn, clan perfindungan 
masyaralcat, komunikasi dan informatikt staltstik, 
persandian, admtnistrasi kependudulcan clan pencatatan sipil, 
kesatuan bangsa dan poi/tilt; 
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C. pemantauan dan eyaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
penyelenggaraan uruean pemerintahan bidang ketentemman, 
ketertiban umum, dart perlIndungan masyarakat, komunikast 
clan informatika statistik, persandtan, admalistrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan 

pengoordtnasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan artisan pemerintahan bidang ketenteraman, 
ketertiban umurn, clan perlindungan masyaralcat, komunikasi 
dan informatllca, statistik, persandian, achninistrasi 
kependudukan clan pencatatan kph. kesatuan bangsa dan 
polling 

g. pelaksanaan pengelolaan data clan informasi kebijakan 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintaban bidang 
ketenteraman, ketertiban UM11111, dart perlindungan 
masyarakat, komunikast dan infonnatika, statistik, 
persandlan, adunhastrasi kependudukan dan pencatatan slpil, 
kesatuan bangsa dan polltik; 

It fasilltasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian dan 
perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan 
infommsi kebijakm dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
PD dalam penyelenggaraan lungs' penunjang unman 
pemerintahan bidang perencanaan, penelittan dan 
pengembangan, kepegawalan, pengembangan sumber daya 
manusia dan kesekretariatan dewar perwakaan rakyat daerah; 

i. pengoordinasian dan fasilltasi penyelenggaraan kegiatan 
kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; 

j. fasilltasi pelaksanaan Forum Komunikast Phnpinan di 
Daerah; 

k. pengoorclinaslan dan fasilltasi penyelenggaraan Hari Jadi 
Pros-ins!; 

1. pelaporan elan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs' Biro Pemerintahan sesuai hngkup tugas dan 
fungstnya; dan 

m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedlnasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 23 

(I) Subbagian Tata Praja I berkedudukan dl bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Praja clan 
Pemerintahan Umum. 

(2) Subbagian Tata Praja I dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Praja I mempunyai tugas: 

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

melalcsanalcan Rencana Strategis dan Dokurnen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 
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merumuskan proses bisnis, standar elan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya 

mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan artisan pemerintahan bidang ketenteraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan artisan pemerintahan bidang ketenteraman, 
ketertiban umum, clan perlindungan masyarakat; 
mengoordinasikan pelnksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerIntahan bidang ketentemman 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

g mengelota data dan infommst kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertthanumum, 
dan perlindungan masyarakat; 

It melaksanakan pengoordlnasian dan fasilitasi 
penyelenggaraan kegiatan kolaboratlf antara Pemerintah 
Daerah dengan masyarakat; 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelak  anaan 
tugas dan lungs' Biro Pemerintahan sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Raglan. 

Pasal 24 

(1) Subbagian Tata Praja II berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepa1a Bagian Tata Praia dan 
Pemerintahan Umum. 

(2) Subbagian Tata Praja U dipimpin oleh Kepala Subbaglan. 

(3) Subbagian Tata Praja II mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategts, Rencana Ketja, Rencana 
Kerja dan Anggarart Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses blsnis standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuat lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang konaunllcasi 
dan informatika statist% persandian, dan kesatuan bangsa 
dan politik serta petnenntahan umum; 

e. memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komurtikasi 
clan informatika, statistllt, persandian, dan kesatuan bangsa 
clan petit& serta pemertntahan umum: 
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f mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan unman pemenntahan bidang komunikasi 
dan inforrnatika. statistik, persandiart, dan kesatuan bangsa 
dan pont& serta pemerintahnn utnum; 

g. mengelola data dan informasl kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang komunikasi clan infommtika, 
statistik, persandian, clan kesatuan bangsa dan politik serta 
pemerintahan urnum; 

h. mendasilliasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian 
clan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengelolaan data dan 
informasi kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
PD dalam penyelenggaraan fmtgsi kesekretariatan dewan 
penvaldlan rakyat daerah; 

I. mernfasIlitast pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan di 
Daerah; 

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai lingkup 
tugasnya: dan 

k. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

nasal 25 

(I) Subbagian Tata Praja III berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala BagIan Tata Praja clan 
PemerIntahan Limum. 

(2) Subbagian Tata Praja In dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Praja Ill mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Keija dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. metaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses Watts. standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesual lingkup tugasnya 

d. mengoordinaslkan. merumuskan dan menyusun kebgalcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasI 
kependudukan dan perratatan sipil; 

e. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Wang administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

1. mengoordinasthan 	pelalcsana 	tugas 	PD 	dalarn 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang admintstrasi 
kependudukan clan pencatatan &Mil; 

g mengelola data dan Informasi kebijakan penyelenggaraan 
unman pemedraahan bidang achnInistrasi kependudukan clan 
pencatatan sing; 
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It memfastlitasi Asisten Pemerintahan dalam pengoordinasian 
dart perumusan kebtjalcan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebyalcan, pelaksanaan pengelolaan data dan 
informaai kebljalcan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
PD dalam penyelenggaraan fungst penunjang urusan 
pemertntahan bldang perencanaan penelltian clan 
pengembangan. Icepegawatan, dan pengembangan somber 
daya manusfa; 

I. 	inch ksanalcan pengoordInaslan dan fasilitasi penyelenggaraan 
Hari Jadt Provinst; 

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategls dan 
rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Path Praja dan Pemerintahan Umum; 

k. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Tata Praia 
dan Pemerintahan [Munn; 

I. melaporkan clan mempertanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas day fungal Biro Pemerintahan sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 26 
(1) Bagian Pengaduan berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan. 

(2) Bagian Pengaduan dlpimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 27 
(1) Bagian Pengaduan mempunyai tugas 	melaksanakan 

pengoordinastan dan perumusan kebijakan, pemantauan dan 
evaluasi pe/aksanaan kebijakan clan pengoorchnasian 
pelaksanaan togas PD dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan. 

(2) Dalam 	melaksanakan 	togas, 	Bagian 	Pengaduan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Reneana Kexya, Reneana 
Herta clan Anggaran Seluttadat Daerah sesuat lingkup tugas 
dart fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Stratelfs dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup togas dan 
fungsinya; 

c, pertunusan proses bisnis. standar clan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
dalarn penyelenggaraan pengelolaan pengaduan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
penyelenggaraan pengelotaan pengaduan; 

pengoordlnasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan pengelolaan pengadttan; 
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g. pelaksanaan pengelolaan data dan Infommst kebijakan 
dalarn penyelenggaraan pengelolaan pengaduan; 

Ii. pengoordinaslan clan pelalcsarman pelayanan pengaduan di 
linglcungan Balalkota; 

I. pengoordinasian dan pengelolaan kanal pengaduan resnit 
daerah; 

j. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan pengaduan 
masyarakat yang bukan merupakan kewenangan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, balk itu kewenangan 
pemerintah pusat maupun swasta; 

k. pengoordinasian clan penyusunan laporan penanganan 
pengaduan 

I. pelaporan dan pertanggungJawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs! Biro Pemerintahan sesuai linglcup tugas dan 
fungsinya; dan 

m. pelaksanaan tugas day fungai kedinasm lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 28 

(1) Subbagian Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Pengaduan. 

(2) Subbagian Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pelayanan dan Tata Kelola Pengaduan mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kecia, Rencana 
Kelp. dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
to 

b. rnelalcsanakan Rencana Strategis dan Doktunen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses blsnis, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan. merumuslcan dan menyusun keblialcan 
penyelenggaraan penanganan pengaduan rnasyarakat; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijalcan 
penanganan pengaduan masyaralcat 

f. melaksanalcan penggorclinasian dan pelaksanaan pelayanan 
penerlmaan pengaduan masyarakat di linglmngan 
Fla in ikot a; 

g. melaksanalcan pengoordinasian dan pengelolaan 'canal 
pengaduan resmi daerah; 

h. mengelola data clan infommsi penanganan pengaduan 
masyaralcat: 
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I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pel 	 ksanaan 
tugas clan fungsi Biro Pemerin than sesual llngkup 
tugasnya; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Saglan. 

Pasal 29 

(1) Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan clan 
Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengaduan. 

(2) Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Ralcyat dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Penanganan Pengaduan Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat mempunyat tugas: 

a. menyusun Rencana Strategic, Rencana Keia, Rencana 
Keija dan Anggaran Self:refer/at Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melalcsanalcan Rencana Strategts dan Dokumen 
Pelakzanaan Anggaran Selcretartat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pemerintahan sesual lingkup tngasnya 

d. melaksanakan pengoordinastan pelaksanaan tugas PD 
dalam penanganan pengaduan masyarakat b/dang 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PD dalam 
penanganan pengaduan masyaralcat ()Mang pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat, 

f. mengelola data dan infonnast penanganan pengaduan 
masyarakat bidang pernerintahan dan kesejahteraan ralcyat; 

g. memfasilltast penyelesaian pengaduan masyarakat yang 
menjadi kewenangan Biro Pemerintahan: 

Ii. melaksanalcan pengoordinasian dan penyusunan laporan 
penanganan pengaduan di DM Jakarta; 

I. melaporkan dan rnempertanggunpjawabkan pel 	 ksanaan tupa  clan fungsl Biro Pemerintahan sesual lingkup 
tugasnya: dan 

j. melak  -  analcan tugas kedInasan lain yang dtbertkan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 30 
(1) Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonoinian, Kenangan 

dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
Jawab kepada Kepala Baglan Pengaduan. 

(2) Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonomtan, Keuangan 
dan Pembangunan clipimpin oleh Kepala Subbagian. 
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(3) Subbagian Penanganan Pengaduan Perekonomian, Keuangan 
clan Pembangunan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kela dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dok-umen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pemenntahan sesuai tinging) tugasnya 

d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD 
dalam penanganan pengaduan rnasyarakat bkiang 
perekonomian keuangan, pembangunan dan lingkungan 

e. memantau dan mengevaluasi pelalcsanaan tugas PD dalarn 
penanganan pengaduan masyaralcat bidang perekonomian. 
keuangan, pembangunan dan lingkungan llldup; 

f. mengelola data dan informasi penanganan pengaduan 
masyarakat hidang perekonomian. keuangan, pembangunan 
clan linglcungan hidup; 

g. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi penanganan 
pengaduan masyarakat yang bukan merupakan 
kewenangan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, balk itu 
kewenangan pemertntah pusat maupun swasta; 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana keija dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Pengaduan; 

1. mengoordinasikan penyusunan laporan Baglan Pengaduan; 
J. melaporkan  clan mempertanggungiawabkan petalmanaan 

tugas dan fungsi Biro Pemerintahan sesuai ling,kup 
tugasnya; dan 

It melaksanakan tugas kedinasan lain yang cliberikan oleh 
Kepata Bagian. 

Bagian Ketiga 

Biro Hukum 

Pasal 31 
(1) Biro Hulcum berkedudukan di bawah dan bertanggung ja b ke 

Selcretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan. 

(2) Biro Hukum dipimpin oleh Kepala Biro. 

Pasal 32 

(1) Biro Hukum mempuny-ai tugas melaksanakan perumusan, 
pemantauan dan evaluasi kebijakan tertian penyusunan produk 
huktzm daerah, pelayanan hukunk bantuan hukum. pubilkasi 
dan dolunnentasi hukum dan pembinaan halt asasi manusia, 
penyelarasan Naskah Alcademik Rancangan Peraturan Daer-ah, 
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pengoordhastan penghartnentsasfan, pemantapan, pembulatan, 
konsepsi rancangan produk hukum daerah, evaluast, 
pengkajian, pengundangan produk hukum daerah, 
dokumentast dan publikast peraturan perundang-undangan, 
pengoordinastan clan pelaksanaan pelayanan hukum, 
pengoorchnasian dan pelaksanaan bantuan hukum. 

121 Dalam melaksanalcan tugas, Biro Hukum menyelenggaralcan 
fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Rerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretartat Daerah sesuat lingkup tugas 
dan fungsinya: 

b. pelak -anaan Rencana Strategts dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas dan 
fungsinya; 

c. pelaksanaan perumusan pemantauan clan evaluasi 
kebijakan datam penyusunan produk hukum daerah, 
pelayanan hukum. bantuan hukum clan pembinaan halt 
asast manusia: 

d. pelaksanaan penyelarasan Naskah Akaden* Rancangan 
Peraturan Daerah, pengoordlnastan pengharmonisasian, 
pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan produk 
hukum daerahg 

e. pelaksanaan evaluast dan pengkajtan produk hukum 
daerah: 

f. pelaksanaan pelayanan perkara non Utigasi; 
g. pelaksanaan bantuan hukum perkara Ittigasi. 
h. pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Gubemur, publikast. sostalisast, dokumentast, 
pengelolaan kearstpan peraturan daerah dan peraturan 
gubernur dan pengelolaan sistem intormast Jartngan 
Dokumentast dan Informast Hukum: 

I. pelnksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan Bak Mast 
Mann eta 

j. pelaksanaan kesekretariatan Biro Htilcum; 
k. perurnusan proses bisras, standar dan prosedur Bin 

Hukum 

I. pelaksanaan pengelolaan data clan Informasi Biro Hukum 
in. pelaporan clan pertanggcmglawaban pelaksanaan tugas dan 

thugs! Biro Hulmni: dan 

n. pelaksanaan tugas clan fcmgst kedinasan lain yang 
diberikan oleh Gubemur. Sekretatis Daerah dan/atau Asisten PemerIntaban. 

Pasal 33 

(I) Susunan Organtsast Biro Hukum, terdin atas: 

a. Baglan Peraturan Perundang-undangan, terdin alas: 
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1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pemerintahan dan KeseJahteraan Rakyat; 

2. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Perekonomian clan Ken angan; dan 

3. Subbaglan Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pembangtumn dan Lingkungan Hidup. 

ID. Bagian Pelayanan Hukum, terdin atas: 
1. Subbaglan Pelayanan Hukum 1; 
2. Subbagian Pelayanan Hukum dan 
3. Subbaglan Pelayanan Hukum 

C. Raglan Bantuan Hukum, terthri atas: 
1. Subbagian 13antuan Hukum!; 
2. Subbaglan Bantuan Hukum II; dan 
3. Subbagian Bantuan Hukum 111. 

d. Baglan Pembinaan Hak Asas1 Manusia, Publikasl dan 
Dolnunentasi Hukum, terdthatas: 

1. Subbaglan Pengundangan dan Dokumentasi Hukum; 
2. Subbagian Pembinaan HAM dan Publicasi Hukum dan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

e. Kelompok Jabatan Fungslonal. 

(2) Sagan struktur organtsast Biro Hukum tercantum damn 
1ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan 
Peraturan Gubemur int 

Pasal 34 

(1) Bagian Peraturan Perundang-undangan berlcedudukan di 
bawah dart bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum. 

(2) Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oteh Kepa/a 
Bagian. 

Pasal 35 

(1) Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas 
pelaksanaan penyelarasan Naskah AkademlIc Rancangan 
Peraturan Daerah. pengoordthasian, penghannortisa Sian, 
pembulatan, clan pemantapan konsepsi rancangan produk 
hulaun daerah, dan evaluasi clan penglcajlan Produk hukum 
daerah 

(21 Dalam melalcsanakan tugas, Bagtan Peraturan Perundang-
undangan menyelenggarakan fungsk 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Ketja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat /ingkup tugas 
dan fungsinya; 



27 

b. pelak  anaan Rencana Strategis clan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretatiat Daerah sesuat lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses hisnis. standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai lingkup tugasnya: 

d pelaksanaan penunusan, pemantauan dan evaluasi 
kebijalcan dalam penyusunan produk hukum daerah; 

e penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, 
1. pengoordlnastan, pengharmonicasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepst rancangan produk htdatm daerah 
g. evaluasi dan pengkajtan produk hukum daerah; 
h. perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah clan 

Peraturan Gubernur; 

I. pelaksanaan pengelolaan data dan informast peraturan 
perundang-undangan. 

j. peLaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs). Biro Hukum sesual lingkup tugas dan fimgsinya; dart 

k. pelaksarman tugas dan fungsi kedlnasan lain yang 
dtberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 36 

(1) Subbagian 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Pemerintahan clan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Peraturan Perundang-unclangan. 

(2) Subbaglan 	Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Pemerintahan dart Kesejahteraan Ralcyat mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Rena, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Ilngkup 
tugasnya; 

b. melalcsnnakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuat linkup 
tugasnya; 

menunuskan proses blsnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuat lingkup tugasnya; 

d. melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan dalam penyusunan produk hokum daerah bidang 
pemerintahan clan kesejahteraan rakyat; 

e. melaksanakan penyelarasan Naslcah Akademik Rancangan 
Peraturan Daerah ()Mang pemenntahan dan kesejahteraan 
rakyat; 
melaksanakan 	pengoordtnas tan, 	pengharrnoni  
pembulatan, dan pemantapan konsepst rancangan produk 
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hukum daerah hidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat; 

g. melaksanakan evaluast dan pengkajian produk hukum 
daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

h. melaksanakan perencanaan program pembentukan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ; 

I. mengelola data dan inforniasi peraturan perundang-
undangan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat; 

1. melaporkan dan mempertanggungjavvabkan peLek  anaan 
tugas dan fungsi Biro Huhum sesual lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanalran tugas keclinasan lain yang dtherikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 37 

(1) Subbaglan 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Perekonomlan dan Keuangan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Subbagian 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Perekonomian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbaglan. 

(3) Subbaglan 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Perelconomian dan Keuangan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesua1 lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategls dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya; 

c, merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai linglcup tugasnya; 

d. melaksanakan perumusan, pemantauan dan eyaluas1 
kebijakan dalam penyusunan produk hokum daerah bidang 
perekonornian dan keuangan; 

a melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan 
Peraturan Daerah bidang perekonomian clan keuangan; 

f melak  anakan 	pengoordinasian, 	penghannordsa -inn. 
pernbulatan, dan pernantapan konsepsi raneangan produk 
hukum daerah bidang perekonom1an dan keuangan; 

g. melaksanakan eyaluasi dan pengkajian produk hukum 
daerah bidang perekonomian dan keuangan; 

h. melaksanakan perencanaan program pembentukan 
Peraturan Daerah clan Peraturan Gubernur bidang 
perekonotnian dan keuangan; 

mengelola data dan inforrnas1 peraturan perundang-
undangan di bidang perekonomian dan keuangan; 
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I. melaporkan dan mempertanggun0awabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs' Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya: dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 38 

(I) Subbagian 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Pembangunan dan Linglsungan Hidup berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Subbaglan 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian 	Peraturan 	Perundang-undangan 	Bidang 
Pembangunan clan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategic, Rencana Ketja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melalcsanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c, merumuskan proses bisnis, standar clan prosedur Biro 
Hukum sesuai (Mann tugasnya; 

d. melaissanalcan perumusan, pemantauan clan evaluasi 
kebijakan daIam penyusunan produk hukum daerah bidang 
pembangunan dan lingkungan hidup; 

e. meLaksanakan penyelarasan Naskah Alcaclemik Rancangan 
Peraturan Daerah bidang pembangunan dan lingkungan 
hidup; 

f melaksanalran 	pengoordinasian, 	Pengbarmonisasian, 
pembulatan, dan pernantapan konsepsi rancangan produk 
hukum daerah bidang pembangunan dan lingkungan hidup; 

g. melaksanakan evaluast dan penglcajlan produk hukum 
daerah bidang pembangunan dan lingkungan hidup: 

Ii. melaksanakan perencanaan program pembentukan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubeinur bidang 
pembangunan clan lingkungan hidup; 

I mengelola data dan inforrnasi peraturan perundang-
undangan di bidang pembangunan clan lingkungan hidup; 

j mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Peraturan Perundang-undangan; 

k. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Peraturan 
Perundang-undangan; 

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Hulmm sesuai lingkup tugasnya; dan 
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m. melalcsanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 39 

(1) Ban Pelayanan Hukum berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum. 

(2) Bagian Pelayanan Hukum dipimpin oleh Kepala Raglan. 

Pasal 40 

(1) Baglan Pelayanan Hukum mempunyai tugas pelaksanaan 
pengoordinasian, pelayanan, dan pengkallan perkara non 
litigasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Hagan Pelayanan Hukum 
menyelenggarakan lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai linglcup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesual hngkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Hukum sesual lingkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, penunusan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan perkara non 
litigask 

a pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat. terkait 
perkara non litigast 

f. pengoorchnasian, konsultasi hukum. mediae' dan fasilitasi 
perkara non litigask 

g. pertimbangan kepada pimpinan dan PD/UKPD dalam 
perkara non litigask 

pendampingan bag! PD/UKPD clalam menerima pengunjuk 
rasa; 

I. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perkara non 

j. pelaporan clan pertanggunMawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs! Biro Hukum sesual lingkup tugas dan fungsinya; clan 

k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
cliberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 41 

(1) Subbagian Pelayanan Hukum I berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Elagian Pelayanan Hukum. 

(2) Subbagian Pelayanan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Pelayanan Hukum 1 mempunyai tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kena, Rencana 
Keria dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar clan prosedur Biro 
Hukum sesual lingkup tugasnya; 

d. melaksanakan pengoordinastan, perumusan. pemantauan 
dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan 
perkara non litigasi terkait pertanahan dan tata ruang; 

e. melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan 
masyarakat. terkatt perkara non litigasi terkait pertanahan 
dan tata ruang 

f. melaksanakan pengoorclinasian. konsultasi hulcum, 
mediasi clan fasilitasl 	perkara non litigasi terkait 
pertanahan dan tata ruang 

g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan PD/ITKPD 
dalam perkara non litigasi terkait pertanahan dan tata 
ruang: 

h. melaksanakan pendampingan bagi PD/UKIPD dalam 
rnenerima pengunjuk rasa terkait pertanahan dan tata 
ruang 

I. mengelola data dan informast perkara non litigasi terkait 
pertanahan dan tata ruang 

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya: dan 

Ic metalmsnalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh 
Kepala Bagian, 

nasal 42 

(1) Subbagian Pelayanan Hukum 11 berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Pelayanan Hukum. 

(2) Subbagian Pelayanan Hukum 11 dipimpin oleh Kepala 
Subbaglan. 

(3) Subbagian Pelayanan Hukum II mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Kelia, Rencana 
Keija dan Anggaran Selmetartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
PeLsksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai llngkup 
tugasnya: 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai lingkup tugasnya: 

d. melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan 
dan evaluasi kehijakan dalam pelaksanaan pelayanan 
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perkara non litigasi terkait barang Milli( daerah dan 
keuangan: 

e. Inelaksan 	 !can pelayanan penerinman pengaduan 
masyarakat. terkait perkara non litigasi terkait barang rnilik 
daerah clan keuangan; 

f. melaksanakan pengoordinasian konsultasi hukum, 
mediasi dan fasifitasi perkara non lltigasi terkait barang 
milik daerah clan keuangan; 

g. memberikan pertimbangan kepada plmpinan dan PD/UKPD 
dalam perkara non litigasi terkait barang rank daerah dan 
ken angan; 

h. melaksanakan pendampingan bagl PD/UKPD dalam 
menerima pengunjuk rasa terkait barang milk daerah dan 
keuangarr, 

mengelola data clan inforrnasi perkara non litigasi terkait 
barang milk daerah dan keuangan; 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan flings! Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan 

k melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian; 

Pasal 43 

(I) Subbagian Pelayanan Hukum Ill berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pelayanan Hukum. 

(2) Subbagian Pelayanan Hukum UI dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Pelayanan Hukum III memptuayai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. rnerumuskan proses bisnis, stanciar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai lingkup tugasnya; 

d. melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan 
clan evaluasi kebijalcan dalam pelaksanaan pelayanan 
perkara 	non litigasi terkait perumahan, penciklikan, 
kesehatan, lingInmgan hiclup dan sosial; 

a melaksanakan pelayanan penerimaan pengaduan 
masyarakat. [erica perkara non litigasi terkait perumahan, 
pendidilcan, kesehatan. llngkungan hidup dun sosial; 

1. melaksanakan pengoonlinasian, konsultasi hukum, 
mecllasi dan tasilitasi perkara non lltigasi terkait 
perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan 
sosial 
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g. membeilican pertimbangan kepada pimpinan dan PD/HISPD 
dalarn perkara non litigasi terkait perumahan, penclidlican, 
kesehatan, lingkungan hidup dan sesta) 

B. melnksanakan pendampingan bag PD/UKPD datam 
menerima pengunjuk rasa terkait perumahan. pendidikan, 
kesehatan, lingkungan hidup dan sosial; 

I. mengelola data dan informasi perkara non litigasi terkait 
perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan 
social 

J. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategls 
dan rencana kerja dan anggaran Selcretariat Daerah linkup 
Bagian Pelayanan Hukum; 

k mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pelayanan 
Hukum; 

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; dan 

m melnksanalcan tugas kedinasan lain yang dlberikan oleh 
Kepala Bagian. 

nasal 44 

(1) Bagian Bantuan Hukum berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum. 

(2) Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 45 

(1) Bagian Bantuan Hukum mernpuny-ai tugas pengoordinasian, 
penglcalian, clan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Bantuan Hukum 
menyelenggarakan fungst: 

a. penyusunan Reneana Strategis, Rencana Kerja. Reneana 
Kelp. clan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai linglcup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Reneana Strafe& dan Dokumen Pe1aksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas clan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai lingkup tugasnya: 

d. pengoordinasian, perumusan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi; 

e. pengoordinasian dengan PD/UICPD, instansi penegak 
hukum dan organisasi bantuan hukum dalarn pelaksanaan 
bantuan bulaun perkara litigasi ; 

1. pelaksanaan bantuan hukum perkara ittigasi, meliputi uji 
matertll produk hukum daerah, perkara perdata, perkara 
pidana, perkara tata usaha Negaradan perkara di Badan 
Peradilan Latnnya 
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g. pengoordinasian, pengumpulan dan pendokumentasian 
bukti dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum perkara 
littgasi. 

h. pelaksanaan pengadmintstrastan bantuan hukum perkara 
litigast; 

I. pelaksanaan pendokumentastan putusan/penetapan 
pengadllan; 

J. pemberian pertimbangan dan/atau perlindungan hukum 
kepada plmpinan dan PD/UKPD dalam pemberian 
pelaksanaan bantuan hukum terkait tugas dan fungsinya; 

k. pelaksanaan pengelolaan data dan inforrnasi di bidang 
bantuan hukum perkara litigask 

1. pelaporan dan pertanggtmgjawaban pelakcanaan tugas dan 
fungst Bin Hukum sesuai lingkup tugas clan fungstnya; dan 

m pelaksanaan tugas dan ftmgai kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro 

nasal 46 

(1) Subbagian Bantuan Hukum 1 berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagtan Bantuan Hukum. 

(2) Subbagian Bantuan Hukum I dtpimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyat tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Karla, Rencana 
Keck dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Migkup 
tugasnya; 

U. melaksanakan Rencana Strategis clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. mertunuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Hukum sesual lingkup tugasnya: 

d. melaksanakan pengoordinastan. perumusan, pemantauan 
dan evaluasi kebijakan pelaksanaan bantuan hukum 
perkara taigas' pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Lembaga 
peradilan lainnya; 

e, melaksanakan pengoordlnasian dengan PD/U1CPD, instanst 
penegak hukum dan organisasi bantuan hukum dalam 
pelaksanaan bantuan hukum perkara litigast pada wllayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara dan Lembaga peradilan lainnya; 

f. melaksanakan pengadmistrasian pelaksanaan bantuan 
hukum perkara littgasi pada wilayah Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat, Pengadilan Negerl Jakarta Utara, dan 
Lembaga peradilan lainnya; 

g. menghhnpun dan mendokumentasikan bukti dalam rangka 
penanganan pelaksanaan bantuan hukum perkara litigast 
pada wilayah Pengadilan Negen Jakarta Pusat,Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara, dan Lembaga peradilan lainnya; 
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h. mengadmirnstrasikan pelaksanaan bantuan hukum 
perkara litigasi path wIlayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Lembaga 
peradilan lainnym 

I. mendokumentastkan putusan/penetapan pengadilan pada 
wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri 
Jakarta Utara, dan lembaga peradilan lairmya; 

J. memberikan perUmbangan dan/atau perlindungan hukum 
kepada plmpinan dan PD/UKPD dalam pemberian bantuan 
hukum terkait tugas dan fungstnya pada wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negerl Jakarta 
Utara, dan lembaga peradilan latrmya ; 

k. mengelola data clan infonnast pelaksanaan bantuan hukum 
perkara litigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan lembaga 
peradilan lainnya; 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Hukum sesuat lingkup tugasnya; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 47 

(I) Subbagian Bantuan Hukum 11 berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum. 

(2) Subbagian Bantuan Hukum B dipImpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kelp dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Seluttarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis standar dan prosedur BITO 
Hukum sesuai lingkup tugasnya; 

d. melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan 
dan evaluasi kebiJakan pelaksanaan bantuan hukum 
perkara Iltigasi pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat. dan 
lembaga peradilan lainnym 

e melaksanakan pengoordinasian dengan PD/URN), instanst 
penegak hukum dan organisasi bantuan hukum dalam 
pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi path wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wllayah Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat, dan lembaga peradilan latrinya; 



36 

1. meLaksanakan pengadmLstrasian pelaksanaan bantuan 
hukum perkara lltlgast pada wilayah Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat. dan lembaga peradilan lainnya; 

g. menghimpun dan mendolcumentasikan bukti dalam ranglca 
penanganan pelaksanaan bantuan hokum perkara htigasi 
pada wilayah Pengadilan Negert Jakarta Selatan dan wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan lembaga peradilan 
lainnya: 

h. mengadministrasikan pelaksanaan bantuan hukum 
perkara litigasi pada vrilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan 
lembaga peradilan lainnya; 

I. mendokumentasikan putusan/penetapan pengadilan path 
wilayah Pengadilan Negerf Jakarta Selatan dan wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Brat. dan lembaga peradilan 
lainnya: 

j. memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan hukum 
kepada pimpinan dan PD/UKPD dalarn pembedan bantuan 
hukum terkait tugas dan fungsinya pada wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wilayah Pengadilan 
Negen Jakarta Barat, dan lembaga peradilan lainnya; 

k. mengekla data dan informasi pelaksanaan bantuan hukum 
perkara litigast pada wIlayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan 
lembaga peradilan lainnya; 

I. melaporkan dan mempertangamglawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya: 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan aleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 48 

Subbag/an Bantuan Hukum HI berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum. 

(2) Subbagian Bantuan Hukum In dtpimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kena, Rencana 
Kerja dun Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesual lingkup tugasnya: 

d. melalcsanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan 
dan evaluasi kebija1can pelaksanaan bantuan hukum 
perkara lltigast pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara; 
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a. melaksanakan pengoordinasian dengan PD/UKPD, instansi 
penegak hukum clan organisasi bantuan hukum (learn 
pelaksanaan bantuan hukum perkara litigasi pada wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur clan Pengadilan Tata 
Usaha Negara; 

1. melaksanakan pengadmistraslan pelaksanaan bantuan 
hukum perkara litigast pada wilayah Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara; 

g. menghimpun dan mendolcumentasikan bukti dalam rangka 
penanganan pelaksanaan bantuan hukum perkara 
pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timm-  dan 
Pengadilan Tata Usaha Negara; 

h. mengadministrasikart pelaksanaan bantuan hukum 
perkara taigas' pada: wilayah Pengadilan !Vegan Jakarta 
Timur dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

mendokumentasikan putusan/penetapan pengadilan pada 
wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan 
Tata Usaha Negara; 

memberikan pertimbangan dan/atau perlindungan hukum 
kepada pimpinan dan PD/UKPD dalam pemberian bantuan 
hukum terkait tugas dan ftuagsinya path wilayah 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tata 
Usaha Negara; 

k. mengelola data clan infomust pelaksanaan bantuan hukum 
perkara lltigasi pada wilayah Pengadilan Megan Jakarta 
Timm. dan Pengadilan Tata Usaha Negara: 

I. mango ordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
clan reneana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
BaWan Bantuan Hukum; 

m, mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Bantuan 
Hukum; 

n. melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas dan flings! Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya dan 

o. melaksanakan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pass.' 49 

(I) Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia. Publikasi dan 
Dokumentasi Hukum herkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Biro Hukum. 

(2) Baglan Pembinaan 	Asasi Manusia, Publikasi dan 
Dokumentasi Hukum dipirnpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 50 

(I) Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan 
Dokumentasi Hukum mempunyai tugas Pengoordinasian 
pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah clan Peraturan 
Gubemur: dolnunentasi, publikasi, sosialisasi, pengelolaan 
kearsipan produk hulann daerah; pengelolaan sistem inforrnasi 
Jaringan Dokumentasi clan Informasi Hulutrn; pelaksanaan 
penyuluhan hukum dan pembinaan hak asasi manusia serta 
keselcretariatan Biro Hulcurn. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pembinaan Hak Asast 
Manusta, Publikasi dan Dokumentasi Hukum 
menyelenggarakan lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana 
Kerja clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungslnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelalcsanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai llngkup tugas an 
fungslnya; 

c perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai linmp tugasnya: 

d pengoordinaslan, perumusan, pemantauan clan eyaluasi 
kebijakan di bidang dolmmentasi dan publlkasl hukum; 

e pengoordinasian, pengettkan dan penaldikan naskah 
Peraturan daerah dan Peraturan Gubemur; 

f. pelaksanaan register Peraturan Daerah 	kepada 
Kementerian Dalam Negeri 

g. pelaksanaan penomeran, pengundangan clan autenfikasi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemun 

h. pelaksanaan dokumentasi produk hukum daerah; 

I. pelaksanaan pengelolaan kearslpan produk hukum daerah; 

J. pelaksanaan publikasi dan sostallsasi produk hukum 
daerah; 

k. pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dart 
Informasi HuImrty 

I. pelak  anaan penyuluhan dan pembinaan &dam: 

m. Pembinaan Hak Masi Manusla; 

n. pelaksanaan pengelolaan data dan inforrnaMproduk hukum 
daerah; 

o. pelaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Hukum sesuai lingkup tugas dan fungslnya; dan 

p. pelaksanaan tugas dan fungsi keclinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 51 

(I) Subbagian Pengundangan dan Dokumentasi Hukum 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Raglan Pembinaan Hak Masi Manusta, Publikasi dan 
Dolmmentasi Hukum. 

(2) Subbagian Pengundangan clan Dokumentasi Hukum dipimpin 
oleh Kepala Subbaglan. 
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(3) Subbagian Pengundangan clan Dokumentasi Flukum 
mempunyal tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis, Renrana Rea, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretadat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Itngkup 
tugasnya; 

c. menimuskan proses blsnis, standar clan prosedur Biro 
Hokum sesuai lingkup tugasnya: 

d melaksanakan pengoordinasian, perumusan, pemantauan 
dan evaluasi keblJakan di bidang pengundangan dan 
dokumentasi hukunr, 

e melaksanakan penomeran, autentiflkast dan pengundangan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemun 

f. melaksanakan penaklikan naskah Peraturan daerah dan 
Peraturan Gubemur 

g. melaksanakan registrasi Peraturan Daerah 	kepada 
Kernenterian Dalarn Negerl 

ft melaksanakan penghinapunan clan dokumentasi produk 
hukum daerah; 

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan produk hukum 
daerah: 

J. melaksanakan pengelolaan ststem informasi Jaringan 
Dokumentast dan Informasi Huktun; 

Ic mengelola data dan informasi produk hukum daerah 
I. melaksanakan pengelolaan perpustakaan hukum; 
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peLaksanaan 

togas dan fungsl Biro Hukum sesuai lingkup tugasnya; clan 
melaksanalcan tug as kedinasan lain yang dibedkan oleh 
Kepala Baglan. 

Pasal 52 

(I) Subbaglan Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum 
berkedudukan di halvah clan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bagian Pembinaan Hak Masi Manusta, Publikasi an 
Dokumentasi Hulcum. 

12) Subbaglan Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Pembinaan HAM dan Publikasi Hukum mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Itngkup 
tugasnya: 
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b. melalcsanaknn Rencana Strategls clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selsetariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. menimuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Hukum sesuai lingkup tugasnya 

d. melaksanakan pengoordinasian, perumusan. pemantauan 
dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan HAM dan 
publikasi hukum: 

e. melaksanakan publika  i clan sosialisasi produk hukum 
daerah; 

f. melaksanakan penyuluhan Hulimn terpadu; 
g. melaksanakan pembinaan Kelurahan Sadar Hukuna; 
h. melaksanakan pemblnaan kelompok Kadarkum dan flak 

Masi Manusia ; 

I. mengelola data dan infonnasi di bidang Publikasi Hukum ; 
j. melaksanakan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, pembinaan hak asasi manusia, 
sosialisasi dan publikasi hukum 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Hokum sesuai lingkup tugasnya; dark 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 53 

(I) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembinaan Hak 
Asasi Manusia, Publikasi dart Dokumentasi Hukum 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata [Naha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Rena, Rencana 
Km-la dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

C. melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar 
dan prosedur Biro Kesejahteraan Sosialsesuai lingkup 
tugasnya 

d melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan 
kepegawaian Biro Hukum; 

e melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro 
Hukum, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta 
pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan: 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro 
Hukum, meliputi ketatausahaan, kenimahtanggaan, 
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barang/aset, kehumasan, data, sistem informasi, dan 
kearsipan 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 
dan Dokumen PeLaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Biro Hokum; 

Ii. mengoordinasikan penyusunan bahan Reneana StrategLs, 
Rencana Kmja, Reneana Keija dan Anggaran Sekretariat 
Daerah lingkup Biro Hukum; 

I. mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan 
prosedur Biro Hukum; 

J. mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro Hukum; 
k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 

dan rencana kerla dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusta, Publikasi dan 
Dokumentasi Hukum; 

I. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pembinaan 
Flak Asasi Manusia, PubMcasi dan Dokumentasi Hukum; 

m. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemenksaan/pengawasnn Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

n. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Hukum sesual lingImp tugasnya; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh 
Kepala Baglan. 

Bagian Keempat 

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 

Pasal 54 

(1) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi berkedudukan di 
bawah dan bertanggung Jawab Ice Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Pemerintahan 

(2) Biro Organisasi dan Refonnasi Birokrasi clipinunn oleh Kepala 
Biro 

Pasal 55 

(1) Biro Organisasi clan Refommsi Birokrasi mempurwai tugas 
mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljakan dan 
pengoordinasian pelnksanaan togas PD dalatn bidang 
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 
jabatan. tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilltas kinela 
dan pelayanan public 

(2) Dalam melaksanalcan tugas, Biro Organisasi dan Reformasi 
Birokrasi menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas 
clan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. pengoordinasian, perumusan clan penyusunan kebijalcan 
dalam bidang kelembagaan, anallsis jabatan, analisis beban 
ketja, evaluasi jabatan, tatalaksana, refomusi birok-rasi, 
akuntabIlltas kinerja dan pelayanan publlk; 

d. pemantauan dan evaluasl pelaksanaan kebijakan dalam 
bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kelp& 
ev-aluasi jabatan, tatalaksana, refortnasi birokrasi, 
almntabllitas Idnerja dan pelayanan publik: 

C. pengoordinasian pelaksanaan tuns PD dalam dalam bidang 
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 
jabatan, tatalaksana, refomnsi birokrasi, akuntabilltas kinela 
dan pelayanan publik; 

peleksanaan pengelolaan data dan informasi dalarn bidang 
kelernbagaan, analisis jabatan, tatalaksana. retort/Iasi 
bkolcrasi, alcuntabilltas ldnerja dan pelayanan publik; 

g. pelaksanaan keseluttariatan Biro Organisasi dan Reformasi 
Biro kraal: 

h. perumusan proses bisnls, standar dan prosedur Biro 
Organisasi clan Reformasi Birokrasi 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Organisasl dan Reformasi Birokrasi: dan 

j, pelak  anaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberllcan oleh Gubemur, Sekretaris Daerah daniatauAsisten 
Pemerintahan. 

Pasal 56 

(1) Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birolu-asi, 
terdiri atas: 

a. Bagran Kelembagaan, terdiri atas: 
1. Subbaglan Ke/embagaan 
2. Subbagian Kelembagaan dan 
3. Subbaglan Kelembagaan 111. 

b. Baglan Analisis Jabatan, terdiri alas' 

1. Subbagian Analisis Jabatan I; 
2, Subbaglan Analisis Jabatan II; dan 

3. Subbagian Analisis Jabatan 

c Bagian Tatalaksana, terdiri atas: 

1. Subbaglan Sistem dan Prosedur Kerja; 
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2. Subbaglan Standarisast Sarana Karla dan Tata Ruang 
Kerja; dan 

3. Subbagian Tata Usaha. 

d. Bagian Refonnast Btrokrasi dan Pelayanan PubIlk, terdiri 
atas: 
1. Subbaglan Reformas1 Birokrasi; 
2. Subbagian Pelayanan Publlk; dan 
3. Subbaglan Akuntabtlltas Kinerja. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Eagan struktur organisasi Biro Organisasi clan Reformasi 
Birokrast tereantum dalam Lamptran yang merupalcan baglan 
yang tidak terptsahkan dart Peraturan Gubernur int. 

Pasal 57 

(1) Bagian Kelembagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Organtsast dan Reformast Birokrasi. 

(2) Baglan Kelembagaan cllpimpin °Leh Kepala Bagian. 

Resat 58 

(1) Baglan Kelembagaan mempunyat tugas melaksanalcan 
penyiapan pengoorchnasian dan penunusan kebijakan, 
penyiapan pemantauan dan eyaluast pelaksanaan ketajakan dan 
penyiapan pengoorchnasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang 
kelembagaan PD/unit keija PD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Baglan Kelembagaan 
menyelenggarakan lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kerja. Rencana 
Kelp. clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai llngkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategts dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup tugas dan 
fungsinym 

C. perumusan proses btsnis, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dart Reformasl Birokrasi sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian. perumusan dan penyusunan kebijakan 
dalam b1dang kelembagaan PD/unit ketja PD; 

a pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan dalam 
bidang kelembagaan PD/unit ketja PD; 

1. pengoordlnasian pelaksanaan tugas PD dalam biklang 
kelembagaan PD/unit kelp. PD; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informast kebtjalcan 
dalam bidang kelembagaan PD/unit kerja PD; 
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h. pelaporan dan pertanggumlawaban pet 	 ksanaan tugas dan 
fungsi Biro Organ's-1st  dan Reformasi Birokrasi sesuat 
llngkup togas dan ftingslnya, an 

I. pelaksanaan tugas dan fungst kedinasan lain yang 
dtberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 59 

(1) Subbagian Kelembagaan 1 berkedudukan dl bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Raglan Kelembagaan. 

(2) Subbagian Kelembagaan I dtpimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Ketembagaan I mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Stratepls, Rencana Fcerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuat Ilngkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses laIsnis, standar dan prosedur Biro 
Organisast dan Reformasi Bkolcrasl sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
dalam bidang kelembagaan Sekretariat Daerah, Selcretarlat 
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah, Kota Admlnistrasi, 
Kabupaten Admlnistrast, Dinas Pernuda dan Olahraga. Dimas 
Kebudayaan, Dinas Pendkilkan, Dinas Kesehatan Dinas 
Sosial, Dinas Pe,mberdayaan, Perlindungan Anak dan 
pengendalian Penduduk, clan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
bidang kelembagaan Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan 
Perwaldlan Rakyat Daerah, Kota Administrant, Kabupaten 
Administrast, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, 
Dinas Pendklikan. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas 
Pemberdayaan, Perlindunpan Anak dan pengendalian 
Penduduk, clan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

1. mengoordinasilcan pelaksana tugas PD dalarn bidang 
kelembagaan Selcretanat Daerah Sekretariat Dewan 
Perwaldlan Rakyat Daerah, Kota Adminlstrast, Kabupaten 
Administrasi. Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, 
Dinas Pendklikan, Dinas Kesehatan, Dinas Soslal, Dinas 
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendallan 
Penduduk. clan Dimas Perpustakaan dart Kearsipan; 

g. mengelola data dan inforrnast keblialcan dalam bidang 
kelembagaan Selcretarlat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwaldlan Rakyat Daerah, Kota AdmInistrasi, Kabupaten 
Admintstrasi, Okras Perauda dart Olahraga, Dlnas Kebudayaan. 
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas 
Pemberdayaan. Perlindungan Anak dan pengendalian 
Pendudulc, dan Dinas Perpustalcaan dan Kearstpan; 
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h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan flings! Biro Organtsasi clan Reformas1 Btrokrasi 
sesuai 	 P ga Y an 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diherikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasat 60 

(1) Subbagian Kelembagaan IT berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Rapala Bagian Kelembagaan. 

(2) Subbagian Kelembagaan II dtplmpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Kelembagaan II mempunyai tugas; 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Reda. Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanalcan Rencana Strategi 	dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

c, merumuskan proses btsnls, standar clan prosedur Biro 
Organisasi clan Reformasi Blrokrasi sesuai lingkup tugasnya 

d, mengoondinasikan, merumuslcan dan menyusun kebijakan 
dalam bidang kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian 
Daerah, Badan Pengembangan Stutter Daya Manusia, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politlk, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan 
Bakst Pamong Praja. Dams Penanggulangan Kebalcaran dan 
Perwelamatan, Dinas Bina Marga Dinas Sumber Daya Air, 
Dinas Cipta Karp. Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Perumahan clan Kawasan Permuktman, Dinas Lingkungan 
Hidup, dan Dinas Pertamanan clan Hutan Kota; 

e, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
btdang kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah. 
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan 
Pabst Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, arias Bina Marga. Dinas Sumber Daya Air, 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Pemmahan dan Kawasan Pernaddman, Dinas Linglumgan 
Hidup, dan Ulnas Pertamanan dan Ratan Kota; 

f. mengoordlnasikan pelaksana tugas PD dalam bklang 
kelembagaan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Polltllc, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja, Dinas Penar2ggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air. 
Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Dinas 
Perumahan clan Kawasan Permukiman, Dinas Linglamgan 
Fildup, clan Dinas Pertamanan dan Hutan Rota; 
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g. mengelola data dan informasi kebijakan dalam bidang 
kelembagaan Inspeldorat Badan Kepegawatan Daerah, Badan 
Pengembangan Smnber Daya Manusta, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satuan Potts' 
Pamong Praja, Dinas Penanggulangan Kebakaran clan 
Penyelamatan. Dinas Bina Mama, Dinas Sumber Daya Air, 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas 
Penunalran clan Kawasan Pennukiman, Ulnas Linglmngan 
Flidup, dan Dinas Pertatnanan dan Hutan Kota; 

h. mengoordlnasikan penyttsunan bahan reneana strategis dan 
reneana kerja dan anggaran Sekretarlat Daerah lingkup 
Baglan Kelembagaan; 

1. mengoorcana.sikan 	penyusunan 	laporan 	Raglan 
Kelembagaan; 

j. melaporkan dan mempertanggunglawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Organtsasi dan Reformasi Blrolcrasi 
sesual llnglcup tugasnya; dan 

It melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan. 

nasal 61 

(II Subbagian Kelembagaan 111 berkedudukan d/ bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan. 

(2) Subbagian Kelembagaan Ill dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(31 Subbaglan Kelembagaan III mempunyat tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kula, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Reneana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnls, standar clan prosedur Biro 
Organlsast clan Reformast Birokrasi sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoorcanasikan, merumuskan dart menyusun kebijalcan 
dalam bklang kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Met 
Daerah. Badan Pembinaan Badan Usa.ha Milk Daerah, Badan 
Pelayanan Pengadaan Baranghlasa, Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas 
Tenaga Keta, Transmtgrasi. dan Energt, Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, 
Dims Ketahanan Pangan, Kelantan, dan Pertantan, Dinas 
Panwisata clan Ekonomt Kreatif, Dinas Komunikasl, 
Informatika. dan Stanstik, clan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Siplk 

e memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebljakan dalarn 
bidang kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Met Daerah, 
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Badan Pembinaan Badan Usaha Mink Daerah, Badan 
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Dinas Perindusthan, 
Perdagangan, Koperasl, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas 
Tenaga Kena, Itansmigrast, dan Energi, arms Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, 
Dinas Ketahanan Pangan, Kelantan, clan Pertanian, Dinas 
Partwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Komunikasi, 
Infortnatika, dan StatIstk, clan Dims Kependudukan clan 
Penratatan 

1. mengoordtnasikan pelaksana tugas PD dalam bidang 
kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangart Daerah, Badan 
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Met Daerah, Badan 
Pembinaan Badan Usaha Mllik Daerah. Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindusinan, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Redd dan Menengah, Dinas Tenaga Kena, 
11-ansmigrasl, clan Energi, Dinas Penanarnan Modal clan 
Pelayanan Tenmdu Satu ninth. Dinas Perhubungan, Dinas 
Ketahanan Pangan Kelantan, dan Pertanian, Dinas Pariwisata 
clan Ekonoml Kreatif, Dinas Komunikasi, Infonnatika, dan 
Statlstik, dan Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil; 

g. mengelola data dan informast kebijakan dalarn bidang 
kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan 
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan At Daerah, Badan 
Pernbinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Keen clan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, 
TransmIgrasi, dart Energi, Dinas Penanaman Modql dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pinto, D1nas Perhubungan, Dlnas 
Ketahanan Pangan, Kelantan, dan Pettanian, Dinas Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif. Dinas Komunikasi, Infommtika, clan 
Statist& dan Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil; 

h. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
togas dan fungsi Biro Organlsasi dan Refommsi Birokrasi 
sesuai linglcup tugasnya; clan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtherikan oteh 
Kepala Bagian; 

Pasal 62 

(1) Bagian Analisis Jabatan berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Organisasi dan 
Reformasi Birokrast. 

(2) Bagian Anallsis Jabatan dipiroptn oleh Kepala Bagian. 

Pasal 63 

(1) Bagian Anahsis Jabatan mempunyai togas melak  anakan 
pengoordinasian clan perumusan kebijakan. pemantauan clan 
evaluasi pelakcanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan 
tugas PD dalarn bidang analists jabatan, analisls beban kena 
serta evaluas1 jabatan PD/unit kezja PD. 
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(2) Dalam melaksanalcan tugas, Bag!an Ana(Isis Jabatan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinyw 

b. pelaksanaan Rencana Strategic clan Dokumen 13-la ksanaan 
Anggaran Seluttariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan clan penyusunan kebijakan 
dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kerja serta 
evaluasi jabatan PD/unit ketja 

e. pengoonlinaslan dan penyusunan analisis jabatan, analisis 
beban keija, evaluasi jabatan, peta jabatan dan standar 
kompetensi jabatan; 

f. pengoordinasia.n penyusunan fonnasi pegawai berdasarkan 
basil analisis beban ketja dan peta jabatan: 

g. pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan <Blain 
bidang analisis jabatan, analisis beban kela serta evaluasi 
jabatan PD/unit kelp PD; 

h. pelaksanaan pengelolaan data dan infonnasi kebijakan 
dalam ()Mang analisls jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 
jabatan, peta jabatan dan standar kompetensi jabatan; 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi dark 
Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya: dan 

J. pelaksanaan tugas dan fungsi lcedinasan lain yang 
diberikan oleh Rapala Biro. 

Pasal 64 

(II Subbagian Analisis Jabatan I berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Rapala Bagian Anallsis Jabatan. 

(2) Subbagian Analisis Jabatan I dipimpin °Leh Kepala Subbaglan. 

(3) Subbagian Analisis Jabatan I mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Retja, Rencana 
Keija dan Anggaran Selcretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melak -anakan Rencana Strategis dan Dakumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisins, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Refommsi Birokrasi sesuai lingkup 
tugasnya: 

d mengoordinasikan merumuskan dan menyusun kebijakan 
dalam bidang analisis jabatan, analisis beban kwja serta 
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evaluast jabatan PD/unit kerja PD Sekretariat Daerah, 
Sekretariat Dewan Pnwakilan Rakyat Daerah. Inspektorat, 
Badan Penang,gulangan Bencana Daerah, Satuan Potisi 
Pamong Praja Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Dinas 
Pemberdayaan, Perllndungan Anak dan pengendalian 
Penduduk, dan Dinas Kependudukan clan Pencatatan Sinn; 

e melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan analisis 
jabatan. analisis beban kerla, evaluasi jai:eta, peta jabatan 
dan standar kompetenst jabatan Sekretarlat Daerah, 
Sekretartat Dewan Pervyakhan Rakyat Daerah, Inspektorat, 
Badan Penanggulangan Beneana Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praia, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas 
Pernberclayaan, Perlindungan Anak dan pengendahan 
Penduduk, clan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpik 
melaksanakan pengoordtnasian penyusunan formasi 
pegawai berdasarkan basil analisis beban kerja clan peta 
jabatan Sekretariat Daerah. Sekretariat Dewan Perwaldlan 
Rakyat Daerah. Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, Satuan Polls! Pamong Praja, Dinas Kesehatan. Dinas 
Sosial, Dinas Pemberdayaan. Perlindtmgan Anak dan 
pengendallan Penduduk dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan da1am 
bidang analisis jabatan, analisis beban kerla serta evaluasi 
jabatan PD/unit kelp. PD Sekretariat Daerah. Sekretariat 
Ds-wan Perwaldlan. Rakyat Daerah, Inspektorat. Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polls' Pamong Praia. 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, 	Dinas Pemberdayaan, 
Perhndungan Anak dan pengendallan Penduduk, dan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan &pit 

h. mengelola data dan informasi kebijakan dalatn bidan 
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluastjabatan, peta 
jabatan dan standar kompetensi jabatan Se,kretartat Daerah, 
Sekretariat Dewan Petwaldlan Rakyat Daerah, Inspektorat, 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Pabst 
Pamong Praja. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Dinas 
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan pengendalian 
Penduduk, dan Dims Kependudukan dan Pencatatan 

I. mengoordinastkan penyusunan bahan renearm strategis clan 
rencana kena dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Raglan Analisis Jabatan; 

j. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Analisis 
Jabatan; 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
togas dan fungsi Biro Organisasi dan Refonnasi Birokrasi 
sestmi lingkup tugasnya; clan 

1. melaksanalcan tugas kedinasan Din yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 65 

(1) Subbagian Analisis Jabatan II berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan. 
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(2) Subbagian Analists Jabatan II dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Analists Jabatan II mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerfa dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual linglcup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual llngkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisruts, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi Biroluasi sesual lingkup 
rugasnyat 

d. mengoordinasilcan, merumuskan dan menyusun kebljakan 
clalam bidang analisis jabatan, analisis beban ken a serta 
evaluasi jabatan PD/unit keha PD Dinas Penangplangan 
Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Kebudayaan, Dimas Pencil/damn Dinas Pariwisata dan 
Ekonomi Krealif, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautaan, dan Pertanian, Dims Bina Mara Dinas 
Sumber Daya Air, Dinas Cipta Katya, Tata Ruang clan 
Pertanahan, Ulnas Perumahan dan Kawasan ParmaInman, 
Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertarnanan dan Hutan 
Kota: 

e. melaksanakan pengoordinasian dan penynsunan analisis 
jabatan, anallsts beban keta, evaluasi abatan, peta jabatan 
an standar kompetensi jabatan Dims Penanggtdangan 

Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, 
Dinas Kebudayaan, Dinas Penclicllkan, Dinas Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Dinas Perhubungan, Dims Ketahanan 
Pangan, Kelantan, dan Pertanian, Dinas Bina Mara Dims 
Sumber Daya Air, Dinas Clpta Karya, Tata Ruang clan 
Pertanahan Dinas Pemmahan dan Kawasan Pemutldm.an, 
Dinas Linglmagan Hidup, dan Dinas Pertamanan clan Hutan 
Kot

1. 	
a; 

melaksanakan pengoordinastan penyusunan formast 
pegawal berdasarkan basil analisis beban kerja dan peta 
jabatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, 
Dinas Pemuda clan Olahraga, Dims Kebudayaan, Dinas 
Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Ekonmni Kreatlit Dinas 
Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan Kelantan, clan 
Pertanian, Dims Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas 
apta Karya. Tata Huang dan Pertanahan. Dinas Penunahan 
clan Kawasan Permuldman, Dinas Linglumgan Hidup, dan 
Dims Pertamanan dan Hutan Kota 

g. memantau dan rnengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalarn 
biciang analisis abatan, analisis beban kerja serta evaluasi 
jabatan PD/uni kelp. PD Dims Penanggulangan Ifebakaran 
clan Penyelamatan, DMus Pemuda dan Olahraga, Dinas 
Kebudayaan, DinasPenclicifican, Dims Pariwisata dan Eltonomi 
Kreabf, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, 
Kelantan, dan Pertanian, Dims Bina Marga, Dinas Sumber 
Daya Air, Dinas Ctpta Kmya, Tata Ruang clan Pertanahan, 
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Dims Perumahan dan Hawasan Pennukiman, Dinas 
Lingkungan Elidup, dan Dinas Pertarnanan dan Hutan Kota; 

h. mengelola data dan informast kebilakan dalam bidang 
anallsts jabatan, analists beban kerja, evaluasi jabatan, peta 
abatan cian standar lcompetensi jabatan Dimas 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pemuda 
clan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dims Peng:U(11mo, Dims 
Panwlsata dan Elcmomi Kreattf, Dims Perhubungan, Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelantan, clan Pertanian, Dinas Bina 
Marga Dinas Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 
dan Pertanahan, Dims Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Dinas Ltnglcungan Hidup, don Dias 
Pertanaanan dan Hutan Kota; 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birolcrasi 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 66 

(1) Subbagim Analisis Jabatan III berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian Artalisis Jabatan. 

(2) Subbagian Anallsts Jabatan III 	dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbaglan Analists Jabatan III mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kena, Rencana 
Kerfa clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai brigkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Doluunen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses blsnIs, standar dan prosedur Biro 
Orgazllsasi dan Reformasi Blrokrasi sesuat lingkup 
tugasnya; 

d. mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
dalarn bidang analtsis jabatan, analisis beban kerja serta 
evaluast jabatan PD/unit kezja PD Badan Kepegavvaian 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa 
dan Polltllc, Badan Pengelolaan lieuangan Daerah, Badan 
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Aset Daerah, Radar' 
Pembirman Badan Usaha Mllik Daerah, Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa. Dinas Perindushian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan Energi, Dims Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pinta, Dinas Komunilcasi, 
Infortnatika, dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearstpan, 
Kota Administrasi, clan Kabupaten Adrnintstrast; 
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e. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan analisis 
jabatan, analisis beban kap., eyaluast jabatan, peta jabatan 
dan standar kompetensi jabatan Badan Kepegawaian Daerah, 
Barlan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan 
Perencanaan Pembangtman Daerah, Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik, Sudan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan 
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Met Daerah, Badan 
Pembinaan Badan Usaha Milk Daerah, Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa, Dims Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kea dan Menengah, Dinas Tenaga Karla, 
Tlansmigrasi, clan Energl, arms Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Motu, Dims Komunikasi, 
Infomtatika. dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 
Kota Administrasi. dan Kabupaten Administrasi: 
melaksanakan pengoordinasian penyusunan forrnasi 
pegawat berdasarkan basil analisis beban kerja dan peta 
jabatan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusla, Radon Perencanaan Pembangtman 
Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Point, Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, 
Badan Pengelolaan Met Daerah, Badan Pembinaan Badan 
Usaha MO( Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa, arms Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 
Usaha Keel dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 
clan Energi, Dims Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu 
Satu Pinta, Dims Kormullicasi, Inforrnatika, clan Statistic, 
Dinas Perpustakaan clan Kearsipan, Kota Administrasi, dan 
Kabupaten Administrask 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
bidang analisis labatan, analisis beban kena serta eyaluasi 
jabatan PD /unit kerja PD Badan Kepegawaian Daerah, Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manua Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Polka, 
Badan Pe-ngelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan 
Daerah, Hadar' Pengelolaan Met Daerah, Badan Pembinaan 
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan 
Barang/Jasa, Dims Pertndustrian, Perdagangan, Koperasi, 
Usaha Redd clan Menengah, Dinas Tenaga Kerja. Transmtgrasi, 
dan Energi, Dims Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, Dinas Komunikasi, Infonnatika, dan Statistik, 
Dims Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Admintstrasi, dan 
Kabupaten hiministrasi; 

h. mengelola data dan informasi kebijakan dalarn bklang 
analisis jabatan, analisis beban kelt eyaluastjabatan, peta 
jabatan dan standar kompetensi jabatan Badan Kepegawaian 
Daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan 
Perencarman Pembangtman Daerah, Badan Kesatuan Bangsa 
clan Politic. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan 
Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Met Daerah. Badan 
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa. Dinas Penndustrian, Perdagangan, 
Koperasi, Usaha Kecil clan Menengah, Dims Tenaga Karla, 
Transmigrasi, dan Energt, Dinas Penanaman Modal clan 
Pelayanan Terpadu Satu Pinta, Dims Komunikasi, 
Informatika dan Statistic, Dims Perpustakaan dan Kearsipan, 
Kota Achntnistrasi, dan Kabupaten Administrasi; 
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I. melaporkan elan mempertanggtmgjawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Organisast clan Refomwsi Binokrasi 
sesuat llngkup tugasnya: dan 

j melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberUcan oleh 
Rapala Bagian 

Pasal 67 

(1) Bagian Tatalaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Rapala Biro Organtsasi clan Reformasi Birokrasi. 

(2) Bagian Tatalaksana dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 68 

(1) Bagian Tatalaksana mempunyai tugas 	melalcsanakan 
pengoordinasian dan perumusan kebijalcan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebtjakan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD dalam bidang ketatalaksanaan PD/unit 
kerja PD, antara lain sistem dan prosedur kelp, sarana kerja dan 
tata ruang kela, tata naslcah cllnas serta pengatu ran pakaian 
((Inas, serta pengelolaan kesekretariatan Biro. 

(2) Dalam melaksanakan togas, 	Bagian Tatalaksana 
menyelenggarakan lungs': 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Karla, Rencana 
Kela dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuat lingkup tugas 
dan fungslnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis clan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretartat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses bisnis, standar dam prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi BB-okras' sesuai linglcup 
tugasnya: 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebtjakan 
clakam bidang ketatalaksanaan PD/unit kelp. PD. antara lain 
sistem clan prosedur kmja, sarana kelp dart tata ruang kezja, 
tata naskah cllnas: 

e, pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijalcan daLam 
bidang ketatalaksanaan PD/unit ketja PD, antara tam sistem 
clan prosedur kerja sarana kela dan tat3 ruang kela, tata 
naskah dims; 

pengoordlnasian pelaksanaan tug-as PD dalarn bidang 
ketatalaksanaan PD/unit ketja PD, antara lain sistem dan 
prosedur kerja, sarana kerja dan tata ruang kelp, tata naskah 
dinas; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan Infonnasi kebijakan 
dalam bidang ketatalaksanaan PD/unit kelp. PD, antara lain 
sistem dan prosedur kelp, sarana kelp clan tata ruang kelp, 
tata naskah dims; 
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h. pengelolaan admintstrasi keuangan, kepegawatan dan 
umum Biro Organisasi dan Reforrnasi Birokrasi; 

I. pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrash 

I. pelaporan dan pertang.gurn4awaban pelaksanaan tugas dan 
lungs! Biro Organtsasi dan Reformasi throkrasi sesuai 
lingkup tugas clan fungsinya; dan 

k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
cllberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 69 

(1) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalalcsana. 

(2) Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian &stem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas: 

a. menyusun Renrana Strategis, Rencana Rena, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun keb jakan 
dalam bidang sistem dan prosedur kerja, antara lain proses 
Wants, standar operasional prosedur, clan tata naskah dmas; 

C. memantau clan mengemluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
bldang sistem dan prosedur kelp, antara lain proses hisnls, 
standar operaslonal prosedur, dan tata naskah dinas; 

I mengoordinaslkai pelaksana tugas PD dalam bidang sistem 
dan prosedur keit antara lain proses bisnis, standar 
operasional prosedur. dan tata naskah dinas; 

g. mengelola data dan inforrnasi kebijakan dalam bidang sistem 
dan prosedur kelp, antara lain proses bisnis, standar 
oper-asional prosedur, dan tata naskah dtnas; 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan flings! Biro Organisasi dan Refommsi Birokrasi 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Raglan, 

Pasal 70 

(1) Subbagian Standarisasi Sarana Recta clan Tata Ruang Kerja 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Tatalaksana. 
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(2) Subbagian Standarisasi Sara.na Kap. clan Tata Ruang Kela 
dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Standarisasi Sarana [Scala dan Tata Ruang Melia 
mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Refomust Birokras1 sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan meruanuskan clan menyusun kebijakan 
dalam bidang standarisasl sarana kaia dan tata ruang ketja. 
antara lain penataan ruang kantor, palcaian dinas dan 
atributnya, 

e. memantau dan mengevaluasi pelalcsanaan kebijalcan dalam 
bidang standansasi sarana kena dan tata ruang kerja, 
antara lain penataan ruang kantor, pakaian dims dan 
atributnya, dll; 

I'. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang 
standarisasi sarana kerja dan tata ruang kerja, antara lain 
penataan ruang kantor, pakaian dans dan attbutnya, dt 

g. mengelola data clan informasi kebijakan dalam bidang 
standarisasi sarana kerja dan tata ruang kola, antara lain 
penataan ruang kantor, pakalan dines dan atlibutnya. 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelairsanaan 
tugas clan fungsi Biro Organisasl dan Refonnasi Birokrasi 
sesuai lingkup tugasnya; clan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberthan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 71 

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana. 

(2) Subbaglan Tata Usaha diphnpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagion Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kailas  Rencana 
Kerja clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai /ingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dolmmen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretanat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

C. melaksanakan perumusan kebiTakan proses bisnis, standar 
dan prosedur Biro Organlsasi dan Reformasi Birokrasi 
sesual lingkup tugasnya 
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d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan 
kepegawalan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; 

e. melaksanakan pengelolaan administrad keuangan Biro 
Organisasi clan Reformasi Btrolcrasi mellputi penganggaran. 
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan 
pelaporan; 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro 
Organisasi clan Reformasi Birokrasi, melipuli ketatausahaan, 
kerumahtanggama barang/aset, kehumasan, data. sistem 
informasi dan kearsipan; 

g. memantau dan mengevaluasl pelaksanaan program kerja 
dan Dok-umen Pelaksanaan Anggaran Seluttariat Daerah 
lingkup Biro Organisasi dan Reformasi Bitokrad; 

h. ntengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis, 
Reneana Kerja, Rencana Keija dan Anggaran Sekretariat 
Daerah lingkup Biro Organisasi dan Reformasi Birokrask 

I. mengoorclinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan 
prosedur Biro Organised clan Reformasi Birolcrast 

J. mengoorclinasilcan penyusunan pelaporan Biro Organisasi 
clan Reformasi Birokrask 

It mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan 
reneana kerja dan anggaran Seluttariat Daerah lingkup 
Bagian Tatalaksana; 

I. mengoordthasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Tatalaksana 

m. mengoordinasikan penyelesaian Undak lanJut basil 
penaeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungal Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 72 

(1) Bagian Refonnasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. 

(21 Bagian Reformasi Birokrasi clan Pelayanan Publik dipirnpin 
oleh Kepala Baglan. 

Pasal 73 

(1) Bagian Refonnad Baokrasi dan Pelayanan Publik mempunyw 
tugas melaksanakan pengoonlinasian dan perumusan kebiWkan 
pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebilakan dan 
pengoonlinasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang refomwsl 
birokrasi, pelayanan publik dart akuntabilitas ldnexja. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas. Bagian Reforrnasi Birokrasi dan 
Pelayanan Publik menyelenggarakan fangs': 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kmja, Rencana 
Ketja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya; 

it pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungslnya: 

c. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesual lingkup 
tugasnya: 

d. pengoordinastan, perumusan dan penyusunan kebljalcan 
dalam bidang refomusi birolcrasi, pelayanan publik dan 
akuntabilitas Idnetja: 

e. pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan dalam 
bidang refomusi birolcrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas 
ktnerja: 

1. pengoordlnasian pelaksanaan tugas PD dalam bidang 
reformasi birokrasi, pelayanan publik dan akuntabilitas 
kinexja: 

g pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
dalam bidang reformasi bkokrasi, pelayanan publik dan 
akuntabilitas kinerja: 

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelak  anaan tugas dan 
fungsi Biro Organ1e.9  -I  dan Reformasl Birokrasi sesuai 
ltrigkup tugas dan fungsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan fungsi kedtnasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Rasa( 74 

(1) Subbaglan Reformasi throkrast berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagtan ReformasI Birokrasi 
dan Pelayanan Punk. 

(2) Subbagian Reformasi Birokrasi 	dipimpin oleh Kepala 
Subbaglan. 

(3) Subbaglan Reformasi Birolcrasi mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

U. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

C. merumuskan proses bisnis standar dan prosedur Biro 
Organisasi clan Reformasi Birokrast sesuat lingkup tugasnya 

d. mengoonlinastkan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
dalam bidang refomnsi bkokrask 
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e. melalcsanakan pengoordinaslan dan penyusunan roadmap 
reforrnasi birokrasi; 

f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keblakan dalam 
(Slang reformasi birokrasi; 

g. tnengoordinasikan pelalcsana tugas PD dalam bidang 
refomiasi birokrasi; 

h. mengelola data dan inforrnasi kebijakan dalam bidang 
refomiasi birokrasi; 

I. melaporkan dan mempertanggunglawabican pelaksanaan 
togas dan fungsl Biro Organtsasi dan Reformasi Birokrasi 
sesual lingkup tugasnya; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan 

Pasal 75 

(I) Subbagian Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan 
bertanggurig jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Birolcrasi 
dan Pelayanan 

(2) Subbagian Pelayanan Public dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Pelayanan Publik mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Rena clan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanalran Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup 
tug as nya1 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingicup tugasnya 

d. mengoordinasfican, merumuskan den menyusun kebijalcan 
dalam bidang pelayanan publik, antara lain standar pelayanan, 
penllaian pelayanan publik, inovasi pelayanan publIc. cill; 

e. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang 
pelayanan publik, antara lain standar pelayanan, penilaian 
pelayanan publik, Mayas( pelayanan public dll; 

1. mengelola data dan informasi kebtialcan dalarn bidang 
pelayanan penllaian pelayanan public, antara lain standar 

pelayanan public, (novas' pelayanan public, dll; 
g. melaporIcan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Biro Organisasi clan Reformast Birokrast 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

it melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan. 

Pasal 76 

(1) Subbagian Akuntabtlitas Kinerja berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Reformasi Blrokrasi 
dan Pelayanan Publik. 
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(2) Subbagian Akuntabilitas Ifinerja dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Karla dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Organisasi dan Reformasi Birokrasi sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoorclinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
claL3m bidang alumtabilitas Moeda; 

e. melaksanakan pengoordinasian clan penyusunan Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

1. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam bidang 
akuntabilltas kinerja; 

g. mengelola data dan informasi kebijakan dalarn ()Mang 
akuntabilitas !Mena; 

h. melalcsanalcan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi survey kepuasan masyaralat; 

I. melaporkan clan mempertanggun0awablcan pelairsanaan 
tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 
sesual lingkup tugasnya; dan 

j. melaksanakan tugas kedhmsan lain yang cliberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Bagian Kellum 

Biro Kepala Daerah 

Pasal 77 

(1) Biro Kepala Daerah berkedudulcan di bawah dan bertanggung 
jawab ke Sekretatis Daerah melahn Asisten Pemenntahan. 

(2) Biro Kepala Daerah dipimpin oleh KepaLa Him 

Pasal 78 

(1) Biro Kepala Daerah mempunyai turas melaksanakan 
administrasi, keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu 
Gubemur dan Waldl Gubemur; pelalcsanaan ketatausabaan 
Pemetintah Daerah; pelaksanam pengetfican dan penaklikan 
naskah dinas pimpinan. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas, Biro Kepala Daerah 
menyelenggarakan lungs': 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Keija. Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya; 
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b. pelaksanaan Rencana Strategls dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. pengoordlnasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
pelaksanaan admIntstrasi. keprotokolan, persidangan dan 
pelayanan tamu Gubemur clan Waldl Gubemur; 

d. pengoordinaslan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
admintstrasi, kemntokolan. persidangan dan pelayanan tamu 
Gubemur dan Waldl Gubemur: 

e. pengoordinaslan, pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi 
ketatausahaan Pemerintah Daerah: 

f. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pengetikan clan penakhkan naskah dinas; 

g. penyelenggaraan upacara peringatan hart-hari besar 
nasional serta keagamaan di daerah; 

h, pertyiapan kebutuban logistik kantor Gubemur dan Wald! 
Gubemur; 

I. lasilitas1 pemberian dulamgan konsumsi kepada PD/Unit 
Ketja PD dalam pelaksanaan acara Gubernur. Wakil 
Gubernur, Sekretaris Daerah clan Deputi Gubemur: 

j. pelaksanaan kesekretariatan Biro Kepala Daerah; 

k, perumusan proses btsnis, standar dan prosedur Biro Kepala 
Daerah: 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungal Biro Kepala Daerah, dan 

in. pelaksanaan tugas lain yang thberikan oleh plmpinan sesuai 
dengan Migkup tugas dan fungslnya. 

Pasal 79 

(1) Susunan Organisasi Biro Kepala Daerah, terdiri atas: 

a. Bagian AdminIstrak Kepala Daerah, terdiri atas: 
1. Subbagian Administrasi Gubemur: 

2, Subbagian Admthistrasi Waldl Gubemur; dan 
3. Subbagian Pelayanan Tamu. 

b. Bagian Protokol, terdirt atas; 
1. Subbaglan Protokol I; 
2. Subbagian Protokol U. dan 
3. Subbagian Protokol III. 

c Bagian PersIdangan, terdtri atas: 
1. Subbagian Persidangan 
2. Subbagian Persidangan II; dan 
3. Subbagian Jamuan Acara. 

d. Bagian Naskah Dines, terdiri atas: 
1. Subbagian Persuratan dan Kearslpan; 
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2. Subbagian Pengetikan dan Penaklikan; dan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sagan struktur orgardsasi Biro Kepala Daerah terca.ntutn dalam 
Lampiran yang merupakan bagjan yang tidak terpisahkan dart 
Peraturan Gubernur int 

Pasal 80 

(1) Baglan Administrast Kepala Daerah berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah. 

(2) Bagman Administrasi Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala 
Bagian. 

Pasal 81 

(1) Bagian Admhnstrasi Kepala Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan clan 
evatuasi achninistrasi Gubemur dan Waldl G bemur; dan 
pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan tamu Pemerintah 
Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Kepala 
Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Reneana Strategis, Reneana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat bngkup tugas 
clan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas clan 
fungsinya; 

c. perumusan proses Instils, standar dan prosedur Biro Kepala 
Daerah sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoordinasian. perumusan dan penyusunan kebijakan 
dalam pelaksanaan adnirdstrasi Gubemur dan Wafl 
Gubernur, dan Pelayanan Taunt Pemerintah Daerah; 

e, pengoordinasian dan pelaksanaan administrasi Gubemur 
dart Wald] Gubemur, persuratan, naskah dinas elektronik 
dan perbal naskah dinas; 

1. pengoordinasian dan fasTtasi pelaksanaan kebtjakan 
terkait adrninistrasi, pencalonan, pengangkatan dan 
pemberhenlian Gubemur dan Waldl Gubemur; 

g. penytapan kelengkapan dan fasilitas kerja Gubemur dan 
Walcd Gubemur; 

h pengoonlinasian dan petalmanaan pengelolaan keuangan 
Gubemur dan Waldl Gubernur; 

pengoardtnasian, fasilitasi penyelenggaraan, pemantauan 
clan evaluasi pelayanan tamu Pernenntah Daerah; 
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pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs' Biro Kepala Daerah sesuai lIngkup tugas dan 
fungsirtya; dan 

k. pelaksanaan tugas dan fungst kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 82 

(I) Subbaglan AcIniinistrasi Gubernur berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi 
Kepala Daerah. 

(2) Subbagian Administrasi Gubemur dIptinpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Administrasi Gubernur memptuwal tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis, Rencana Rena, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sestmi lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Seluttariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses blsnis. standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, mertunuskan dan menyusun kebijakan 
dalam pelaksanaan adrolnistrast Gubernur; 

e. melaksanalcan pengoordinasian 	dan 	pel 	 icsanaan 
administrasi persuratan, naskah dinas elektronik dan 
perbal naskah dinas Gubernur; 

f. melak  anakan pengoordinasian dan pelaksanaan 
penjadvvalan kegiatan/acara Gubernur; 

g. melaksanalcan pengoordinasian, penyiapan, pengaturan 
dan penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudi 
Gubernur; 

h. melaksanakan pengoordinastan dan pengelolaan dokumen 
dan arsip kbusus Gubernur

I. 	
; 

melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rumah 
tangga Gubernur; 

j. melaksanakan penyiapan kelengkapan dan fasilitas kerja 
Gubernur; 

K. melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Gubernur; 

1. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kebljalcan terkalt administrask penealonan, pengangkatan 
clan pemberhentian Gubernur; 

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

n. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 83 

(1) Subbagian Administrasi Wakil Gubenaur berkedudukan di 
bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Administrasi Kepala Daerah. 

(2) Subbagian Admintstrasi Wakil Gubernur dipimpin oleh Kepala 
Subbaglan. 

(3) Subbagian Administrasi Wakil Gubernur mempunyat tugas: 

a. menyusun Rencana StrategLs, Rencana Kena, Rencana 
Rena dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyllsun kebijalcan 
dalam pelaksanaan administrasi Wakil Gubernur; 

e. melak -anakan pengoordinasian dan pelaksanaan 
admitilstrasi persuratan, naskah dinas eleldronik clan 
perbal naskah tunas; 

E melaksanakan pengoordinasian dan pelaksanaan 
penjadwalan kegiatan/aeara Waldl Gubernur; 

g. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan, pengaturan 
dan penugasan ajudan, pengawal pribadi dan pengemudt 
Walc11 Gubemur; 

B. melaksanakan pengoordinasian dan pengelo/aan doktunen 
dart arsip Manaus Wakil Gubernur; 

I. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rumah 
tangga Wakil Gubernur; 

J. melaksanakan penyiapan kelenglcapan dan fasilitas kerja 
Wakil Gubernur; 

k. melaksanakan pengoordinaslan dan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Wakil Gubenaur; 

I. melaksanakan pengoordinasian clan fasilitast pelaksanaan 
kebijakan terkatt administrast, pencalonan, pengangkatan 
dan pemberhentian Wald' Gubernun 

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kena dan anggaran Sekretarlat Daerah llngkup 
Baglan Administrasi Kepala Daerah; 

n. mengoordinasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Administrasi Kepala Daerah 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 84 

(I) Subbagian Pelayanan Tann berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrast Kepala 
Daerah. 

(2) Subbagian Pelayanan Tarnu dipimpin oleh Kepala Subbaglan. 

(3) Subbagian Pelayanan Tamu rnempunyat tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Karla, Rencana 
Karp clan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuslcan proses bisnis, standar clan prosedur Biro 
Kepala Daerah sestiat linglcup tugasnya; 

d. mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebi alum 
dalam pelaksanaan pelayanan tamu Pemerintah Daerah; 

e. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi penyetenggaraan. 
pemantauan dan evaluasi pelayanan tamu Pemerintah 
Daerah; 

f. m- laksanakan pengoordinastan dan penyiapan penerimaan 
tamu Pemerintah Daerah; 

g. menyiapkan jadwal luirgungan tarnu Pemerintah Daerah; 
It melaksanakan penyusunan tanggapan/jawaban atas 

pertanyaan tertulis dart Mina Pemerintah Daerah; 
I. menyiapkan souvenir dan/atau cinderamata Pemerintah 

Daerah; 
J. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 

dan rencana kella dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Administrasi Kepala Daerah; 

k. mengoordinastkan penyusunan laporan Bagjan Administrasi 
Kepala Daerah; 

1. melaporkan dan mempertanggnnglawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs! Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

m. melaksanakan tugas keclinasan lain yang diberfican oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 85 

(I) Bagian Protokol berkedudukan di bawah clan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah. 

(2) Bagian Protokol dipimpin oleh Rapala Bagian. 

Pasal 86 

(1) Bagian Protokol mempunyai tugas me! 	 ksanakan 
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi 
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keprotokolan dan acara Gubernur, Wald( Gubernur, Sekretaris 
Daerah dan Deputi Gubernur. 

(2) Dalam melaksmakan tugas, Bagian Protokol menyelenggarakan 
flings!: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Reda, Rencana 
Kelp. dan Anggaran Sekretadat Daerah sesuat Ilngkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretarlat Daerah sesuat linglcup tugas dan 
fungstnya; 

c. perumusan proses Wants, standar dan prosedur Biro Kepala 
Daerah sesual lingkup tugasnya; 

d. pengoordinastan, perumusan dan penyusunan kebtjakan 
dalana pelaksanaan keprotokolan Gubernur, Wakil 
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

e. pengoordinasian, penyiapan, penyelenggaraan, pemantauan 
dan evaluasi keprotokolan Gubernur, Waldl Gubernur, 
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

f. petakcanaan keglatan survey dan gladi telmls pelaksanaan 
aeara Gubernur, Wakil Gubernur. Sekretaris Daerah dan 
Deputi Gubernur; 

g penyelenggaraan upacara pertngatan hari-harl besar 
nasional serta keagamaan di daerah; 

It pelaporan dan pertanggtmgjawaban pelaksanaan tugas clan 
fungst Biro Kepala Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas clan fungal kedinasan lain yang 
clibertican oleh Kepala Biro. 

Racal 87 

(1) Subbaplan Protokol 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung 
Jawab kepada Kepala Bagian Protokol. 

(2) Subbagian Protokol I dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Protokol I mempunyal tugas: 

a. menyustm Rencana Strategis, Rencana Kerja. Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

U. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelak  anaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. mertunuskan proses him's. standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesuaI fingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dart menyusun kebiJakan 
keprotokolan btdang pemertntahan yang dilaksanakan oleh 
Gubernur, Walcll Gubernur, Selcretarts Daerah dan Deputi 
Gubernur; 
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e. melaksanakan pengoordinaslan, persiapan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evatuasi keprotokolan bidang 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Wald( 
Gubemur, Selcretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

f melaksanakan kegiatan stuvei dan glad' teknis pelaksanaan 
acara bidang pemerintahan yang d'inksanalcan oleh 
Gubemur, Waldl Gubemur, Sekretaris Daerah dun Deputi 
Gubernur; 

g. melaksanakan penyelenggaraan upacara peringatan hart-
hart besar nasional serta keagamaan di daer-ah 

h. melaksanakan penylapan dan pendtstribusian undangan 
acara bidang pemerintahan yang dllaksanalcan oleh 
Gubemur, Wald! Gubemur, Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubemur; 

I. mengoordinasikan dan melaksanakan penylapan 
penggimaan ruangan/tempat acara bidang pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Gubemur, Wakt1 Gubemur, 
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubemur; 

melaporkan dan mempertanggungjawahkan pelaksanaan 
tugas clan fangs' Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

k, melaksanakan tugas kedinasan lain yang chberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 88 

(I) Subbagian Protokol H berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol. 

(2) Subbagian Protokol II dtpimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Protokol II mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Seluttariat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Petaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesuat lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, memmuskan dan menyusun kebijakan 
keprotokolan bidang kesejahteraan rakyat yang 
dilaksanakan oleh Gubernur, Wakil Gubemur, Selcretaris 
Daerah dan Deputi Gubemur; 

e. melaksanakan pengoordinasian. perslapan, pelatcsanaan, 
pernantauan dam evaluast keprotokolan bidang 
kese ahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh Gubernur, 
waku Gubernur, Sekretatis Daerah dan Depth Gubernur; 

1. melaksanalcan kegiatan survel dan glad! telmis pelaksanaan 
acara bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh 
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Gubernur, Wait Gubernur, Sekretaris Daerah clan Deputi 
Gubernur; 

g. melaksanakan penyiapan dan pendistribuslan undangan 
acara bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh 
Gubernur, Wald] Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubernur; 

h. mengoordinasllcan clan melaksanakan penylapan 
penggunaan ruangan/tempat acara bidang kesejahteraan 
rakyat yang dilaksanakan oleh Gubemur, Wakil Gubemur, 
Sekretaris Daerah den Deputi Gubernur; 

I. melaporkan clan mempertanggunMawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs! Biro Kepala Daerah sesuat ltrigkup 
tugasnya; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 89 

(I) Subbagian Protokol III berkedudulcan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian Protokol. 

(2) Subbagian Protokol HI diplmpin oleh Kepala Subbaglan. 

(3) Subbagian Protokol Ill mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Ketja, Rencana 
KeiJa dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategt dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat Itnglcup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuslcan dan menyusun kebilakan 
keprotokolan bidang perelcononnan, keuangan, 
pembangunan dan lingkungan Melon yang cillalcsanakan 
oleh Gubernur, Waldl Gubernur, Sekretans Daerah dan 
Deputi Gubernur; 

a melaksanakan pengoordlnasian, perstapan, pelaksanaan, 
pemantauan dan eyaluasi keprotokolan bidang 
perekonomlan, keuangan, pembangunan dart lingkungan 
hidup yang dilaksanakan oleh Gubernur, Watch Guhemur, 
Sekretarts Daerah dan Deputi Gubernur; 

f melaksanakan keglatan survet dart gladi telmis pelaksanaan 
acara bidang perekonomian, keuangan, pembangunan dan 
lingkungan hidup yang ditaksanakan oleh Gubernur, Wald) 
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

g. melaksanakan penylapan dan pendistribustan undangan 
acara bidang perekonomian, keuangan, pembangunan clan 
lingkungan hidup yang dnaksanakan oleh Gubernur, Walcil 
Gubernur, Sekretaris Daerah clan Deputi Gubemur; 
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Ii. mengoordinasikan dan melaksanakan penylapan 
penggunaan ruangan/tempat acara bidang perekonomlan, 
keuangan, pembangunan dan lingleungan hidup yang 
dilaksanakan oleh Gubernur, Wa1d1 Gubemur, Sekretaris 
Daerah dan Deputi Gubemur; 

I. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
clan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Protokol; 

j. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Protokol; 
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tu asn a- dan  

1 melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 90 

(1) Bagian Persidangan berkedudukan di bawah clan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah. 

(2) Bagian Persidangan dipirnpin oleh Kepala Bagian. 

Rasa) 91 

(1) Bagian Persidangan mempunyai tugas 	melaksanakan 
pengoordinasian. penyiapan, pelaksanaan, pernantauan dan 
evaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubemur dan/atau Wakil 
Gubernur: pengoordinasian clan penyusunan naskah 
sarnbutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacalcan oleh 
Gubemur dan/atau Wakil Gubemur sena pengoordinasian 
penylapan dan pelalcsanaan jamuan Gubernur dan/atau Wakil 
Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah. 

(2) Dalam melaksanalcantugas, Bagian Persidanganmemcelenggaralcan 
lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Rena dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelalcsanaan 
Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perwnusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kepala 
Daerah sesuai linglcup tugasnya; 

d. pengoordlnasian perumusan dan penyusunan kebijakan 
dalam pelaksanaan rapat yang dipimpin oleh Gubemur dan 
Wakil Gubernur, naskah 	mbut an / p d ato tertulis 
dan/atau yang dibacakan oleh Guhernur dan Wakil 
Gubernur, dan Sekretaris Daerah, dan penyelenggaraan 
jamuan Gubemur Wakil Gubemur dan Sekretaris Daerah: 

e. pengoordinasian, penyiapan, penyelenggaraan, pernantauan 
dan eyaluasi rapat yang dipimpin oleh Gubemur dan Waled 
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Gubernur serta jamuan Gubernur. Wahl Gubernur dan 
Selcretaris Daerah; 

1. pengoordinastan kebutuhan logistlk kantor Gubernur dan 
Wakil Gubernur; 

g. pengoordinasian fasilitasi pemberian dukungan konsumsi 
kepada PD, masyarakat dan instansi lainnya berdasarkan 
persetujuan Gubernur. Wald( Gubernur dan Sekretaris 
Daerah; 

It penyusunan dan pendistribusian notulenst rapat yang 
dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; 

I. pemantauan, evaluast dan pelaporan tindak lanjut arahan 
pada rapat yang diphnpin oleh Gubernur clan Wakil 
Gubernur; 

j. pengoordinasian 	clan 	penyusunan 	naskah 
satnbutan/pidato tertulis dan/atau yang clibacalcan oleh 
Gubernur dan Wald" Gubemur; 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungst Biro Kepala Daerah sesuai lingkup tugas clan 
fungsinya; dan 

I. pelalcsanaan tugas clan fungsi kedinasan lain yang 
diberlkan oleh Kepala Biro. 

Pasat 92 

(I) Subbagian Persidangan I berkedudukan di bawah data 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan. 

(2) Subbagian Persidangan I dlpimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Persidangan I mempunyai togas: 

a. menyusun Rencana Strategts, Rencana Kerla, Rencana 
Kerja clan Auggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategls dan Dolmmen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses btsnis. standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesual lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
dalam pelaksanaan rapat bklang pemerintahan, 
perekonomian clan keuangan yang dipimpin oleh Gubernur 
dan Wakil Gubernur; 

e. melaksanalcan 	pengoordinasian, 	penylapan, 
penyelenggaraan, pemantauan dan eyaluasl rapat Wang 
pemerintahan, perekonomlan clan keuangan yang diplmpin 
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; 

1. melaksanakan penyusunan dan pendistrIbustan notulensi 
rapat bidang pemerintahan, perekonamian dan keuangan 
yang dlpimpin o/eh Gubernur dan Wakil Gubernur; 
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g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak 
lanJut arahan pada rapat bidang pemerintahan, 
perekonomlan clan keuangan yang dipimpin deb Gubemur 
dan Wald) Gubernur; 

h. melaksanakan pengoordirtasian dan penyusunan naskah 
sambutan/pidato tertulls dan/atau bidang pemerintahan. 
perekonomian dan keuangan yang dibacakan oleh 
Gubernur dan Wald) Gubernur; 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fangs' Biro Kepala Daerah sesuai Iingkup 
tugasnya dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bag'ian. 

Pasal 93 

(I) Subbagian Persidangan II berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian Persidangan. 

(2) Subbagian Persldangan II dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Persidangan II mempunyai tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis, Rencana Kella. Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretartal Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretadat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

merumuskan proses bisrlis, standar dan prosedttr Biro 
Kepala Daerah sesuai Maim tugasnya; 

d. mengoordinasIkan, merumuskan dan menyusun kebiJakon  
dalam pelaksanaan rapat bidang kesejahteraan ralwat, 
pembangunan dan hngkungan hidup yang diplmpin oleh 
Gubernur dan wakil Gubernur 

e. melaksanakan 	pengoordinasian, 	penyiapan, 
penyelenggaraan. pemantauan dan evaluasi rapat bidang 
kesejahteraan ralwat, pembangunan dan lingkungan hidup 
yang dipimpin oleh Gubernur dart Waldl Gubernur; 

1. melaksanakan penyusunan dan pendIstribusian notulensi 
rapat bidang keseJahteraan rakyat, pembangunan dan 
hnglcurtgan hidup yang diplinpin oleh Gubernur dan Wald) 
Gubernur; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak 
lanjut arahan pada rapat bidang kesejahteraan rakyat, 
pembangunan dan linglcungan hidup yang dipimpin oleh 
Gubernur dan Waldl Gubernur 

h. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan naskah 
sambutan/pidato tertubs dan/atau bidang keseJahteraan 
rakyat, pembangunan dan Itnglcungan hidup yang 
dibarakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; 
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I. mengoordinastkan penyusunan bahan rencana strategts 
clan rencana kena dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Persidangan; 

j. mengoordinasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Persidangan; 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi BIM Rapala Daerah sesuai linglum 
tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtberikan oleh 
Kepala BagIan. 

nasal 94 

11) SubbagMn Jamuan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Persidangan. 

12) Subbagian Jamuan dtpimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Jarnuan memptuwai tugas: 

a. menyusun Rencana Straterjs, Rencana Kerja, Rencana 
Ketya dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual linglcup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual linglcup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesual lingkup tugasnya 

d. mengoordlnasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
dalam pelalcsanaan janman Gubemur. Walcil Gubernur clan 
Sekretaris Daerah; 

e. melaksanakan pengoordinastan, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluast amuan Gubemur, Waldl Gubemur dan 
Selcretmis Daerah: 

melaksanakan kebutuhan logIstik kantor Gubemur dan 
wakil Gubemur; 

g. mernfasilitasi pemberlan dukungan konsumsi kepada PD, 
masyaralcat dan instansi lainnya berclasarkan persetujuan 
Gubemur, Wald! Gubemur clan Sekretaris Daerah; 

h. mengoordinaslIcan penyusunan bahan rencana strategis 
clan rencana kerja dan anggaran Sekretartat Daerah lingkup 
Bagian Persidangan; 

I. inengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Persidangan 
j. melaporkan dan mempertangguninawabkan pelalcsanaan 

tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesual linglcup 
tugasnya; dan 

k. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan °lab 
Kepala Bagian. 
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Pasal 95 

(1) Bagian Naskah Dinas berkedudukan d bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepala Daerah. 

(2) Baglan Naskah Dinas dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 96 

(1) Sagan Naskah Dams mempunyal tugas melaksanakan 
pengoordinastan, pelaksanaan, pemantauan dart evaluas1 
pelaksanaan pengetikan, penaldllan, penomoran dan kearslpan 
naskah dinas Gubemur, meliputt Keputusan Gubemur, Instrukst 
Gubemur, Surat Edaran Gubernur, Surat Gubernur clan 
pengelolaan keselcretariatan Bko Kepala Daerah. 

(2) natant melaksanalcan tugas Bagian Naskah Dinas 
menyelenggarakan (angst 

a. penyusunan Rencana StrategIs, Rencana Kezja, Rencana 
Kmja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup tugas 
dan ftmgsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Selcretariat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungstnya: 

C. perumusan proses bisnts, standar dan prosedur Biro Kepala 
Daerah sesual linolcup tugasnya; 

d. pengoordlnasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluast 
pengetikan dan penakhIcan perbal naskah dims yang alcan 
ditandatangan1 oleh Gubernur, meliputt Keputusan 
Gubemur, Instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubemur, Surat 
Gubemur; 

C. pelaksanaan penomoran, penggandaan dan penstempelan 
naskah dinas yang telah dttandatanganl oleh Gubemur, 
mellputi Keputusan Gubemur, Instruks1 Gubernur, Swat 
Edaran Gubemur, Surat Gubernur 

1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan naskah dinas yang 
telah dttandatangaM oleh Gubernur; 

g. pelaksanaan pengelolaan swat masuk Pemenntah ProvInsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dtterima melalui pos; 

K pengelolaan administrast keuangan, kepegawatan dan 
umum Biro Kepala Daerah: 

I. pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro Kepala 
Daeraln 

J. pelaporan dan pertanggangjawahan pelaksanaan tugas dan 
fungal Biro Kepala Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; clan 

Ic pelaksanaan tugas dan {angst kedinasan lain yang 
Mberikan oleh Kepala Biro. 
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Paso] 97 

(1) Subbagtan Persuratan dan Kearsipan berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Naslcah Dinas. 

(2) Subbagian Persuratan dan Kearsipan dipirnpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagtan Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Keija, Rencana 
Keila clan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerah sesuai lingkup tugasnya: 

d. melaksanakan penomoran, penggandaan dan penstempelan 
naskala dinas Gubemur, mellputi Keputusan Gubemur, 
Instruksi Gubemur, Surat Edamn Gubemur. Surat Gubemur, 

e. melaksanakan pengelolaan lcearsipan naskah dims 
Gubemur; 

1. melaksanakan pengelolaan surat masuk Pemerintah 
Proyinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tilted= 
melalui pos; 

g. melaksanakan pengelolaan surat masuk Gubemur (c-
ornea); dan 

h. melaporkan dan mempertanggungjawablcan pelaksanaan 
tugas dam fungal Biro Kepala Daerah sesuat lingkup 

• 

I. melaksanakan tugas kedlnasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 98 

(I) Subbagian Pengetikan dan Penaldikan berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas. 

(2) Subbagian Pengetalcan dan Penaldilcan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagtan Pengetlkan dan Penaklikan mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Keija. Rencana 
Keila dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat ling,lcup 
tugasnya; 

C. menunuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro 
Kepala Daerab sesual lingkup tugasnya 
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d. melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi pengetikan dan penaklikan perbal naskah clinas 
Gubemur, mellputi Keputusan Gubemur, Instrukst Gubernur, 
Surat Edaran Gnbernur, Surat Gubemur: 

e. melaporkan dart mempenanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtherikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 99 

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Naskah Dinas. 

(2) Subbagian Tata Usaha diplinpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kena dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategls dan Dokumen 
Petalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingicup 
tugasnya 

C. melaksanalcan perumusan kebijakan, proses blsnis, standar 
dan proseclur Btro Kepala Daerah sesual lingkup tugasnya 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pemblnaan 
kepegawaion Eno Kepala Daerah: 

e. melaksanakan pengelolaan aclministrasi keuangan Biro 
Kepala Daerah, melipull penganggaran, penatausahaan, 
serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporam 

f. melaksanakan pengelolaan adrninistrasi umum Biro Kepala 
Daerah, mellputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
barang/aset, kehumasan, data, sistem Informasi dan 
kearsipan; 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 
clan Dokumen Pet 	 Icsarman Anggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Biro Kepala Daerah; 

h. mengoordinastkan penyusunan bahan Rencana Strategis, 
Rencana Kerja, Rencana Kena clan Anggaran Sekretariat 

I. mengoordinasikan penyusunan proses instils, standar dan 
prosedur Him Kepala Daerah; 

J. mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro Kepala 
Daerah; 

k. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretarlat Daerah lingkup 
Bagian Naskah Dinas Pimpinan; 

I. mengoordinasikan penyusunan taporan Bagian Naskah 
Dinas Pimpinan: 
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in. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemerilcsaan/pengawasan Badan Pemerasa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PiPIP); 

n. melaporkan dan mempertanggungjawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Kepala Daerah sesuai lingkup 
tugasnym dan 

o. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Bagian Keenam 

Rim Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah 

Pasal 100 

(1) Biro Umum clan Administrasi Sekretariat Daerah berkedudukan 
di bawah dan bertanggtmg jawab Ice Sekretarls Daerah melalui 
Asisten Pemerintahan. 

(2) Biro Umum dan Administrasi Sekretarlat Daerah dipimpin oleh 
Kepala Biro 

Pasal 101 

(1) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah mempunyal 
tugas melaksanakan pengelolaan : rumah tangga dan 
pengamanan dalam kompleks gedung balaikota dan rumah dims 
pimpinan, pelayanan kompleks gedung balaikota, perlengicapan 
dan sarana acara, admintstrasi Sekretaris Daerah, Deputi 
Gubemur dan ketatausahaan Selnetarlat Daerah. 

12) Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum dan Adrninistrasi 
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Ketya, Rencana 
[cella dan Anggaran Sekretatlat Daerah sesuai lingkup tugas 
clan fungsinym 

Ii pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; 

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluas1 
pengelolaan rumah tangga kompleks gedung balatkota dan 
rumah dinas pimpinan; 

d. pengoordinaslan, pelaksanaan, pemantauan dan evatuasi 
pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung balailcota 
dan rumah dmas pimpinan: 

e. pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pelayanan penggunaan kompleks gedung balaikota; 

1. pengoardinasian, penyiapan, pemantauan dan evaduasi 
perlenglcapan dan sarana aeara: 

g. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi 
pengelolaan admirustrast Sekretads Daerah dan Deputi 
Gubemur, 
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h. pengoorclinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
ketatausahaan ketatausahaan Sekretariat Daerah; 

I. pelaksmaan ketatausahaan Biro Umum dan Administrasl 
Sekretariat Daerah; 

j. perumusan proses bisnls, standar dan prosedur Biro Umum 
dan Administrasi Selcretatiat Daerah; 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelalcsanaan tugas dan 
fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah 
sesuai lingkup tugas clan ftmgsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Gubemur, Sekretans Daerahdan/atau Asisten 
Pemerintahan. 

Pasal 102 

(1) Susunan Organisasi Biro Umum clan Administrasi Sekretariat 
Daerah, terdiri atas: 

a. Bagian Rumah Tangga, terdiri atas: 
1. Subbagian Bangunan Gedung; 
2. Subbagian Jaringan Ustrik; dan 
3. Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi 

b. Ba0an Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan, terdiri 
atas: 
1. Subbagian Pengamanan Dalam; 
2. Subbagian Pelayanan Balaikota: dan 
3. Subbagian Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan. 

c Baglan Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubernur, terdiri atas: 
1. Subbaglan Administras1 Sekretaris Daerah; 
2. Subbagian Achninistrasi Deputi Gubemm dan Asisten; dan 
3. Subbagian Tab Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat 

Daerah. 

d. Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, 
terdiri atas: 
1. Subbagian Program dan Anggaran; 
2. Subbagian Keuangan; clan 
3. Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset.  

C. Kelompok Jabatan Fungstonal. 

(2) Bagan struktur orgardsasi Biro Umum dan Administrasi 
Sekretariat Daerah tercantum clalam Lampiran yang rnerupakan 
baglari yang ticlak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

Pasal 103 

(1) Bagian Rumah Tanga berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro 1.1mum dan 
Administrasi Secretariat Daerah. 
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(2) Bagian Rumah Tangga clipimpin oleh Kepala BagIan. 

Pasal 104 

(1) Bagtan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan 
pengoordinasian. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan nunah tangga kompleks gedung Balaikota dan rumah 
dinas pimpinan. 

(2) DaLam melaksanakan tugas, Bagian Rumah Tangga 
menyelenggarakan fangs": 

a. penyusunan Rencana Strategis, Reneana Ketia, Reneana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya: 

b. pelaksanaan Reneana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisrils, standar dan prosedur Biro Litman 
dan Admhnstrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian, penunusan dan penyusunan kebijakan 
pengelolaan rumah tang,ga kompleks gedung Balalkota dan 
mina dinas pirapinan; 

e. pengoordtnasian. 	perencanaan, 	pelaksanaan, 
pemellharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan sipil, arsitektur, jaringan listrik, jaringan air 
dan telekomunikast kompleks gedung Balaikota dan numb 
dinas pimpinan; 

f. pengoondinasian, perencanaan, pelaksanaan. pemeliharaan, 
perawatan, pemantauan dan evaluasi kebersihan, 
lcerapihan dan keindahan kompleks gedung Balaikota clan 
rumah dims pimpinan; 

g. pengoordInasian pemeliharaan, perawatan dan pemantauan 
kebersihan, kerapihan dan keindahan taman di lingicungan 
komplek  gedung Balallcota dan rumah dinas pimpinan; 

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Umum clan Adrninistrasi Sekretariat Daerah 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan lungs! kedinasan lain yang 
dibenkan oleh Kepala Biro. 

Pasal 105 

(1) Subbagian Bangunan Gedung berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Rumah Tangga. 

(2) Subbagian Bangunan Gedung 	diplinpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Bangunan Gedung mempunyai tugas: 
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a. menyusun Rencana Strangle, Rencana Kezia, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Umum dan Administrast Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

d melaksanakan 	pengoordinastan, 	perencanaan, 
pelaksanaan, pemellharaan, perawatan, pemantauan dan 
evaluast slut arsitektur, kebersihan, kerapihan dan 
keindahan kompleks gedung Balaikota clan rumah dinas 
pimpinan; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan, 	perawatan 	dan 
pemantauan kebersihan, kerapihan dan keindahan taman 
di lingkungan kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas 
pimpinan; 

1. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategjs 
dan rencana ketja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Rumah Tangga: 

g. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Rumah 
Tangga; 

h. melaporkan dan mempertanggunrdawabkan pelaksanaan 
tugas dan fangs' Biro Umum dan Administrasi Sekretartat 
Daerah sesum bn,glcup tugasnya: dan 

i melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 106 

(1) Subbagian Jaringan Listrik berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah Tangga. 

(2) Subbagtan Jaringan Listrik dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Jaringan Listdk mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Reda, Rencana 
Kerja dart Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategts dan Dokumen 
Relaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

e. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Umum dan Aciministrasi Selcretariai Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

d. melaksanakan pengoordianstan, perencanaan, pelaksanaan, 
pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi 
jaringan listrik kompleks gedung Balatkota dan rurnah dinas 
pimpinan (mettputi instalasi listrik lengkap dengan 
armature lampu AC lift, genset dan lain lain); 
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melaksanakan pelayanan penggunaan jaringan lishik di 
kompleks gedung Balaikota (meliputi instalasi listrik 
lengkap dengan armature lampu, AC, UR genset dan lain 
lain): 

I melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Umum clan Adirdnistrasi Sekretariat 
Daerah sesuai lingkup tugasnya: dan 

g melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 107 

(1) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Rumah 
Tangga 

(2) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Jaringan Air dan Telekomunikasi mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana [SOL Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai hngkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses blsnis, standar clan prosedur Biro 
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

d. melaksanakan pengoordinasian, pereneanaan, pelaksanaan, 
pemeliharaan, perawatan, pemantauan clan eyaluasi 
jaringan air dan telekomunilcasi di kompleks gedung 
Balaikota clan rumah dinas pimpinan (meliputi instalasi 
plumbing, instalasi hydrant. Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah, jaringan telepon. CCTV dan lain lain): 

e. melaksanakan pelayanan penggunaan jaringan air dan 
telekomunikasi di kompleks gedung Balaikota clan rumah 
dinas pimpinan (meliputt instalasi plumbing. instalasi 
hydrant, InstaIasi Pengelolaan Air Limbah, jaringan telepon, 
CCTV dan lain lain• 

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fangs' Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 
Daerah sesuai anglcup tugasnya; dan 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan (Hell 
Kepala Bagian, 

Pasal 108 

(1) Raglan Pengamanan, Pelayanan clan Perlengkapan 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Biro Umum dan AdministrasI Sekretariat Dacrah. 
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(2) Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan dipimpin 
oleh Kepala Bagian. 

Pasal 109 

(I) Baglan Pengamanan. Pelayman dan Perlengkapan mempunyai 
tugas melaksanalcan pengoordinasian, pelalcsanaan. 
pemantauan dan evaluasi : pengelolaan pengamanan dalam 
kompleks gedung Balaikota dan rumah dinas pimpinan, 
pelayanan penggunaan kompleks gedung Balaikota dan 
pengelolaan perlengkapan clan sarana acara ceremonial. 

(2) Dalam melaksanakan tugas. Bagian Pengamanan, Pelayanan 
dan Perlengkapan menyelenggarakan 

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Ketja. Rencana 
Keija dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
clan fungsinya; 

b. pelalesanaan Rencana Strategs dan Dokumen Pelalcsanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Umum 
dan AdminIstrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung Balaikota 
dan rurnah dinas pimpinan, pelayanan penggunaan kompleks 
gedung Balaikota dan pengelolaan perlengkapan dan sarana 
acam ceremonial pimpinan; 

e. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pengelolaan pengamanan dalam kompleks gedung BaLalkota 
clan rumah dims pimpinan; 

f. pengoordinasian, pel 	 ksanaan, pemantauan dan evaluasi 
pelayanan penggunaan kompleks gedung Batalkota, 

g. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi 
pengelolaan perlengkapan dan &walla acara ceremonial 
pimpinan; 

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksarman tugas dan 
hingsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah 
sesuat lingkup tugas clan fungsinya; dan 

I. pelalssanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 110 

(1) Subbagian Pengarnanan Dalam berkedudukan di halvah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengamanan. 
Pelayanan dan Perlengkapan. 

(2) Subbagan Pengamanan Dalam dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Pengarnanan Dalam mempunyai tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kelp. Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. rnelaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

C. merumuskan proses bisnls, standar clan prosedur Biro 
Umum clan Administrasi Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya 

d. melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan. pemantauan 
dan evaluasi pengelolaan pengarnanan dalam kompleks 
gedung Balaikota dan nunah dinas pimpinan; 

e. melaksanakan pentngkatan kualltas dan kinerja petugas 
pengarnanan dalam kompleks gedung Balaikota dan rumah 
dinas pimpinan: 

mengoordinastkan penyusunan bahan rencana strategls 
dan rencana kena dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Baglan Pengamanan, Pelayanan dan Perlenglcapan; 

g. mengoordinasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan 

h. melaporkan dan mempertanggungJawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Umum dan Admintstrasi Sekretariat 
Daerah sesual lingkup tugasnya; dan 

I. metalcsanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan. 

Pasal 111 

(1) Subbagian Pelayanan Balaikota berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian Pengamanan, 
Pelayanan dan Perlengkapan. 

(2) Subbagian Pelayanan Balaikota 	dipirnpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Pelayanan Balancera mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kelp clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. menunuskan proses bisnis, standar clan prosedur Biro 
Umum dan Admirdstrasi Sekretanat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

d melaksanalcan pengoondinasian, pelaksanaan, pemantauan 
dan evaluasi pelayanan penggimaan kompleks gedung 
Balaficota dan rurnah dinas pkiapinam 
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MelakSanakan pengoordinasian. penjadwalan. penyiapan 
prasarana dan saxana pendukung dalam pelaksanaan 
pelayanan penggluaaan kompleks gedung Balaikota dan mmah 
dims pirnpinan; 

E melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dart fungsi Biro Umum dan Admlinstrast Sekretariat 
Daerah sesuat bngkup tugasnya; dan 

g melalcsanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 112 

(1) Subbaglan Perlengkapan dan Sarana Acara PImpinan 
berkedudukan di bawah dart bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan. 

(2) Subbaglan Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Perlengkapan dan Sarana Acara Pimpinan 
mernpunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerfa, Rencana 
Rena dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melnkganakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnls, standar clan prosedur Biro 
Umum dan Adrninistrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

d. melalcsanalcan pengoordthaslan, pelaksanaan. pemantauan 
dan evaluasi pelayanan perlengkapan dan sarana acara 
seremonial pimpinan; 

e. melaksanakan pengoorcltnasian, penjadwalan dan penylapan 
penggunaan perlengkapan dan sarana acara seremonlal 
pimpinan; 

f melaksanalcan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan 
clan sarana acara seremontal pimpinan; 

g. melaporkan dan mempertanggurn4awabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsl Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 
Daerah sesuat 11ngkup tugasnya: dan 

ft melaksanalcan tugas kedinasan lain yang tither/kart oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 113 

(1) Sagan Administrasi Sekretarls Daerah dan Deputi Gubemur 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Biro Umum clan Administrasi Selcretarlat Daerah. 

(2) Bagian Administrasi Seluetaris Daerah dan Deputi Gubernur 
dipimpin oleh Kepala Bagian. 
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(1) BagIan Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Seluttarts 
Daerah dan Asisten Deputi Gubemur; pengelolaan 
administrasi umum Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 
Daerah; dan pengelolaan kepegawatan Sekretariat Daerah. 

(2) Datum melalcsanakan tugas, Bagiari Administrast Sekretaris 
Daerah dan Daunt Gubemur menyelenggaralcan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kelp, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
clan fingstnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dolcumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Umum 
dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi Sekretarts 
Daerah. Deputi Gubemur, Asisten Sekretarts Daerah dan 
Asisten Daman Gubemur 

e. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi umum Biro 
Umurn dan Administrast Sekretariat Daerah; 

I. pengoordinastan dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat 
Daerah 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungst Biro Umum dan Administrast Sekretariat Daerah 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya; clan 

h. pelaksanaan tugas dan fungst kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 115 

(1) Subbaglan Administrasi Sekretaris Daerah berkedudukan di 
hawah dan bertanggung Jawab kepada Rapala Bagian 
Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur. 

(2) Subbaglan Administrasi Sekretaris Daerah dtpimpin oleh 
Kepala Subbaglan. 

(3) Subbaglan Administrasi Sekretaris Daerah mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kelp, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melalcsanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 
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c. merumuskan proses btsnis, standar clan prosedur Biro 
Umum dan Adrninistrasi Sekretariat Daerah sesuai linkup 
tugasnya 

d. melaksanakan 	pengoordinaslan 	dan 	pengelolaan 
administrasi persuratan dan perbal Sekretaris Daerah; 

C. melaksanakan 	pengoordinasian 	elan 	pengelolasn 
penjadwalan keglatan/acara Sekretaris Daerah: 

f. meloksanakan pengoordinaslan dan pengelolaan ajudan, 
pengawat pribadi clan pengenaudi Sekretaris Daerah: 

g. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan dokumen 
dan arsip Sekretaris Daerah; 

Ii. melalcganakan 	pengoordlnasian 	clan 	pengelolaan 
kerumahtanggaan Sekretaris Daerah, bertkut kelengkapan 
dan fasilitas kerja: 

I. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rapat yang 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah; 

J. melaksanakan pengoordinaslan clan penyiapan naskah 
sambutan/pidato tertulis dan/atau yang dibacakan oleh 
Sekretaris Daerah; 

k. melaksanakan pengetikan, penaklikan, penomoran, 
penggandaan penstempelan elan pendistribusian naskan 
dims Sekretaris Daerah (antara lain Keputusan, Instruksi, 
Surat Edaran dan Surat) ; 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
taigas elan lungs! Biro Umum dan Administrasi Seltretahat 
Daerah sesuat Itngkup tugasnya: dan 

m, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 116 

(1) Subbagian Administrast Deputi Gubernur dan Asisten 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
BagIan Administrasi Sekretarts Daerah dan Deputl Gubemur. 

(2) Subbaglan Adrninistrasi Deputl Gubernur clan Asisten 
dtpimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Adndnistrasi Deputi Gubemur dan Asisten 
mempunyai tugas: 

a. rnenyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Seldttariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selsretariat Daerah sesuat lingicup 
tugasnya: 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Bina 
Umum dan Administrasi Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 
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d. melaksanakan 	pengoordinasian 	dan 	pengelolaan 
administrasi administrasi persuratan dan perbal Deputi 
Gubernur, Asisten Deputi Gubernur dan Asisten Sekretarls 
Daerah; 

e. melaksanakan 	pengoordinastan 	dan 	pengelolaan 
administrasi penjadwalan kegiatan/acara Deputi Gubemur, 
Asisten Deputi Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah; 

f. melaksanakan 	pengoordinaslan 	dan 	pengelolaan 
administrasi *clan, pengawal pribadi dan pengemudt 
Dentin Gubemur, Asisten Deputi Gubernur clan Asisten 
Selcretaris Daerah; 

g. melaksanakan 	pengoordinaslan 	clan 	pengelolaan 
administrasi dokumen dan arsip khusus Dental Gubemur, 
Asisten Deputi Gubernur dan Aqi -ten Sekretaris Daerah; 

h. melaksanakan 	pengoordlnasian 	dan 	pengelolaan 
kerumahtanggaan Deputi Gubemur, Asisten Deputi 
Gubemur dan Asisten Sekretaris Daerah berilcut 
kelengkapan dan faeilitas kena; 

I. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan rapat yang 
dlpimpin oleh Deputi Gubernur. Asisten Deputi Gubemur 
dan Asisten Sekretaris Daerah; 

j. melaksanakan 	pengoordinasian 	dan 	penylapan 
sarnbutan/pidato tettulis dan/atau yang dibacakan oleh 
Deputi Gubemur. Asisten Dental Gubemur dan Asisten 
Sekretaris Daerah; 

k. mengoordinasiican penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah linkup 
Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi 
Gubemur; 

I. mengoordinasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
AdmInIstrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur; 

m. melaporkan dan mempertanggtwewabkan pelaksanaan 
tugas dan nags' Biro Umum dan Admunstrasi Sekretariat 
Daerah sesuai thigkup tugasnya; dart 

n. melaksanakan tug-as kedtnasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 117 

11) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat 
Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggtmg jawab 
kepada Kepala Bagian Administrast Sekretaris Daerah dan 
Deputi Gubemur. 

(2) Subbagian Tata Usaha Biro du Kepegawaian Sekretartat 
Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagtan. 

(3) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian Sekretariat 
Daerah mempunyal tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis, Renown Rena, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan DoRumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

c. melaksanakan perumusan kebijakan, proses biszils, standar 
dan prosedur Biro Umum dan Administrasi Seluttariat 
Daerah sesual lingkup tugasnya 

d. melaksanakan pengelolaan admintstrasi dan pembinaan 
kepegawaian Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 
Daerah; 

a melaksanakan pengelolaan acIministrasi keuangan Biro 
Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah. meliputi 
penganggaran, penatausahaan. serta pengelolaan sistem 
akuntanst dan pelaporan; 

1. melaksanakan pengelolaan administrast umum Biro Umum 
clan Administrasi Sekretariat Daerah, mellputi 
ketatausahaan, 	kerumahtanggaan, 	barang/aset, 
kehumasan, data, sistem informast dan kearsipan; 

g. memantau dan mengemluast pelaksanaan program kerja 
dan Dokumen Pelaksanaan Artggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Biro Umum dart Administrasi Sekretariat Daerah: 

h. mengoordthasikan penyusunan bahan Rencana Strategls, 
Rencana Ketja, Rencana Ketja dan Anggaran Sekretariat 
Daerah llngkup Biro Umum dan Administrast Sekretariat 
Daerah; 

I. mengoordinasamn penyusunan proses 'Amis. standar dan 
prosedur Biro Umum clan Administrasi Sekretariat Daerah; 

I. melalcsanalcan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan 
dan evatuasi administrasi dan pembinaan kepegawatan 
Sekretariat Daerah; 

k. melaksanakan kegiatan penghimpunanj. pengolahan, 
penyajian dan pemellharaan data, infomusi dan dokumen 
kepegawaian Sekretariat Daerah temiasuk Sasaran Kei la 
Pegawar (SIM) dan Daftar Unit Kepangkatan (DUK) pegawai 
Sekretariat Daerah; 

1. mengoordtnasilcan penyusunan pelaporan Biro Umum dan 
Administrasi Sekretadat Daerah: 

m. mengoordinasikan penyelesaian tindalc lanjut basil 
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerfritah (AP1P) 
lingkup Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah: 

n. melaporkan dan mempertanggungyawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 
Daerah sesuai lingkup tugasnya; dan 

o. melaksanakan tugas kedlnasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 
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Pasal 118 

(1) Bagian Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Biro Umum dan Administrasi Sekretarlat Daerah. 

(2) Bagtan Program, Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah 
cllpimpin oleh Kepala Bagtan. 

Pasal 119 

(1) Bagian Program, Keuangan dan Met Sekretariat Daerah 
mempunyat tugas melaksanakan pengelolaan admthistrasi 
program dan anggaran, keuangan dan asset Sekretariat 
Daerah. 

(2) Datam melaksanaltan tugas, Bagian Program, Keuangan dan 
Met Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsl: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kola, Rencana 
Kelp dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
clan fungsinya: 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dolunnen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya: 

c. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro Umum 
dan Administrasi Sekretariat Daerah sesuai Linglcup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan clan evaluasi 
administrasi program dart anggaran Sekretariat Daerah; 

C. pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluast 
administrast keuangan Sekretariat Daerah: 

pe,ngoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evatuasi 
administrast aset Sekretariat Daerah 

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Umum clan Adrillnistrast Sekretariat Daerah 
sesuai lingkup tugas dan fungsinya; 

h pelaksanaan tugas clan fungal kedinasan lain yang 
diberikan filch Kepala Biro. 

Pasal 120 

(1) Subbaglan Program dan Anggaran berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Keuangan 
dan Aset Sekretariat Daerah. 

(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oteh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagtan Program dan Anggaran mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kezia, Reneana 
Kena dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 
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b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Petaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya 

C. melaksanakan perumusan kelaijakan. proses bisnis, standar 
dan prosedm Biro Umum dan Admimstram Sekretariat 
Daerah sesuai linglcup tugasnya; 

d mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan 
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Ketja clan 
Anggaran Sekretariat Daerah: 

e memantau dan mengeyaluasi pelalcsanaan program kerja 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah: 

f. mengoordinasikan clan melaksanakan penyusunan 
pelaporan kegiatan, Idneija dan akuntabilitas Sekretariat 
Daerah; 

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Umum dan Administrasi Sekretariat 
Daerah sesuai lingkup tugasnya; clan 

h. melaksanakan tugas kertinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 121 

(1) Subbagian Keuangan berkedudukan d bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, Keuangan 
dan Met Seluttariat Daerah. 

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Keuangan mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kelp. Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerali sesuai linglcup 
tugasnya 

a melaksanakan perumusan kebijakan, proses blsnis, standar 
dan prosedur Biro Unarm dan AdminIstrasi Sekretariat 
Daerah sesuai linglcup tugasnya; 

d. mengoordlnasikan dan melaksanakan penatausahaan 
keuangan Sekretariat Daerah; 

a mengoordinasikan dan membina bendahara pada Biro-Biro 
di Sekretariat Daerah; 

L melaksanakan pembayaran BPJS Pejabat Negara dan PNS 
di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

g. melalcsanakan pembayaran Operasional Gubernur dan 
Waldl Gubemur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 

h. melaksanakan pembayaran Gail dan Twajangan Kinerja 
Daerah PNS di lingkungan Sekretariat Daerah; 

I. melaksanakan pembayaran Telepon, Air, Listrik. dan 
Internet (rAu) di lingkungan Sekretariat Daerah; 



89 

melaporkan dan mempertanggungfawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Omura dan Admlnistrasi Sekretartat 
Daerah sesuat llngkup tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedlnasan lain yang diberikan olch 
Kepala Bagian 

Pasal 122 

(I) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Met berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program, 
Keuangan dan Met Sekretariat Daerah. 

(2) Subbaglan Pelaporan Keuangan dan Met dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Pelaporan Keuangan dan Aset mempunyai tugas; 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Petaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

c. melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar 
dan prosedur Biro Umum dan Admtnistrasi Sekretariat 
Daerah sesuai lingkup tugasnya; 

d. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan sistem 
alcuntansi keuangan Sekretartat Daerah; 

e. mengoordinastkan dan melaksanalcan penyusunan 
pelaporan keuangan Sekretariat Daerah: 

f. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan aset 
Sekretartat Daerah; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan dan 
perawatan aset Sekretarlat Daerah; 

h, mengoordinastkan dan membina pengurus barang pada 
Biro-Biro di Sekretariat Daerah; 

i. mengoordinasikan penyusunan bakan rencana strategis 
dan rencana kena clan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagtan Program, Keuangan dan Met Seluttartat Daerah; 

J. mengoordinasikan penyusunan /aporan Bagian Program, 
Keuangan clan Met Sekretarlat Daerah 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 
pelaporan aset Sekretariat Daerah; 

I. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemenksaan/pengavvasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPI) clan Aparat Pengawasan Intern PemerIntah (APIP) 
Biagi/up Sekretariat Daerah; 

m. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsl Biro Umum clan Administrasl Sekretariat 
Daerah sesuat lingkup tugasnya; dan 
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n, melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagian 

BAB V 

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN 

Bagian Kesatu 

Asisten Perekonomian Dan Keuangan 

Pasal 123 

(1) Asisten Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas 
membantu Selcretaris Daerah daimon 

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah 
Daerah urusan pemerintahan bidang pariwisata, 
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha knell dan 
menengah, perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi 
dan sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral 
dan batubara, sub urusan bidang energi ban' terbarulcan clan 
sub urusan bidang ketenagallstrikan), penanaman modal. 
pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, dan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (keuangan, 
pendapatan, asset, pengaclaan barang/jasa. badan usaha milk 
daerah); 

b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluam pelaksanaan 
kebijakan Pemerintah Daerah urusan pemerintahan bidang 
pariwisata, perindustrian perdagangan, koperasi, usaha knell 
dan rnenengah, perhubungan, tenaga Icerja, transmigrasl, 
energi clan somber daya mineral (pada sub urusan bidang 
mineral dan batubara, sub urusan bidang energi baru 
terbarukan dan sub urusan bidang ketenagaiistrilcan). 
penanarnan modal, pangan, kelautan clan perikanan, 
pertanian, clan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
keuangan (keuangan, pendapatan asset, pengadaan 
barang/jasa, badan usaha milk daerah); 

c. mengoordinasilcan penyusunan kebijakan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi daerah; 

d. mengoordinasikan pengendalian dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten 
Perekonomian dan Keuangan; 

e. mengoordirtasikan penyelenggaraan kena sama daerah; 
f. melaksanalcan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris 

Daerah, dan 
g. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan 

taigas dan fungsi Asisten Perekonomian dart Keuangan. 

12) PD lingkup Asisten Perekonomian dan Keuangan adalah: 

a. Badan Pengelolaan Keuangan Darr-an; 
Ii Badan Pengelolaan Met Daerah; 
C. Badan Pendapatan Daerah; 
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d Badan Pelayanan Pengadaan Barang/clasa Daerah; 
e Badan Pembinaan Badan Usaha Milk Daerah; 
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah; 
g Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian: 
h Dinas Pariwisata dan Ekonoml Kreatif; 
I. Dinas Perhubungan; 
J. Dinas Tenaga Ketja„ Transmigrasi dan Energt; clan 
k Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

PIntu. 

Bagian Kedua 

Biro Perekonomlan dan Keuangan 

Pasal 124 

(I) Biro Perekonomian dan Keuangan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten 
Perekonomian dan Keuangan. 

(21 Biro Perekonomlan clan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro 

Pasal 125 

(I) Biro Perekonomian dan Keuangan mempunyat tugas 
mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan, 
pemantauan clan eyaluasi pelaksanaan kebijakan clan 
pengoordinastan pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan umsan 
pernerintahan b dang pariwisata, perindustrlan, perdagangan, 
koperasi, usaha keel dan menengah, perhubungan, tenaga kerja, 
transmigrasi, energi, penanarnan modal, pangan, kelautan clan 
perikanan, pertanian. dan penyelenggaraan fungal penunjang 
unman pemertntahan bidang keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan togas, Biro Perekonomian dan Keuangan 
menyelenggarakan fungal: 

a. penyusunan Reneana Strategls, Reneana Kerta. Reneana 
Rena dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungstnya: 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretartat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. pengoordinaslan, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelengeaman unman panwisata, per-Indust-Ian, perdagangam  
koperasi, usaha keel dan menengah perhubungan, tenaga 
kela. transmlgrast energl, penanaman modal, pangan, 
kelautan dan perikanan, pertanian clan bidang ekonomi 
daerah; 

d. pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemertntahan bidang pariwisata 
perkidustrian, perclag,angan, lcoperasi, usaha keel dan 
menengah, perhubungan, tenaga kelt tmnsmtgrasi energi, 
penanarnan modal, pangan, kelautan clan perikanan, pertanian 
dan bidang elconoml daerah; 
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e. pengoordinasian 	pelaksanaan 	tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang partwisata, 
perindustrtan, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, perhubungan, tenaga kerja. transmIgrasi, energi, 
penanaman modal, pangan, kelautan dan perilcanan, pertantan 
dan bidang elconomt daerah; 

pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bldang pariwisata, 
perinclustrian, perdagangan, koperasi. usaha kecil dan 
menengah, perhubungan, tenaga keija, transrnigkasi, energi, 
penanaman modal, pangan, kelautan dan perikanan pertanlan 
dan bidang ekonoml daerah; 

g. fasilltasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan 
dan eyaluast pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 
pengelolaan data clan informasi kebtjakau dan 
pengoordinasian pe aksmaan tug-as PD dalam 
penyelenggaraan fungsi penunfang urusan pemerintahan 
bidang keuangan; 

h. pelaksanaan kesekretartatan Biro Perekonomian dan 
Keuangan: 

I. perumusan proses him's, standar clan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan; 

j. pelaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas clan 
fungst Biro Perekonomlan dan Keuangan; clan 

k. pelaksanaan tugas dan tungst lcedinasan lain yang 
clibenkan oleh Gubemur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten 
Perekonomian dan Keuangan. 

Pasal 126 

(1) Susunan Organianal Biro Perekonomian dan Keuangan terdiri 
atas: 

a. Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Keel dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan, terdiri alas; 
1. Subbagtan Pariwtsata dan Ekonomi Kreatit 
2. Subbagian Perindustrian dan Perdagangarr clan 
3. Subbaglan Koperasi, Usaha Keel dan Menengah. 

b. Bagian Perhubungan, Tenaga Kerja clan Penanaman Modal, 
terdiri atas: 
1. Subbagtan Perhubungan; 
2. Subbagian Tenaga Karla, Trunsmigrast dan Energi; dan 
3. Subbagian Penanaman Modal. 

c. Bagian Pangan dan Ekoraonn Daerah, terdni atas: 
I. Subbagian Pangan, Kelantan dan Pertantan; 
2. Subbagian Ekonomi Daerah; clan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

d Baglan Keuangan Daerah, tercitri atas. 
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1. Subbagian Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
2. Subbagian Aset dan Barang/Jasa Daerah; clan 
3. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Mllik Daerah. 

e. Kelompok Jabatan Ftmgstonal. 

(2) Hagan struktur organlsasi Biro Perekonomlan dan Keuangan 
tercantum dalam Ininpiran yang merupakan baglan yang tidak 
terpisahkan daai Peraturan Gubemur 

Pasal 127 

(1) Baglan Pariwisata, Koperasi, Usaha Keel clan Menengah, 
Perindustdan dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung fawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan 
Keuangan. 

(2) Bagian Padwisata Koperasi. Usaha Keel) dan Menengah, 
Pedndustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 128 

(1) Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
Pet-Indus-Irian dan Perdagangan mempunyai tugas 
melaksanalcan pengoordinastan clan perumusan kebijakan, 
pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan kebijakan dan 
pengoordinastan pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan 
pariwisata, pedndustrian, perdagangan, koperasi, usaha keel 
dan menengah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Baglan Pariwlsata, Koperasi, 
Usaha Keel clan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 
menyelenggarakan fungal.: 

a. penyusunan Rencana Strateas, Rencana Kerja, Rencana 
Kelp dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
clan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Doktunen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretadat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses bisrils, standar dan prosedur Biro 
Perekonotnian dan Keuangan sesuat llngkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan ()Hang pariwisata, 
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha keel dan 
menengah; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, 
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha keel dan 
menengah; 

11 pengoorclinaslan pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusm pemertntahan bidang partwisata, 
perindustrlan, perdagangan, koperasi, usaha heal dan 
menengatg 
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g. pelaksanaan pengelolaan data dan infomrasi kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan ()Mang pariwisata, 
perindustrian, perdagangan, koperasi. usaha keen clan 
menengah; 

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungal. Biro Perekonornian dan Keuangan sesuai tragical, 
tugas dan fungsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 129 

(1) Subbagian Pariwisata dan Ekonoml lireatif berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Raglan 
Pariwisata, Koperasi, 1.1,Laha Keen dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan. 

(2) Subbagian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pariwisata dan Ekonorni Kreatif mempunyai tugas: 

a menyusun Rencana Strategis. Rencana Herta, Rencana 
Ken-Jo. clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai llngkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan rnenyusun kebilalcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata 
dan penyelenggaraan ekonomi lereatif; 

e. memantau dan mengevaluasi pelalmanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata 
dan penyelenggaraan ekonomi kreatie 

I. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata 
dan penyelenggaraan ekonomi kreatif; 

g. mengelola data dan informasi kebnalcan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pariwisata dan 
penyelenggaraan °karma.° krealif: 

h. melaporkan clan mempertanggangjawablcan pelaksanaan 
tugas dan flings! Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
llrigkup tugasnya; dan 

melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 130 

(1) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pariwisata, Konerasi, Usaha Keen dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan. 
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(2) Subbaglan Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh 
Kepala Subbaglan. 

(3) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretartat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisrds, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesuai Ilngkup tugasnya 

d. mengoordinaslItan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan 	IICUSall 	pemerhilahan 	bidang 
perindustrian clan perdagangan; 

e. memantau dan rnengevaluasi pelaksanaan kebtjakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang  
perindustrian dart perdagangan: 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerIntahan bidang 
perindustrian dan perdagangan: 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang perindustrian clan 
perdagangan: 

h. melaporkan dan mempeitanggungjawablcan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Perekonomian clan Keuangan sesuat 
lingkup tugasnya;  

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diherikan oleh 
Kepala Bagtan. 

Pasal 131 

(1) Subbagian Koperast, Usaha Keen dan Menengah 
berkedudukan dl bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bagian Pariwtsata Koperasi, Usaha Keel dan Menengah. 
Perindustrian dan Perdagangan. 

12) Subbaglan Koperasi, Usaha Keel clan Menengah dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Koperasl, Usaha Keen dan Menengah mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kmja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesua1 lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretartat Daerah sesua1 lingkup 
tugasnya: 

C. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Perekonomlan dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya 
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d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyu sun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, 
usaha keel clan menengah; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, 
usaha kecil dan menengah; 

1. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang koperasi. 
usaha keel dan menengah; 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha keel dan 
menengah; 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kena clan anggaran Sekretariat Daerah kriging) 
Bagian Pariwisata, Koperasi, Usaha Keel dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan; 

I. mengoordinasikan penyusunan laporan BagIan Pariwisata, 
Koperasi, Usaha Keel dan Menengah, Perindustrian dan 
Perdagangam 

j. melaporkan dan mempertanggungfawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Perekonomian clan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagian 

nasal 132 

0.)  Bagian Perhubungan, Tenaga Rena dan Penanaman Modal 
berkedudukan di bawah dan bertanggunglawab kepada Kepala 
Biro Perekonomian dan Keuangan. 

(2) Bagian Perhubungan, Tenaga Kola clan Penanaman Modal 
dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 133 

(1) Bagian Perhubungan, Tenaga Rena dan Penanaman Modal 
mempunyai tugas melaksanakan pengoorcllnasian dan 
perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebtlakan dart pengoordinaslan pelaksanaan tugas PD 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, 
tenaga keria, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral 
(pada sub unman ()Mang mineral dan batubara, sub urusan 
bidang energi baru terbarulcan dan sub urusan 1.)k:tang 
ketenagalistnkan), penananmn modal clan penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadm 

(2) Dalam melaksanalran tugas, Bagian Perhubungan, Tenaga 
Kerfa dan Penanaman Modal menyelenggarakan lungs': 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kena clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya; 
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b. pelalcsanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas clan 
fungslnya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesuai Lingkup tugasnya; 

d. pengoordinaslan, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang 
perhubungan, tenaga kena, transmigrasi, energi dan 
somber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan 
batubara, sub urusan Wang energi barn terbarukan dan 
sub urusan bidang ketenagalistrIkan), penanaman modal 
clan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan secara terpadu; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebbakan 
penyelenggaraan 111118911 pemerintahan bidang 
perhubungan, tenaga kena, transmigrasi, energi dan 
sumber daya mineral (pada sub unman bidang mineral dan 
batubara, sub urusan bidang energi barn terbarukan dan 
sub urusan bidang ketenagalistrikan), penanaman modal 
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan secara terpadu; 

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang 
perhubungan, tenaga kena, fransmigrasi, energi dan 
sumber daya mineral (pada sub urusan bidang mineral dan 
batubara, sub urusan bidang energi baru terbarukan clan 
sub urusan bidang ketenag 	 listrikan), penanaman modal 
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan secara terpadu; 

g. pelaksanaan pengelolaan data clan infommsi kebi akan 
penyelenggaraan 	11rUSall 	pemerintalian 	b clang 
perhubungan, tenaga kerja, transmigrasi, energi dan 
sumber daya mineral (path sub urusan bidang mineral clan 
batubara, sub unman bidang energi barn terbarukan dan 
sub urusan bidang ketenagalistrikan), penanaman modal 
dan penyelenggaraan pelayanan perizinan clan non 
perizinan secara terpadu; 

it. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Perekonomlan dan Keuangan sesuai linglcup 
tugas dan fungsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro 

Pasal 134 

(1) Subbagian Perhubungan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan Perhubungan. 
Tenaga Kelp dan Penanaman Modal. 

(2) Subbagian Perhubungan dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Perhubungan mempunyat tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Rena dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai /ingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggpran Sekretariat Daerah sesuai lineup 
tugasnya; 

C. merumuslcan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesuai brigkup tugasnya 

d. mengoordlnasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyeknggaraan URISall pemerintahan bidang 
perhubungarn 

e. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan 1111.1Sall pemerintahan bidang 
perhubungatv 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
perhubungan; 

g. mengelola data dan Informasi kebilalcan penyelenggaraan 
unman pemerintahan bldang perhubungam 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Perekonomlan dan Keuangan sesual 
lingkup tugasnya; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 135 

(I) Subbaglan Tenaga Ketya, Transmigrasi clan Energi 
berkedudukan di bawali dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bagian Perhubungan, Tenaga Rena clan Penanaman Modal. 

(2) Subbagian Tenaga Kelila, Transmigrasi dan Energi dipimpin 
oleh Kepala Subbagtan. 

(3) Subbagian Tenaga Kerja, Transinigrasi clan Energt mempunyat 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
!Sella dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lineup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian clan Keuangan sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordirmsilcan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kezia, 
transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral (pada sub 
urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang 
energi barn terbarukan dan sub urusan bidang 
ketenagalistrikan); 
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e. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, 
transmlgrasi dan energi dan sumber daya mineral Math sub 
urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang 
energi barn terbarukan dan sub urusan bidang 
ketenagallstrikang 

f. mengoordirtasllcan pelaksana tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga keija, 
transmigrasi dan energi dan sumber daya mineral (pada sub 
urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang 
energi barn terbarukan an sub urusan bidang 
ketenagalistrikan); 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
unman pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi clan 
energi dan sumber daya mineral (pada sub urusart bidang 
mineral dan batubara, sub unman bidang energi barn 
terbarukan dan sub urusan Wang ketenagalistrikan); 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Perekononaian clan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang Mberikan oleh 
Kepala Sagan. 

Pasal 136 

(1) Subbagian Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagtan Perhubungan, 
Tenaga Kaja dan Penanaman Modal. 

(2) Subbagian Penanaman Modal 	dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Penanaman Modal mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kaja, Rencana 
Kelp. dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. menunuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesuai Ilngkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyustua kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman 
modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizthan secara terpadm 

e memantau dan mengaraluasi pelak  -  anaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman 
modal clan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perinnan secara terpadu: 
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f. mengoordinasikan 	pelatmana tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Wang penanaman 
modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan seeara terpadm 

g. mengelola data dan inforrnasi kebijalcan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan 
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 
secara terpadu; 

h. mengoorclinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kelp dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Perhubungan. Tenaga Kerja dan Penanaman Modal; 

I. mengoordinasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Perhubungan, Tenaga Kmja dan Penanaman Modal; 

j. melaporkan dan mempertanggunglawablcan pelnkcanaan 
tugas dan fungsl Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang cllberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 137 

(1) Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan 
Keuangan. 

(2) Bagian Pangan dan Ekonomi Daerah dipimpin oleh Kepala 
Bagian. 

Pasal 138 

(1) Bagian Pangan dan Ekononll Daerah rnempunyai tugas 
melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, 
pemantauan dan evalua-i pelaksanaan Icebijakan dan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan 
urusan pangan, kelautan clan perikanan, pertanian clan bidang 
ekonomi daerah (rnilcro dan rnakro) clan pengelolaan 
kesekretariatan Bon Perekonomian dan Keuangan. 

(2) Dalnua melaksanalcan togas. Bagian Pangan dan Ekonomi 
Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kezja, Rencana 
Kena dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya: 

b. nrilp ksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelalcsanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungslnya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Perekonornian elan Keuangan sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan clan penyusunan kebijalcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Wang pangan, 
kelautan dan perikanan, pertanian dan bidang ekonomi darrah 
(ndkro dan makro); 
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e. pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijetren 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, 
kelautan dan perikanan. pertanian dan bidang ekonorni daerah 
(mikro clan makro).; 

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan. 
kelautan dan perikanan, pettanian dan bidang elconomi daerah 
(milcro clan maltro).; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan infonnasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan. 
kelautan dan perikanan, pertantan dart bidang eltononll daerah 
knikro dan  makrol.; 

h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan 
umum Biro Perekonornian dan Keuangan; 

I. pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan keraa Biro 
Perekonomian dan Keuangan; 

1. pelaksanaan koorcllnasi penyelenggaraan tugas dan lungs' 
unit kena path Biro Perekononllan dan Keuangan; 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
flings) Biro Perekonomtan dan Keuangan sesuai lingkup 
tugas clan fungslnya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan fungsl kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 139 

(1) Subbagian Pangan, Kelantan dan Pertanian berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pangan 
dan Ekonomi Daerah. 

(2) Subbagian Pangan. Kelantan dan Pertanian dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pangan, Kelantan clan Pertanian mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategts, Rencana Kezia, Rencana 
Kerja clan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melak  anakan Rencana Strategis clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selsretariat Daerah sesnai lInglcup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Perekononlian dan Ketrangan sesuai linglcup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
penyelertggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, 
kelautan dan perikanan dan pertanlan; 

e, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urn say pemerintahan bidang pangan, 
kelautan dan perikanan clan pertanian; 
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f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, 
kelautan dan perilmnan dan pertaillan: 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pangan, kelautan dan 
perilcanan clan pertanlan; 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Perelconomian dan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; dan 

I. melaksanakan togas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 140 

(1) Subbagian Ekonomi Daerah berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Pangan dan Ekonomi 
Daerah. 

(2) Subbagian Ekonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Ekonomi Daerah mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana 
Km-la dan Anggaran Selcretarlat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dolmmen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai tinging) 
tugasnya; 

C. merumuskan proses (Asti's, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesual lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan ekonomi milcro dan ekonomi makro 
daerah; 

a memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebEalcan 
penyelenggaraan ekonomi mikro dan ekonomi makro 
daerah; 

f. mengoordinasllcan pelaksana tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan ekonorni, milcro dan ekonomi makro 
daerah; 

g. mengelola data dan informasi kebljalcan penyelenggaraan 
ekonorni milcro dan ekonomi malut daerah: 

h, mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah: 

I mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Pangan clan 
Ekonom1Daerah: 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan flings' Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang dtberilcan oleh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 141 

(I) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pangan clan Ekonomi 
Daerah. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

c. melaksanakan perumusan kebtjakan. proses bisrds, standar 
dan prosedur Biro Perekonomian dan Keuangan sesual 
llngkup tugasnya 

d. melak  anakan pengelolaan admlnistrasi dan pembinaan 
kepegawalan Biro Perekonomian dan Keuangan; 

a melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Biro 
Perekonondan dan Keuangan, meliputi penganggaran, 
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan 
pelaporan; 

melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro 
Perekonomian dan Keuangan, meliputl ketatausahaan, 
kerumatilanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem 
informast clan kearsipan; 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretarlat Daerah 
lingkup Biro Perekonomian dan Keuangan; 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis. 
Rencana Kerja, Rencana Kela dan Anggaran Selcretariat 
Daerah lingkup Biro Perekonornian dan Keuangan; 

I. mengoordinasikan penyusunan proses bisnis, standar dan 
prosedur Biro Perekonomian dart Keuangan; 

mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro 
Perekonomian dan Keuangan: 

It mengoordinasikan penyelesatan tlndak lanjut hasil 
pemerilcsaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPI ) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APP); 

I. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
ragas dan fungsl Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
Kriging) tugasnya: dan 

m. melaksanakan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 142 

(1) Bagian Keuangan Daerah berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan 
Keuangan. 

(2) Baglan Keuangan Daerah dipinmin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 143 

(I) Bagian Keuangan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi 
Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam pengoordinasian 
dart perumusan lcebijalcan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan clan pengoordinastan pelaksanaan tugas 
PD penyelenggaraan flings( penunjang urusan pemerintahan 
bidang keuangan. 

(2) Dalam melaksanalcan tugas Bagian Keuangan Daerah 
menyelenggarakan lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Ketja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat linglcup tugas 
dan fungs1nya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dok-umen Pelakganaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lthgkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Perekononnan dan Keuangart sesuai Bilging) tugasnya; 

d. fasilitasi Asisten Perekononllan dan Keuangan dalam 
pengoordinasian. perumusan clan penyusunan kebijalcan 
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemenntahan 
bidang keuangan; 

e. fasirtasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan fungsi penunjang unman pemenntahan 
bidang keuangan; 

f. fasilitasi Asisten Perekonomlan dan Keuangan dalam 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan ftmgsi penunjang unman pernerintahan 
bidang keuangan; 

g. fasilitasi Asisten Perekonomlan dan Keuangan dalam 
pelalmanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan fungsi penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan 

h. pelaporan dan pettanggungjavvaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Perekonomian dan Keuangan sesuat lingkup 
tugas dan 	 y , dan 

pelaksanaan tugas dan fungsl kedinasan lain yang 
cliberfican oleh Kepala Biro 
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Pasal 144 

(1) Subbaglan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkedudukan 
di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian 
Keuangan Daerah. 

(2) Subbagian Keuangan dan Pendapatan Daerah clipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbaglan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyal 
tugas; 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kelt Rencana 
Ketja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai ling,kup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesual lingkup tugasnya 

d. mernfasilitasi Asisten Perekonoirdan dan Keuangan dalam 
pengoordinasian perumusan dan penyusunan keloijakan 
perwelenggaman fungsi penunjang urusan pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan 
dan pendapatan daerah: 

e. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan lungs! penunjang urusan pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan 
dan pendapatan daerah; 

f. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dahlia 
pengoordlinsian pelak  anaan tugas PD dalarn 
penyelenggaraan fungsi penuniang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan 
dart pendapatan daerah; 

g. memfasilitasi Asisten Perekonomian clan Keuangan dalam 
pelaksanaan pengelolaan data dan informasl kebijalcan 
penyelenggaraan flings! penurnang urusan pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan keuangan 
dan pendapatan daerah; 

I melaporkan dan mempertanggunMawabkan pelaksanaan 
tugas clan fangs' Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya: dan 

melaksanakan ragas kedlnasan lain yang diberikan oleh 
Kepala BagIan 

Pasal 145 

(1) Subbagian Aset dan Barang/Jasa Daerah berkedudukan di 
bawah clan bertanggung Jawab kepada Kepala Bagtan 
Keuangan Daerah. 
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(2) Subbagian Met dan Barang/Jasa Daerah dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Met dan Barang/Jasa Daerah mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kela. Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai knglcup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses (Dim's, standar clan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesuai llngkup tugasnya 

d. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pengoordinaslan, perumusan dart penyustman kebijalcan 
penyelenggaraan fungs1 pentat ang urusan pemerintahan 
bidang keuangan pada sub (*fang asset dan pengelolaan 
barang/jasa: 

e. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijalcan 
penyelenggaraan fungsl penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang asset dm pengelolaan 
barang/jasm 

1. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan rungs' penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang asset dan pengelolaan 
barang/jasa: 

g. memfasilitasi Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pelaksanaan pengelolaan data dan informast kebifairan 
penyelenggaraan fungsi penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang asset dan pengelolaan 
barang/jasx 

h. mengoordthasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kaa dan anggaran Sekretariat Daerah llngkup 
Bagian Keuangan Daerah; 

mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Keuangan 
Daerah: 

j. melaporkan dan mempeitanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungst Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
linglcup tugasnya; dan 

Ic inelaksanakan tugas kedirmsan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 146 

(1) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milk Daerah 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bagian Keuangan Daerah. 

(2) Subbagian Pembinaan Badan Uha Milik Daerah dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 
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(3) Subbaglan Pemblnaan Badan Usaha Ablik Daerah mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja. Rencana 
Keija dan Anggaran Selcretartat Daerah sesuai lirigkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategls clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses (pistils. standar dan prosedur Biro 
Perekonomian dan Keuangan sesual linglcup tugasnya 

d. mernfasilitasl Asisten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan fungsi penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha 
Mink Daerah; 

a memfasllitast Asisten Perekonomlan dan Keuangan dalam 
pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebbalcan 
penyelenggaraan fungsi penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha 
Mink Daerah; 

1. memfasilitasi Asi -ten Perekonomian dan Keuangan dalam 
pengoordinasian pelalcsanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan fungst penunjang unman pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha 
Mink Daerah; 

g. memfasilitasl Asisten Perekonornian dan Keuangan dalam 
pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan fungal penunjang urusan pemerintahan 
bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Lbatia 
Mink Daerah; 

h. melaporkan dan mempertanggunidawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungs1 Biro Perekonomian dan Keuangan sesuai 
lingkup tugasnya; clan 

I. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan. 

Bagian Ketiga 

Biro Kerja Sama Daerah 

Pasal 147 

(1) Biro Kela Sama Daerah berkedudukan di bawah danbertanggung 
jawab ke Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan 
Keuangan. 

(2) Biro Kerya Sama Daerah diplinpin oleh Kepala Biro 

Pasal 148 

(1) Blro Kerja Sama Daerah mempunym tugas mengoorclinasllcan. 
merumuslcan dan menyusun kebtjakan, pemantauan dan 
evaluast pelaksanaan kebijakan clan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan kerja sama darrah 
dan pegalanan dinas. 
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Dalarn melalcsanakan tugas, Biro Ketja Sama Daerah 
menyeleng.garakan lungs': 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Karla, Rencana 
Kelp dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual linglcup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesual linglcup tugas dan 
fungsinya: 

C. pengoordinaslan, perumusan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan penyelenggaraan ketja sama daerah, fasilitasi korps 
cliplomatik dan perjalanan dinas; 

d. penyusunan arias& dan pertimbangan terhadap usulan 
kerja sama daerah, fasditasi korps diplomatik dan perjalanan 
dims; 

C. pengoordinasian PD, mitra kerja sama, KBR1 KJRI dan 
Perwalcilan RI lainnya di luar negeri dan pihak lain dalam 
penyelenggaraan keija sama daerah, fasilitasi korps 
diplomat& dan petjalanan dinas; 

pelaksanaan penyusunan naskah kesepakatan bersama, 
kontrak kelja sama dan/atau perjanjian kerja sama; 

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sama daerah, fasidtasi korps diplomatik dan perjalanan 
dinas; 

Ii. pelaksanaan 	pengelolaan 	data 	dan 	informasi 
penyelenggaraan kerja sama daerah, fasilitasi korps diplomat& 
clan petjalanan dinas; 

I. penyusunan laporan penyelenggaraan keija sama daerah; 
j. fasilitast forum, organisasi dan/atau asoslasi kelp sama 

daerah; 
k. pengcmrdlnaslan dan pemberian pertimbangan dalam 

pelaksanaan belanja hibah dan bantuan keuangan kepada 
Pemerintah Daerah dalam negeri, Pemerintah Daerah luar 
negeri, lembaga luar negerl, clan forum, organisasi dan/atau 
asosiasi kelja sama daerah; 

I. pelaksanaan kesekretariatan Dim Kerja Sama Daerah; 
m. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro Kerja 

Sama Daerah; 
n. pelaporan clan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi Biro Keija Sama Daerah. dan 

o, pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Gubemur, Sekretans Daerah dan/atau Asisten 
Perekonomian dan Keuangan. 

Pasal 149 

(I) Susunan Orgardsa.si  Biro Kerja Sama Daerah, terdiri atas: 

a. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilttasi Korps 
Diplomatik, terdiri atas: 
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1. Subbaglan Kerja Sa.ma Daerah Berbarasan: clan 
2. Subbagian !cella Same. Daerah Tidak Berbatasan dan 

Lembaga Negara; dan 
3. Subbagian Fasilitasi Korps Diplomat& 

b. Bagian Rena Sama Luar Negeri, tenth-I atas: 
1. Subbagian Kola Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri; 
2. Subbagian Kerja Sama Organisas1 Intemasionat dan 
3. Subbagian Kerja Sama Lembaga Luar Negeri. 

C. Hagan Kerja Sama Pihak Ketiga, terdiri alas' 
1. Subbagian Rena Sama Perseorangan dan Lembaga Lain: 
2. Subbaglan Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Yayasan. dan 
3. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha. 

d. Bagian Perjalanan Dinas, terdiri atas: 
1. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas; 
2. Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas; dan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

e. Kelompok Jabatan Pungsional. 

(2) Bagan struktur organisasl Biro Kerla Sama Daerah tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tirtak terpisahkan 
dart Peratman Gubernur int. 

Pasal 150 

(I) Bagian Kerla Sama Dalam Negeri dan Fasilitast Korps 
Diplomat& berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah. 

(2) Bagian Kerja Sama Dalam Negen dan Fasilitasi Korps 
Diplomat& dipimpin oleh Kept Bagian. 

Pasal 151 

(1) Eagan Kelp. Sama Dalam Negeri dan Fasilitagi Korps 
Diplomatilc memprawat tugas mengoordinasikan, merumuskan 
dan menyusun kebijakan, pemantauan clan evaluasi 
pelaksanaan kebijalcan dan pengoordinasian peLaksanaan tugas 
PD dadarn penyelenggaraan kela sama dengan Pemerintah Daerah 
dalam negeri dan lembaga negara dan casilitasi korps diplomatik. 

(2) Dalam melalcsanakan tugas, Bagian (cella Sama Dalam Negeri 
dan Fasilitasi Korps Diplomat& menyelenggarakan fungal: 

a. penyusunan Reneana Strategis. Rencana Kerja. Rencana 
'feria dan Anggaran Seluptariat Daerah sesuai Lingkup tugas 
dan fungsinym 

b. pelakeanaan Rencana Strategls dan Dolcumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungstnya; 
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C. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kena 
Sama Daerah sesuai Hugh-up tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebhaltan 
penyelenggaraan keija sama dengan Pernerintah Daerah dalam 
negerl dan lembaga negarm 

e. penyusunan analisls dan pertimbangan terhadap usulan 
keija sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri dan 
lembaga Negara; 

1. pengoordlnasian PD dan mitra kelia sama dalam 
penyelenggaraan kela sama dengan Pemerkth Daerah dalam 
negerl dan lembaga negara; 

g. pelaksanaan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau 
naskah petjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah 
dalam negerl dan lembaga negarm 

h. pemantauan dan evaluast petaksanaan penyelenggaraan ketja 
salmi dengan Pemerintah Daerah dalarn negeri dan lembaga 
negara; 

I. fasilitasi forum, organlsagi dan/atau asoslasi kerja sama 
dalam negeri; 

J. petalmanaan 	pengelolaan 	data 	dan 	',donnas' 
penyelenggaraan kezja sama dengan Pemerintah Daerah dalam 
negeri dan lembaga negara; 

k. penyusunan laporan penyelenggaraan kerja sama dengan 
Pemerintah Daerah dalam negeri dan lembaga negara; 

I. pengoordinasian dan pemberian pertimbangan dalam 
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan keuangan kepada 
Pemerintah Daerah dalam negeri, dan forum. organIsasi 
dan/atau asosiasi kerja sama dalam negeri; 

m, penyelenggaraan pelayanan terhadap korps diplomatik; 
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas clan 

fungsi Biro Kelp. Sama Daerah sesuat lingkup tugas dan 
fungslnya; dan 

o. pelaksanaan togas dan fungal kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 152 

(1) Subbagian Reda Sama Daerah Berbatasan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Kerja 
Santa Dalam Negeri dan Fasilitasi limps Dmlomatik. 

(2) Subbagian Karla Sama Daerah Berbatasan dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Ketja Santa Daerah Berbatasan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategts. Rencana Kerja. Reneana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 
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b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnls, standar dan prosedur Biro Kerja 
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebljalcan 
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah 
datum negeri yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI 
Jakarta; 

e. melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan 
terhadap usulan kerja sama dengan Pemerintah Daerah 
dalam negen yang berbatasan dengan wllayah Provinsi DKI 
Jakarta; 

f. melaksanakan pengoordinasian PD dan mina kerja sama 
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemertntah 
Daerah dalam negeri yang berbatasan dengan wilayah 
Provinsi Dig Jakarta; 

g. melaksanakan penyusunan kesepakatan bersarna dan/atau 
naskah penanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah 
dalam negeri yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Dm 
Jakarta; 

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang 
berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta; 

L mengelola data dan informasi penyelenggaraan kena sama 
dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang berbatasan 
dengan wilayah Proms' DKI Jakarta; 

j. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kena 
sama dengan Pemerintah Daerah dalam negeri yang 
berbatasan dengan wilayah Provinsi DK1 Jakarta: 

k. memfasilltasi forum, organisast dan/atau asosiasi kena 
sama dengan Pemerintah Daerah Galant negeri yang 
berbatasan dengan wilayah Proythsi DK( Jakarta, antara 
lain BKSP JABODETABEKJUR: 

I. melaksanakan 	pengoordinasian 	dan 	pemberian 
pertknbangan dalam pelaksanaan belanja hibah clan 
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam negeri 
yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DK1 Jakarta, dan 
asosiasi keija sama dengan Pemerintah Daerah dalam neged 
yang berbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta; 

m. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
clan rencana kerla don anggaran Sekretarlat Daerah lingkup 
Ban Kerja Santa Dalam Negeri dan Fasilltasi Korps 
Diplomatik; 

n. mengoordinasikan penyasunan laporan Bagian Kelja Santa 
Dalam Negeri dan Fasllitasi Korps Diplomatik; 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Reda Santa Daerah sesuai lIngkup 
tugasnya; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberllcan oleh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 153 

11) Subbagian Kerja Sama Daerah Tidak Berbatasan dan Lembaga 
Negara berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bagian Keda Sama Dalam Neged dan Fasilitast Korps 
Diplomatlk. 

(2) Subbagian Kerja Sama Daerah Tidal( Berbatasan dan Lembaga 
Negara diplmpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Kerja Sama Daerah Tldak Berbatasan clan Lembaga 
Negara mempunyat tug-as: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Kerja, Reneana 
Kerja dart Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanalan Rencana Strategis dan Doktunen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretadat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses Wards, standar dan prosedur Biro Kerja 
Sama Daerah sesuat lingkup tugasnya 

d. mengoordirtasikan, merumuskati dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan kerla sama dengan Pemerintah Daerah 
dalam negert yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi 
DKI Jakarta dan lembaga negara (kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian/instansi vertikal); 

e. melaksanakan penyusunan analisis dan pertImbangan 
terhadap usulan kerja satna dengan Pemenntah Daerah 
dalam negert yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinsl 
DK1 Jakarta dart lembaga negara (kementertan/lembaga 
pemerintah non kementerian/instansi vertikal); 

f. metaksanakan pengoordinasian PD dan nthra kerja sama 
dalam penyeleng.garaan keda sama dengan Pemertntah 
Daerah dalam neged yang tidak berbatasan dengan wilayah 
Provinsi DK1 Jakarta dan lembaga negara (cementerian/1 
embaga pemertntah non kementerian/instansi vertikal); 

g. melaksanakan penyusunan kesepakatan hersama dan/atau 
naskah perjanjian keda sama dengan Pemerintah Daerah 
dalam negeri yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi 
DK( Jakarta clan lembaga negara Mementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian/instansi vertikal); 

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sama dengan Petnerintah Daerah dalarn neged yang 
tidak berbatasan dengan wilayah Provinsi DIU Jakarta dan 
lembaga negara (kementerian/lembaga pemertntah non 
kementerian/instansi vertikall; 

I. mengelola data dan informasi penyelenggaraan kerja sama 
dengan Pemerintah Daerah dalam neged yang tidak 
berbatasan dengan wllayah Provinsi DKr Jakarta dan 
lembaga negara (kenaentertan/lembaga peanerintah non 
kementerian/instansi vertikal); 
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j. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kelp 
sauna dengan Pemerintah Daerah dalam negert yang tidak 
berbatasan dengan wllayah Prmensi DKI Jakarta clan 
lembaga negara (kementerIan/lembaga pemerintah non 
kementerian/instanst yertikal); 

k. memfasilitak forum, organisasi dan/atau asosiasi kerja 
sarna dengan Pemerirttah Daerah dalam negeri yang tidak 
berbatasan dengan wilayah Proyinsi DIU Jakarta antara lain 
Mitra Praja mama; 

I. melaksanakan 	pengoordinaslan 	clan 	pemberlan 
pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan 
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah dalam negeri 
yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinst DKI Jakarta, 
dan asosiast kola sama dengan Pemerintah Daerah dalam 
negeri yang tidak berbatasan dengan wilayah Provinst DKI 
Jakarta; 

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
togas dan lungs! Biro Kerja Sama Daerah sesual lingkup 
tugasnya; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 154 

(1) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomatik berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja Sama 
Dalam Negeri dan Fasllitasi Korps Diplomatik. 

(2) Subbagian Fasnitast Korps Dplomatik clipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Fasilitasi Korps Diplomat& menmunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Rena, Rencana 
Ketla dan Anggaran Sekretadat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja 
Sama Daerah sesuaI lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dau menyusun kelatjakan 
penyelertggaraan pelayanan terhadap korps diplomatik; 

a melaksanakan penyusunan analists dan perthnbangan 
terhadap us 	 dan pelayanan terhadap korps dtplomatlk; 

f. melaksanakan pengoordinasian PD, mitra luar negen, KBRI, 
KJRI dan Perwaldlan Republik Indonesia lainnya di luar 
negeri dalarn penyelenggaraan pelayanan terhadap korps 
diplomatic; 

g memantau clan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan 
terhadap korps diplomatik; 
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h. mengelola data clan informasi penyelenggaraan pelayanan 
terhadap korps diplomatik: 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungs1 Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; clan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 155 

(1) Bagian Keria Sama Luar Negeri berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Icepala Biro Kerja Sama Daerah. 

(2) Bagian Kmja Santa Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 156 

(1) Bagian Keria Sama Luar Negeri mempunyai tugas 
mengoordinasikan, merumuskan dan menyustm kebijakan, 
pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan 
kerja sarna dengan PemerintahDamahluar negeri, lembaga di luar 
negert. 

(2) Dalarn melaksanakan tugas. Bagian Kerja Santa Luar Negeri 
menyelenggarakan /angst 

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas 
dan fungsinya: 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinym 

c. perumtman proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kola 
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoorclinasian, perumusan clan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan keija sarna dengan Pemerintah Daerah luar 
negeri, organisasi internasdonal dan lembaga di luar negerh 

a penyusunan analisis dan perthnbangan terhadap usulan 
kerja sama dengan Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi 
intemasional dan lembaga di Mar negeri; 

1. pengoontinasian PD dan mitra kena sama dalam 
penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Mar 
negeri, organisasi Mtemasional dan lembaga di luar negeri; 

g. pelaksanaan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau 
naskah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah 
luar negeri, organisasi internasional dan lernbaga di luar negert 

h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja 
sama dengan Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi 
internasional dan lembaga di luar negeri; 

i. pelaksanaan 	pengelolaan 	data 	dan 	infommsi 
penyelenggaraan ketja sama dengan Pemerintah Daerah luar 
negeri, organismi intemasional dan lembaga di Mar negeri: 
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• penyusunan laporan penyelenggaraan ketja sama dengan 
Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi Internasional dan 
lembaga di luar negeri: 

k. fasibtasi forum, organisasi daniatau asosiasi kerja sama 
dengan Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi 
internasional dan lembaga di luar negeri: 

I. pengoordinasian dan pemberian pertimbangan dalarn 
pelaksanaan belanja hibah dan bantuan keuangan kepada 
dengan Pemerintah Daerah luar negeri, organisasi 
intemasionai dan lembaga di luar negeri: 

m. pelaporan dan pertanggunMavraban pelak -anaan togas dan 
fungal Biro Keda Santa Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; clan 

n. pelaksanaan tugas clan fungal kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 157 

(1) Subbagian Kerja Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kana Sama Luar Negeri. 

(2) Subbagian Keda Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri 
dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Keda Sama Pemerintah Daerah Luar Negeri 
mernpunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Keija. Rencana 
Rena dan Anggaran Sekretanat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Reda 
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebfialcan 
penyelenggaraan keda sama dengan Pemerintah Daerah di 
luar negeri; 

e. melaksanakan penyusunan analisis dan pernmbangan 
terhadap usulan keda sama dengan Pemerintah Daerah di 
luar negeri; 

1. melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama 
dalam penyelenggaraan ketja sama dengan Pemerintah 
Daerah di luar negert 

g. melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama daniatau 
naskah pedaajian kerja sama dengan Pemedntah Daerah di 
luar negeri; 

la. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sama dengan Pemerintah Daerah di luar negeri; 
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I. mengelola data dan informasi penyelenggaraan kerja sama 
dengan Pemertntah Daerah di luar negeri; 

J. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja 
sama dengan Pemerintah Daerah di Mar negert; 

k. memfasilitasi forum, organisasi dan/atau asoslasi kerja 
sama dengan Pemerintah Daerah di luar 

1. melaksanakan 	pengoordinasian 	dan 	pemberian 
pertimbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan 
bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah di luar 
negen: 

m. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretartat Daerah lingkup 
Sagan Ketja Sama Luar Negeri; 

n. mengoordinastican penyusunan laporan Bagian Kerja Sama 
Luar Negeri; 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Kerja Sama Daerah sesual Iliagkup 
tugasnya; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 158 

(1) Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerja 
Sama Luar Negeri. 

(2) Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Kerja Sama Organisasi Internasional memmuwai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana 	 la, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuat lineup 
tugasnya; 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dart Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya: 

C. mertunuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja 
Santa Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinastkan, merumuskan dart menyusun kebijakan 
penyelenggaraan kerja sama dengan organisasi 
intemasional; 

e. melaksanakan penyusunan analisis dan perLimbangan 
terhadap usulan keria sama dengan organisast 
internasional; 

f. melakcanakan pengoordinasian PD dan antra kerja sama 
dalam penyelenggaraan kella sama dengan organtsasi 
internasional; 
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g. melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau 
naskah perjanjtan ketja sama dengan organisasi 
internasional; 

h. melaicsanalcan pengoordinas1an dan 	pelaksanaan 
penyelenggaraan event Internasionak 

I. memantau dan mengevaluast pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sama dengan organisast internasional clan event 
internasionak 
mengebla data clan Informas1 penyelenggaraan kelia sama 
dengan organisasi 1nternasional keikutsertaan dalam event 
internasional; 

k. metakcanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja 
sama dengan organtsasi intemastonal dan kelkutsertaan 
dalam event intemasional; 

I. memfasititasi forum. organic-2st dan/atau asostas1 kella 
sama dengan organtsast Intemasional clan ketkutsertaan 
dalam event intemasional; 

m. melaksanakan 	pengoordlnasian 	dan 	pemberian 
perUmbangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan 
bantuan keuangan kepada organisast IntemasIonal; 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs! Biro Kerja Sama Daerah sesual llngkup 
tugasnya; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Raglan 

Pasal 159 

(1) Subbagian Kerja Sama Lembaga Luar Roger' lerkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kep a Bagian Kerja 
Sama Luar Negeri. 

(2) Subbagian Kelp, Sama Lembaga Luar Negert dipimpin oleh 
Kepala Subbaglan. 

(3) Subbagian Kelp. Sama Lembaga Luar Negen mpunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Kelp, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sehretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategts 	an Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan pn4sedur Bim Kerja 
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasilcan, merumuskan dan men usun kebijakan 
penyelenggaraan kerja sama dengan lemba a luar negerk 

e. melaksanakan penyusunan analisis clan pertimbangan 
terhadap usulan kmja soma dengan lemba a luar negeri; 
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melaksanakan pengoordinasian PD, mltraluar negeri, EBRI, 
RJR' dan Perwaldlan RI lainnya di luar negeri dalam 
penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga luar negerk 

g. melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama dan/atau 
naskah perjanjian ketja sama dengan lembaga luar negeri: 

h. memantau dan mengevatuasl petak  anaan penyelenggaraan 
kerja sama dengan lembaga luar negeri; 

I. mengelola data dan Informasi penyelenggaraan kerja sama 
dengan lembaga luar negerk 

J. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kela 
sama dengan lembaga luar negeri; 

k. memfasilitast forum, organ1sasi dan/atau asosiasi kerja 
sama dengan lembaga luar negert 

1. melaksanakan 	pengoordinasIan 	dan 	pemberlan 
pertirnhangan dalam pelaksanaan belanja hibah dan 
bantuan keuangan kepada lembaga luar negeri; 

m. melaporlcan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsl Biro Keija Sama Daerah sesua1 lingkup 
tugasnya; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

nasal 160 

(1) Baglan Kela Sama Pihak Ketiga berkedudukan dl bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah. 

(2) Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga dipimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 161 

(1) Sagan Kerja Sama Pihak Ketiga mempunyal tugas 
mengoordinasikan, rnerumuskan dart menyusun kebijakan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 
pengoordinaslan pelaksanaan tug-as PD dalam penyelenggaraan 
kelja sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguntan 	 
yayasan dan badan usaha berbadan hukum. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama Pihak Ketlga 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
clan fungslnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dakumen Pelaksanaan 
Anggaran Seluttariat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kelp 
Sama Daerah sesuai linglcup tugasnya; 
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d. pengoordinasian, perumusan clan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan kerja soma dengan perseorangan, lembaga 
lain, perguruan tinggi, yayasan clan badan usaha berbadan 
hula= 

a penynsunan analisis dan perthnbangan terhadap usulan 
Rena sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan 
tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan hukum; 
pengoordinasian PD dan mitra kerja sama dalam 
penyelenggaraan keda sama dengan perseorangan, lembaga 
lain, perguruan tlnggl, yayasan dun badan usaha berbadan 
hukum; 

g. pelaksanaan penyusunan kontrak dan/atau naskah 
perjanjian kerla sama dengan perseorangan. lembaga lain, 
perguruan tinggi, yayasan dan badan usaha berbadan hulnun; 

h, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kerja 
sama dengan perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi, 
yayasan dan badan usaha berbadan hukum; 

I. pelaksanaan 	pengelolaan 	data 	clan 	informasi 
penyelengjgaraan kelp sama dengan perseorangan, lembaga 
lain, perguruan Unggl, yayasan clan badan usaha berbadan 
hulcurn; 

j. penyusunan laporan penyelenggaraan keria sarna dengan 
perseorangan, lembaga lain, perguruan tinggi. yayasan clan 
badan usaha berbadan 

k. fasilitasi forum, organisasi dan/atau asosiasi kerjasama 
dengan pihak ketiga; 

1. pengoordinasian dan penyusunan laporan penyelenggaraan 
kelp. sama Proyinsi DKI Jakarta: 

in. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Keil a Sarna Daerah sesuai llngkup tugas dan 
fungsinya; dan 

n. pelalcsanaan tugas dan fungai kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 162 

(1) Subbagian Kerja Sama Perseorangan dan Lembaga Lain 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kerja Santa Pihak Ketiga. 

(2) Subbagian Kerja Sama Perseorangan an Lembaga Lain 
dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagjan Kerja Sama Perseorangan clan Lembaga Lain 
mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Reneana Kerja, Rencana 
Keija dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai llngkup 
tugasnyar 

b melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 
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c. merumuskan proses bisnis standar dan prosedur Biro Kerja 
Santa Daerah sesuai lingicup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun keb(jakan 
penyrlenggaraan keda sama dengan perseorangan dan 
lembaga lain (meliputi organisasi kemasyaralcatan, 
perhimpunan dan persekutuan); 

C. melalcsanakan penyusunan anallsis dan pertimbangan 
terhadap usulan keija sama dengan perseorangan dan 
lembaga lain (meliputi organisasi kemasyarakatan, 
perhimpunan dan persekutuan); 

f. melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama 
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan perseorangan 
dan lembaga lain (meliputi organ1sasi kemasyarakatan, 
perhimpunan dan persekutuan); 

g. melaksanakan penyusunan kontrak elan/atm) naskah 
perjanjian kerla sama dengan perseorangan dan lembaga lain 
(meliputi organisasi kemasyaralcatan. perhimpunan clan 
persekutuan); 

h. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
ketja sacra dengan perseorangan dan lembaga lain (meliputi 
organisasIkemasyaralcatan, perhimpunan clan persekutuan); 

I. mengelola data dan informasi penyelenggaraan kelja sama 
dengan perseorangan clan lembaga lain (meliputi organisasi 
kemasyarakatan perhimpunan dan persekutuan); 

J. melak  anakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja 
sama dengan perseorangan dan lernbaga lain (meliputi 
organisasi kemasyarakatan, perhimpunan dan persekutuan); 

k. melaksanalcan pengoordinasian dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan keda sama Proyinsi DKI Jakarta: 

I. mengoordMasikan penyusunan bahan rencana strategis 
clan rencana kerla dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Kmja Sama Pihak Ketiga; 

in. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Kelp. Sama 
Pihak Ketiga; 

n. melaporkan dan mempertanggun0awablmn pelalcsanaan 
tugas dan fungal Biro Kerja Sama Daerah sesuai lingkup 
tuKasnYM dan 

o, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 163 

(I) Subbagian Kerja Sama Perguruan Tinggi dan Yayasan 
berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Kerja Sarin Pihak Ketiga. 

(2) Subbaglan Ketja Sama Perguruan Tinggi dan Yayasan 
dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Ketja Sama Perguruan Tinggi clan Yayasan 
mempunyai tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Ketla, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaa.n Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lineup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro Kerja 
Sama Daerah sesual llnglcup tuga.snya 

d. mengoordInasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan kena sama dengan perguruan tinggi dan 
yayasarr 

C. melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan 
terhadap usulan kola sama dengan perguruan tinggi dan 
yayasan; 

f. mei.* -anakan pengoordinasian PD dan mitra kerja sama 
dalam penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan ting0 
dan yayasan; 

g. melaksanakan penyusunan kontrak dan/atau naskah 
perjannan kelp sama dengan perguruan tinggi dan 
yayasan; 

h. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sama dengan perguruan tinggi dan yayasan; 

I. mengelola data dan informasi penyelenggaraan kerja sama 
dengan perguruan tinggi dan yayasan; 

I. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerla 
sama dengan perguruan tinggi clan yayasan; 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Keija Sama Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan 

Pasal 164 

(1) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian [cella Sama 
Pihak Keriga. 

(2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha clIp1mpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Kerja Sauna Badan Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Kula, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dok-umen 
Pe1aksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnym 
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C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro Kerja 
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuslcan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan ketja sama dengan badan usaha berbadan 
hukum; 

e. melalcsanalcan penyusunan analisis dan pertimbangan 
terhadap usulan kerja sama dengan badan usaha berbadan 
Nakuru: 

f. melaksanakan pengoordinasian PD dan mitra kela sama 
dalam penyelenggaraan kelp sama dengan badan usaha 
berbadan hukum; 

g. melaksanakan penyusunan kontrak dan/atau naskah 
perjappan ketja sama dengan badan usaha berbadan 
hukum; 

It memantau clan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 
kerja sarna dengan badan usaha berbadan hukum; 

I. mengelola data clan Informasi penyelenggaraan kerja sama 
dengan badan usaha berbadan hukum; 

j. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan kerja 
sama dengan badan usaha berbadan hukum; 

k. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan rungs' Biro Kmja Santa Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

1, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan °len 
Kepala Bagian 

Pasal 165 

(1) Bagian Perjalanan Dinas berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kezja Sama Daerah. 

(2) Bagian Perjalanan Dinas dipImpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 166 

(1) Bagian Perjalanan Dinas memputwai tugas mengoorcanasikan, 
merumuskan dan menyusun kebtjakau pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kelollakan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan perjalanan dinas; 
clan pengelolaan keselcretarlatan Biro Ketjasama. 

(2) Dalam melaksanakan tugas. Bagian Pelalanan Dtnas 
menyelenggarakan lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Ketja, Rencana 
Kerla dan Anggaran Se1cretariat Daerah sesuat lingkup tugas 
day fungsinya: 

b. pelaksanaart Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses (Distils, standar dan prosedur Biro Kelp. 
Sarna Daerah sesuai lingkup tugasnya; 
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d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan perjalanan dinas; 

e. penyusunan analisis dan perthnbangan terhadap usulan 
penalanan dinas; 

1. pengoordinasian PD dalam penyelenggaraan periatanan dinas; 
g. pemantazian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaman 

petjalanan dinas; 
h. petaksanaan 	pengelolaan 	data 	dan 	Informasi 

penyelenggaraan petjalanan dims; 

1. penyusunan laporan penyelenggaraan petjalanan dinas; 
J. pengelolaan administrast keuangan. kepegawaian dan 

umum Biro Kerja Sama Daerah; 

k. petaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro Kerja 
Sama Daerah; 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelairsanaan tugas dan 
flings' Biro Keija Sama Daerah sesuat lingkup tugas dan 
fungsinya; dan 

m. pelaksonaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
chberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 167 

(1) Subbagian Admhilstrasi Peijalanan Dinas berkedudukan di 
bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan 
Perjatanan Dinas. 

(2) Subbagian Admlnistrasi Pmjalanan Dinas dipimpin oleh 
Kepala Subbaglan. 

(3) Subbaglan Administrasi Petjalanan Dinas mempunyat tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis, Reneana Kerja, Reneana 
Kelp dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingImp 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dolm men 
Pelalcsanaan Anggaran Seliretariat Daerah sestmi lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses ',Janis standar dan prosedur Biro Kerla 
Sama Daerah sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijalcan 
penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas; 

e. melaksanakan penyusunan analisis dan pertimbangan 
terhadap usulan perjalanan dinas; 

1. inelalcsanalcan pengoordinasian, 	penyusunan dart 
pendokumentaslan doluunen administrasi perjalanan 
dinas; 

g, mengelola data dan informasi penyelenggaraan administrasi 
perjalanan dims; 

h. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan 
administrasi perjalanan dinas; 
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I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Kerja Sama Daerah sesual lingkup 
tugasnya; dan 

j. melaksanakan tugas kedlnasan lain yang diberikan oleh 
Repala Bagian. 

Pasal 168 

(1) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Penalanan Dinas. 

(2) Subbagian Keuangan Perjalanan Dinas dipirnpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbaglan Keuangan Perlalarian Dinas mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Keria, Rencana 
Rena dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Him Kerja 
Sama Daerah sesual lingkup tugasnya 

d mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan keuangan petjalanan dinas; 

e. melaksanakan penyusunan estimast biaya penalanan 
dinas; 

f. melak  anakan pengoordinasian dan penylapan akomodasi 
penalanan dims: 

g. melaksanakan verilikasi dokumen keuangan dan 
pengelolaan keuangan perjalanan dims; 

Ii. melaksanakan 	pengoordtnasian. 	penyusunan, 
pendokumentas1an dokumen keuangan perjalanan dinas; 

I. mengetola data dan infonnasi keuangan petjalanan dinas; 
J. mel 	 ksanakan penyusunan laporan keuangan penalanan 

dinas; 

k. mengoordinastkan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah llngkup 
Bagian Ketja Sama Perjalanan Dinas; 

I. mengoordinastkan penyusunan laporan Eagan Rena Sama 
Perjalanan Dinas; 

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan flings! Biro Kona Sama Daerah sesual lingkup 
tugasnya; clan 

n. melaksanakan tugas kedinasa.n lain yang dtherikan deb 
Kepala Bagian. 
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Pasal 169 

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Petjalanan tunas. 

(2) Subbaglan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kella, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual linglcup 
tugasnya; 

b. melaksanaltan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai (MST 
tugasnya 

c. melnicsanakan perumusan keblJalcan, proses bisnis, standar 
dan prosedur Biro Kelja Sama Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

d, melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan 
kepegawaian Biro Ketja Sama Daerah: 

a melaksanalcan pengelolaan administrasi keuangan Biro 
Kerja Sama Daerah, mellputi periganggaran, 
penatausahaan, serta pengelolaan sistem alcuntansi dan 
pelaporan; 

1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro Kerja 
Sama Daerah,  meipuU ketatausahaan, kenunahtanggaan. 
barang/aset. kehumasan data, sistem infonnasi dan 
kearsipam 

g. memantau dan mengeraluasi pelaksanaan program kaja 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Dim Keija Sama Daerah; 

it mengoordinastkan penyustman bahan Rencana Strategic, 
Rencana Reda, Rencana Keija clan Anggaran Sekretariat 
Daerah linkup Biro Kerja Sama Daerah; 

1. mengoordinasllcan penyusunan proses blsnis, standar clan 
prosedur Bin Kerla Sama Daerah; 

J. mengoordinasikan penyusunan pelaporan Biro Kerja Sanaa 
Daerah; 

k. mengoorclinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern PemetIntah (APIP); 

I melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs( Biro Ketja Sama Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

m. melalcsanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 
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DAB In 

ASISTEN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN H1DUP 

Bagian Kesatu 

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Pasal 170 

(1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai 
tugas membantu Selcretaris Daerah dalam: 

a. mengoordinasikan penyusunan kebtjakan Pemerintah 
Daerah urusan pemerintahan bidang pekenaan umum dan 
penataan ntang, energi clan sumber daya mineral (path sub 
urusan bidang geologt), pertanahan, perumahan rakyat dan 
kawasan permuldman, linglcungan hidup, kehutanan, clan 
penyelenggaraan penerangan jalan umum: 

b. mengoordinasikan pemantauan dan eyaluast pelaksanaan 
kebijakan Pernerintah Daerah urusan pemerintahan bidang 
pekerjaan umumdan penataan ruang. energt dan sumber daya 
mineral (path sub urusan bidang geologi), pertanahan, 
perumahan I-Apt don kawasan permuldman, linglcungan 
hidup, kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan jalan 
urnum; 

C. mengoordinasikan pengendalian clan pengoordnasian 
pelaksanaan tugas dan fung,si PD linglcup Asisten 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

d. melaksanakan tugas lain yang diperintatilcan Sekretaris 
Daerah; clan 

e. melaporkan clan mempertanggunplawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Asisten Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup. 

(2) PD linglam Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
adalah: 

a. Dinas Ctpta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; 
b. Dinas Bina Mama; 
C. Dinas Sumber Daya Air; 
d. DMus Perumahan Ralcyat dan Kawasan Permuldman: 
e. Dinas Pertarnanan dan Hutan Kota; dan 
1. Maas Lingkungan Fliclup, 

Bagian Kedua 

Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Pasal 171 

(1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup berkedudukan dl 
bawah dan bertanggung jawab ke Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 
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(2) Biro Pembangunan dan Linglamgan Hidup dipimpin oleh Kepala 
Eke 

Pasal 172 

(1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup mernpunyai tugas 
mengoordinaslican, merumuskan dan menyusun kebijakan, 
pemantauan clan evaluas1 pelaksanaan kellijakan rho 
pengoorffinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan 
pemerintahan ()Mang pelcerjaan umum dan penataan ruang 
(pada sub urusan bidang jalan, sumber daya air, air minum, air 
limbah, drainase, bangtman gedung, penataan hangunan dan 
lingkungannya, penataan ruang, lasa konstruksi, permuldman, 
persarnpahan), energi dan sumber daya mineral (pada sub unman 
bidang geologi), pertanahan, perumahan rakyat dart kawasan 
pemmiciman, lingkungan hinup, kehutanan, dan 
penyelenggaraan penerangan jalan UMUM, jaringan utilitas dan 
infrastruktur transportasi, 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Biro Pembangunan dan 
Unglcungan Hidup menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Reneana Strategls, Rencana Rena, Reneana 
Reija dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual llngkup tugas 
dan g ya, 

b pelaksanaan Reneana Strategis dan Dokumen Pelaksarman 
Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekenaan 
umum dan penat n ruang, energi dan sumber daya mineral 
(pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan 
rakyat dan kawasan pennulciman, llngkungan hidup, 
kehutanan, clan penyelenggaraan penerangan jalan umum, 
jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi: 

d pemantauan dan evaluasi pelak  anaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan ()Mang pekenaan 
umum dan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral 
(pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan 
rakyat dan kawasan pennuldman, lingkungan hidup, 
kehutanan, dan penyelenggaraan penerangan I alan umum, 
jaringan utilitas clan infrastruktur transportast 

e. peugoorellnasian 	pelaksanaan 	tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum clan penataan ruang, energi dan sumber daya mineral 
(pada sub urusan bidang geologli, pertanahan, perumahan 
rakyat clan kawasan permuldman, linglcungan 
kehutanan, don penyelenggaraan penerangan jalan umum, 
jaringan utilitas dan infrastruktur transportasi; 

f. pelaksanaan pengelolaan data dan infomiasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan ()Hang pekerjaan 
UMUM dan penataan ruang, (mem( dan sumber daya mineral 
(pada sub urusan bidang geologi), pertanahan, perumahan 
rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, 
kehutanan, dan penyelenggaman penerangan jalan umum, 
jaringan utilitas an infrastruktur transportast 
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g. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pembangunan clan 
Lingkungan Hidup; 

h. perumusan proses btsnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup: 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fangs' Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan 

J. pelalcsanaan togas dan fungal kedinasan lain yang 
diberikan oleh Gubemur, Sekretaris Daerah dan/atauAststen 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 

nasal 173 

(I) Susunan Organisasi Biro Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup, terdiri atas: 

a. Bagian Pekeijaan Umum, terdiri atas: 

1. Subbagian Bina Nlarga; 

2. Subbagian Somber Daya Air; dan 

3. Subbagian Infrastruktur Transportasi. 

b. Baglan Penataan Ruang. Cipta Karya dan Pertanahan, 
terdiri atas: 

1. Subbagian Penataan Ruang dan Pertanahan: 

2. Subbaglan Penataan Kawasam 

3. Subbaglan Cipta Karya clan Perumahan; 

Bagian Lingkungan Hidup dan Huang Terbuka HiJau, terdiri 
atas: 

1. Subbagian Linglcungan Hidup: 
2. Subbagian Kebersihan; dan 
3. Subbagian Ruang Terbuka Hijau. 

d. Bagtan Pembangunan Kota, terdiri atas: 
1. Subbagian Pemantauan Program Pembangunan; 
2. Subbagian Pengendalian Penyelesalan Kewapban; dan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

e. Kelompok Jabatan FungstonaL 

(2) Sagan struktur organisast Biro Pembangunan clan Lingkungan 
Hidup temantum dalam Lampiran yang merupalcan bagian yang 
ticlak terpisalikan dari Peraturan Gubernur int 

nasal 174 

(1) Bagian Pekerjaan Umum berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pembangunan dan 
LIngkungan Hidup. 

(2) Bagian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Bagian. 
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nasal 175 

(1) Bagian Pekezjaan Umum mempunyai togas melaksanakan 
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang pekelaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan 
Mdang jalan, sumber daya air, air minum. drainase), energi dan 
sumber daya mineral (pada sub urusan bidang geologi) clan 
penyelenggaraan penerangan jalan umum, Jaringan utilitas clan 
infrastruktur transportasi. 

(2) Dalam melsksanakan tugas, Baal Pekerjaan Umum 
menyelenggarakan fungst 

a. penyusunan Reneana Strategis, Rencana Karla, Reneana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual llngkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis clan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Linglamgan Hidup sesual llngkup 
tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelcerjaan 
=UM dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, 
&lather daya air, air minum, drainase). energi clan sumber daya 
mineral (pada sub urusan ()Mang geologi) dan penyelenggaraan 
penerangan jalan umum. .jaringan utilitas dan infrastruktur 
transportasi: 

a pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
UMI/ITI dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, 
stunber daya air, air minum, dralnase), energi dan amber daya 
mineral (pada sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan 
penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur 
transportasi; 

I'. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang Pekerlaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan, 
sumber daya air, air annum, drainase), energi dan somber claya 
mineral (pada sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan 
penerangan jalan ll/1111M. jarIngan utilitas dan infrastruktur 
transportasi; 

g. pelakcanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekenaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jalan 
sumber daya air, air minum, drainase), energi dan sumber daya 
mineral (pada sub urusan bidang geologi) dan penyelenggaraan 
penerangan jalan umum, jaringan utilitas dan infrastruktur 
transportasi; 
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h. pelaporan clan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai 
lingkup tugas clan fungsinya; dan 

1. pelak  anaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

nasal 176 

(1) Subbagian Bina Marga berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum. 

(2) Subbagian Bina Marga dtplinpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Bina Marga mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja clan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. metaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretatiat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Ling,kungan Fliclup sesuai lingkup 
tugasnya 

d. mengoordinastkan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (path sub urusan bidang jalan) dan 
penyelenggaraan penerangan Jahn umum dan jahngan 
utilltas; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekeriaan 
umum dm' penataan ruang (path sub urusan bidangjalan) dan 
penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jaringan 
utilltas; 

E mengoordinasikan pelaksana tugas BD dalarn 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (path sub urusan bidang Jahn) dan 
penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jaringan 
unlitas; 

g. mengelola data dan lnformasi kebij 	 Iran penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pekelaan UMUM dan penataan 
ruang (path sub urusan bidang jalan) clan penyelenggaraan 
penerangan jalan umum; 

Ii. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan lungs! Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

I. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 177 

(1) Subbagian Sumber Daya Mr berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pekerjaan Umum. 
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(2) Subbagian Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Somber Daya Air mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kelia.  Rencana 
Keda dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

ii merumuskan proses bisn1s, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual lingkup 
tugasnya 

d. mengoordtnasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerIntahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bklang sumber 
daya air. air minum, drainase), dan energi dan sumber day-a 
mineral (pada sub urusan bidang geologi); 

e, memantau dan mengerraluasi pelaksanaan kebljalcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bldang sumber 
daya air, air minum, drainase), dan energi dan sumber daya 
mineral (pada sub urusan bidang geologi); 

1. mengoordinasilcan 	pelaksana 	tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peltedaan 
umum clan penataan ruang (path sub unman bidang sumber 
daya air, air minum, drainase), dan energi clan amber daya 
mineral (pada sub unman bidang geologi); 

g. mengelola data clan in/baths' kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemenntahan bidang pekedaan umum dan penataan 
ruang (pada sub urusan bidang stxmber daya air, air mhnun, 
drainase), dan energi dan sumber daya mineral (pada sub 
urusan bidang geologi); 

h. melaporkan dan mempertanggunMawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs' Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesual lingkup tugasnya; dan 

i. melak  anakan tugas kedinasan lain yang dlberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 178 

(1) Subbagian Infrastruktur Transportasi berkedudukan di bawah 
clan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pekerjaan 
Umum. 

(2) Subbagian Infrastruktur Transportasi dipimptn oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Intrastruktur Transportasi mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategts, Rencana Reda. Rencana 
Karla dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 
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b. melaksanakan Rencana Stratems dan Dokumen 
Pelnksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merunauskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangtman clan Lingkungan Hidup sesual lingkup 
tugasnya; 

d. mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan infrastruktur transportasi (prasarana dan 
sarana transportasi darat dan transportasi laut); 

a memantau dan mengevaluast pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan infrastruktur transportasi (prasarana dan 
sarana transportasi darat clan transportasi laut); 
mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan infrastruktur transportasi (prasarana dan 
sarana transportasi darat dan transportasi taut); 

g. mengelola data dan Infommst kebijakan penyelenggaraan 
infrastruldur transportasi (prasarana clan sarana 
transportasi darat dan transportasi but); 

It mengoordinasikan penyusunan bahan remana strategis 
dan reneana ketja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagtan Pekerjaan Umum: 

i. mengoordlnasikan penyusunan laporan Bagian Pekeriaan 
Umum 

j. melaporkan clan mempertaraggunAawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtherikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 179 

(1) Raglan Penataan Ruang Cipta Karya dan Pertanahan 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hic 

(2) Bag/an Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan dipmpin 
oleh Kepala Bagian. 

Pasal 180 

11) Bagian Penataan Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan 
mempunya1 tugas 	melaksanakan pengoordinaslan dan 
perumusan kebijakau pemantauan dan evalna  i pelaksanaan 
kebijakan dan pengoordinastan pelaksanaan tugas PD 
penyelenggaraan urusan pekelaan umum dan penataan ruang 
(path sub unman bidmg penataan Wang, bangunan gedung, 
penataan hangman clan lingkungarmya, dan permuldman), 
perumahan rakyat clan kawasan permuldman, pertanahan clan 
penyelenggaraan penataan kawasan. 

(2) Datum melaksanakan tugas, Bagtan Penataan Ruang. Cipta 
Karya dan Pertanahan menyelenggarakan Pangs': 
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a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kmia. Rencana 
Ketja dan Anggaran Sekretadat Daerah sesuat lingkup tugas 
dan fungs1nya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategts dart Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses Men's, standar dan prosedur. Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hichip sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinastan, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemedntahan bidang pekelaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan 
mans, bangunan gedung, penataan bangunan clan 
linglcungannya, dan permuldman), pentmahan rakyat dan 
kawasan pemmldrnan, pertanahan clan penyelenggaraan 
penataan kawasan; 

C. pemantauan 	an evaluasi pelak  anaan kebljalcan 
penyelenggaraan urusan pemertntahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan 
ntang, bangunan gedung, penataan bangunan dan 
linglcungannya. dan permukiman), perumahan rakyat dan 
kawasan permuldnaan, pertanahan dan penyelenggaraan 
penataan kawasan; 

1. pengoordinasian pelnksanaan tugas PD dalarn 
penyelenggaraan urusm pemerintahan bidang pekedaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bklang penataan 
ruang, bangunan gedung, penataan bangunan dan 
llngkungannya, dan permuktman), perumahan rakyat dan 
kawasan pennuldman, pertanahan dan penyeleng,garaan 
penataan kawasan: 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebtjakan 
penyelenggaraan urusan pernerintahan bidang pekedaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan 
ruang, bangunan gedung, penataan bangunan dan 
bngkungannya, dan permuldman), perumahan rakyat dan 
kawasan pemaildman, pertanahan dan penyelenggaraan 
penataan kawasan; 

h. pelaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas dan 
fungst Biro Pembangunan dan Ungkungan Hidup sesuai 
lingkup tugas dan fungsinym clan 

I. pelaksanaan tugas an fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 181 

(1) Subbagtan Penataan Ruang dan Pertanahan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penataan 
Ruang, Cipta Katya dan Pertanahan. 

(2) Subbaglan Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas: 
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a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Karla, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuaut llngkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumcn 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses Warns, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup 
tugasnya 

d. mengoordinasikan. merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang pekeriaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan 
ruang) dan pertanahan; 

C. memantau elan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub unman bidang penataan 
ruang) dan pertanahan; 

1. mengoordinasikan pelaksana tugas 	PD 	dalarn 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerlaan 
tumun dan penataan ruang (pada sub urusan bidang penataan 
ruang) dan pertanahan; 

g, mengelola data dan Informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang (pada sub urusan bidang penataan ruang) dan 
pertanahan; 

It melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas clan fungsi Biro Pembangunan clan Lingkungan Hidup 
sesuat Lingkup tugasnya; dan 

I. melaksanalcan tugas kerdinasan lain yang dlberikan oleh 
Kepala HagJan. 

Rasa] 182 

(1) Subbaglan Penataan Kawasan berkedudulcan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Penataan Ruang, 
Cipta Karya dan Pertanahan. 

(2) Subbagian Penataan Kawasan 	dipimpin aleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Penataan Kawasan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Kenna 
Karla dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dakumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c merumuskan proses blsnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup 
tugasnya 

d mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebljakan 
penyelenggaraan penataan kawasan; 
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e. memantau dan mengevaluasi pelakcanaan kebijakan 
penyelenggaraan penataan kawasarn 

1. mengoordinasikan pelaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan penataan kawasan; 

g. mengelola data clan informasi kebijakan penyelenggaraan 
penataan kawasan; 

h. mengoordinasikan penyustman bahan rencana strategis 
dan reneana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah hngkup 
Bagtan Penataan Huang, Cipta Kaiya dan Pertanahan; 

I. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Penataan 
Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan; 

j melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Perabangunan clan Lingkungan Hidup 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 183 

(1) Subbagian Cipta Karya dan Perumahan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Raglan Penataan 
Ruang, Cipta Karya dan Pertanahan. 

(2) Subbagian Cipta Katya dan Perumahan dipimpin oleh Kepala 
Subbaglan. 

(3) Subbagian Cipta Karya dan Perumahan mempunyai tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis, Reneana Rena, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Reneana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Linglmngan Hidup sesuai lingkup 
tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekellaan 
umum dan penataan ruang (pada sub unman bidang 
bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, 
dan permultiman), perumahan ralcyat dan kawasan 
permuldmarn 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang pekelaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang 
bangunan gedung, penataan hangman dan lingkungannya, 
dan permukiman), perumahan ratcyat dan kawasan 
permukiman; 
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1. mengoordinasikan petaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub unman bidang 
bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, 
dan permuldman), perumahan ralwat dan kawasan 
permuldman: 

g. mengelola data clan informast kebijakan penyelenggaraan 
unman pemerintahan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang (pada sub urusan bidang bangunan 
gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, clan 
permuldman), perumahan raiwat dan kawasan 
permuldman: 

h. melalcsanakan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pembangunan pada PD dituar 
koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 
melaporkan dan mempertanggunMawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesual itngkup tugasnya; dan 

rnelaksanalcan tugas kedlnasan lain yang dibertkan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 184 

(1) Baglan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 

(2) Baglan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin 
oleh Kepala Baglan. 

Pasal 185 

(1) Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Htjau 
mempunyai tugas 	metalcsanakan pengoordinasian dan 
perumusan Icebff akan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan turps PD 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum 
dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan 
air limbah), llngkungan htdup. kehutanan dan penyelenggaraan 
pertamanan dan pemakaman dan bidang dan mitigasi adaptasi 
bencana ildim. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagian linglcungan Hidup dan 
Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan lungs!: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kwia, Rencana Rena 
clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya: 

b. pelak  anaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelalcsanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai llngkup tugas clan 
fungsinya: 

C. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup tugasnya: 
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d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebnakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekenaan um= 
clan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan 
air limbah), lingkungan hidup. kehutanan dan penyelenggaraan 
pertamanan dan pemakarnan dan bidang dan mitigasi adaptasi 
bencana 

e. pemantauan clan evaluasi peLnksanaan kebijakan 
penyelertggaraan urusan pemerintahan (*tang pekenaan urnum 
dan penataan ruang (pada sub urusan bidang persampahan dan 
air limbah), lingkungan hidup, kehutanan dan penyelenggaraan 
pertamanan dan pernakaman dart bidang dan rnitigasi adaptasi 
bencana 

f. pengoordinasian petakcanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang 
pemampahan dan air llmbah), linglcungan hidup, kehutanan dan 
penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman dan bidang dan 
mitigasi adaptasi bencana tklim; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekenaan 
umtun dan penataan ruang (pada sub unman bidang 
pemampahan dart air limbah). lingkungan hidup, kehutanan clan 
penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman dan bidang clan 
mitigasi adaptasi bencana ildim; 

h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas clan 
lungs' Biro Pembangunan dan Linglcungan Hidup sesual 
lingkup tugas dan fungsinya; dan 

I. 	pelaksanaan tugas dan flings! kedina,san lain yang diberikan 
oleh Kepala Biro. 

Pasal 186 

(1) Subbagian Lingkungan Hidup berkedud 	*an di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Lingkungan Elidup 
dan Ruang Terbuka Hijau. 

(2) Subbagian Lingkungan Hidup clipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Lingkungan Hidup mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kena, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. metaknanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai MST 
tugasnya; 

c merumuslcan proses bisnis, standar dart prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai tingkup 
tug as ny a 

d mengoardinasilcan merumuskan dan menyusun kebijaican 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan 
hidup, dan peketjaan umum dan penataan ruang (pada sub 
urusan bidang air llmbah); 
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e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan ()Wang lingloangan 
hidup, dan pekerjaan umum clan penataan ruang (pada sub 
urusan bidang air llmbah); 

1. mengoordinasikan pelaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan 
hidup, dan peke/Inn unium dan penataan ruang (pada sub 
urusan bidang air llmbah); 

g. mengelola data clan Informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, clan 
pekenaan umum dan penataan ruang (pada sub urusan 
bidang air kmbald: 

h. melaporkan dart mempertanggunglawablcan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Pembangunan dan Lingkungan Hictup 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagtan. 

Pasal 187 

(1) Subbagian Kebersihan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Lingkungan Hidup 
dan Ruang Terbuka Hijau. 

(2) Subbagian Kebersihan dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Kebersihan mempunyal tugas: 

a. menyustm Rencana StrategJs, Rencana Karla, Rencana Kerja 
clan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuat lingkup 
tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
tannin dan penataan ruang (pada sub urusan bidang 
persampahar) dan linglmngan Indian (pada sub urusan Wang 
persampahan): 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bid ang pekenaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang 
persampahan) clan linglcungan hidup (pada sub untsan bidang 
persampahan); 

1. mengoordinasikan 	pelalcsana tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekenaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang 
persampahan) dan lingkimgan hidup (path sub urusan bidang 
persampahan); 



139 

g. mengelola data clan informast kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang priceijaan umum dan penataan 
ruang (pada sub urusan bidang persampaban) dan linglcungan 
bidup (pada sub urusan bidang persampahank 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan 
reneana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah thigkup 
Bagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Fijian; 

I. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Lingkungan 
Hidup dan Ruang Terbuka Hijau: 

melaporkan dan mempertanggunglawablian pelaksanaan 
tugas dan fttngst Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesuai linglcup tugasnya: dan 

k. melaksanakan tugas lcedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 188 

(1) Subbagian Huang Terbuka Hijau berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Sagan Lingkungan Hidup 
dan Ruang Terbuka 

(2) Subbagian Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Keija, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretartat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretartat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesual lingkup 
tugasnya 

d. mengoordinastkan, merumuska.n dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan 
dan penyelenggaraan pertamanan dan pemakarnan, 
pengendaltan pencemaran udara clan mitigasi adaptasi 
bencana 

a. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan kebtjakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan 
dan penyelenggaraan pertamanan clan pemakaman, 
pengendallan pencemaran udara dan mitlgast adaptasi 
bencana Ildhn; 

f. mengoordinastkan petaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan 
dan penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman, 
pengendalian pencemaran udara dan mittgasi adaptasi 
bencana ildlm; 



140 

g. mengelola data dart informasl kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kehutanan dan 
penyelenggaraan pertamanan dan pemakaman, pengendalian 
pencemaran udara dan mitlgasi adaptasi bencana (Mimi 

It melaporkan dan mempettanggunglawabkan pelak  anaan 
tugas dan lungs' Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesual linglcup tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 189 

(1) Bagian Pembangunan Kota berkedudttkan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup. 

(2) Bagian Pembangunan Kota dipitnpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 190 

(1) Bagian Pembangunan Kota mempunyal tugas melaksanakan 
pengoordlnaslan dan penunusan liebijakan, pemantauan dan 
eval 	 mei pelaksanaan kebijakan dan pengoordlnasian 
pelaksanaan tugas PD dalam pemantauan program 
pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan fasllitas umum, 
penyelesaian pemenuhan kewailban Izin Pemanfaatan Ruang 
(11314) don penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan 
penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa konstruks0 serta 
pengelolaan kesekretariatan Biro Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup. 

(2) Dalam metalcsan 	 kan tugas Bagian Pembangunan Kota 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Reneana Strategis, Reneana Kerja, Rencana 
Kula dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linkup tugas 
dan fungslnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup 
tugasnya; 

d. pengoordinaslan, perumusan dan penyusunan kebijalian 
dalam pemantauan program pembangunan. pemantauan 
fasllitas sosial dart fasilitas umum, penyelesaian 
pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan Huang (IPR) clan 
penyelenggaraart urusan pemerintahan bidang pekerjaan 
=um clan penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa 
konstruksi): 

C. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas 
sosial dan fasilitas umum, penyelesalan pemenuhan 
kewanban 14.1n Pemanfaatan Ruang (1PR) dan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Wang pekenaan 
umum dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa 
konstruksik 
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I. pengoordinasian pelalcsanaan tugas PD dalarn pemantauan 
program pembangunan, pemantauan fasilitas sosial dan 
fasilitas umum. penyelesalan pemenuhan kewajiban Izin 
Pemanfaatan Ruang (1PR) dan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan bidang pekelaan umum dan penataan mang 
(pada sub urusan bidang jasa konstruksik 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informast kebijakan 
dalain pemantauan program pembangunan, pemantauan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum, penyelesaian 
pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan Ruang ('PR) dm 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang pekeijaan 
unarm dan penataan ruang (pada sub urusan bidang jasa 
konstrulcs1); 

h. pengelolaan administrast keuangan, kepegawaian dan 
umum Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

I. pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup: 

1. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi 
unit kerja pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

k. pelaporan dan pertanggungJawaban pelaksanaan tugas dan 
fungal Biro Pembangunan dan Lingktmgan Hidup sesuai 
lingkup tugas dan fungsinym dan 

I. pelaksanaan tugas dan lungs! kedinasan lain yang 
dtherikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 191 

(1) Subbaglan Pemantauan Program Pembangunan berkedudukan 
di bawah dan bertanggUng jawab kepada Kepala Bagian 
Pembangunan Kota. 

(2) Subbagian Pemantauan Program Pembangunan dlpimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pemantauan Program Pembangunan mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kena clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Reneana Strategis dan Dokumen 
Petaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat linglcup 
tugasnym 

c. merumuslcan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai lingkup 
tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuakan dan menyusun kebijakan 
dalarn pemantauan program pembangunan dan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peketjaan 
umum dan penataan ruang (pada sub unman bidang jasa 
konstruksi) 
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e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebilakan dalam 
pemantauan program pembangunan dan penyelenggaraan 
unman pemerintahan bidang pekenaan umum dan penataan 
ruang (pada sub unman bidang jasa konstruksi); 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam pemantauan 
program pembangunan dan penyelenggaraan unman 
pemerintahan bidang pekenaan umum dan penataan ruang 
(pada sub unman bidang jasa konstruksi); 

g. mengelola data clan informasi dalam pemantauan program 
pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang pekenaan umum dan penataan ruang (pada sub 
urusan bidang jasa konstruksi); 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kena dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Pembangunan Kota; 

I. mengoordinasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Pembangunan Kota; 

J. melaporkan dan mempertanggtmgjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan. 

Pasal 192 

(1) Subbagian Pengendalian Penyelesaian Kewajiban berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Pembangunan Kota 

(2) Subbagian Pengendahan Penyelesaian Kewajiban dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pengendanan Penyelesalan Kewajiban mempunyai 
tugas- 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kena dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Ang,garan Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Btro 
Pembangunan clan Lingkungan Flidup sesuai linglcup 
tugasnya 

d. mengoordinasikan, menunuskan dan menyusun kebijakan 
dalam pemantauan fasilitas sosial dan fasilitas umum, clan 
penyelesaian pemenuhan kewanban Izin Pernanfaatan 
Ruang (1PR): 

e memantau clan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dalam 
pemantauan fasilitas so -tat dan fasilitas umum. dan 
penyelesaian pemenuhan kewajiban Izin Pemanfaatan 
Ruang (WE); 
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1. mengoordlnasikan pelalcsana tugas PD dalam pemantauan 
fasIlitas sosial dan fasilltas umum dan penyelesaian 
pemenuhan kewajtban Ixin Pemanfaatan Ruang (IPR); 

g. mengelola data dan informasi dalam pemantauan fasil tas  
sosial dan fasilitas umum, dan penyelesaian pemenuhan 
kewajiban kin Pemanfaatan Ruang (IPR); 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesual lingkup tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan &eh 
Kepala BagIan. 

Pasal 193 

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepata Bagian Pembangunan Kota. 

(2( Subbaglan Tata Usaha dipirnpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kana dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dok-umen 
Pelnksanaan Angara° Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya 

c. metaksanalcan pertzmusan kebljalcan, proses blsnis, standar 
dan prosedur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesuat lingkup tugasnya 

d. melakqanakan pengelolaan administrast dan pembinaan 
kepegawaian Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

e. melaksanakan pengelolaan admintstrasi keuangan Biro 
Pembangunan dan Llngkungan Hidup, meliputi 
penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan ststem 
akuntanai dan pelaporan: 

1. melaksanakan pengelolaan administras1 umum Biro 
Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputl 
ketatausahaan. 	kerumalitanggaan. 	barang/aset, 
kehumasan, data, sistem informasi dan kearsipan; 

g. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan program kerja 
clan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 

h. mengoorcanasikan penyusunan banan Rencana Strategis, 
Rencana Kella, Rencana Kana dan Anggaran Sekretatiat 
Daerah linglrup Biro Pembangunan dan Iangkungan Hidup; 

I. mengoorclinasikan penyusunan proses blsnis, standar dan 
prosedur Ban Pembangunan clan Lingkungan Hidup; 

j. mengoordinasikan 	penyusunan 	pelaporan 	Biro 
Pembangunan clan Iingkungan Hidup; 

k. mengoordinasikan penyelesalan tindak lanjut hasil 
pemetlicsaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 
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I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup 
sesuai lingkup tugasnya; elan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang cliberikan oleh 
Kepala BagIan. 

BAB VII 

ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Bagian Kesatu 

Asisten Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 194 

(I) Asisten Kesejahteraan Rakyal mempunyai tugas membantu 
Sekretaris Daerah dalarn: 

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pemerintah 
Daerah urusan pemerintahan bidang penclidikan, kesehatan, 

kebudayaan, Icepemudaan dan olahraga, pernberdayaan 
masyarakat, pemberclayaan perempuan clan perlindungan 
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 
perpustakaan, kearsipan, dan bidang mental spiritual; 

b. mengoordinaslIcan pemantauam dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Pemerintah Daerah urusan pemenntahan bidang 
pendidikan, kesehatan, sostal. kebudayaan, kepemudaan dan 
clahraga, pemberdayaan masyaralcat, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk 
clan keluarga berencana, perpustakaan. kearsipan, clan bidang 
mental spiritual; 

C. mengoordinasikan pengendallan clan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas dan fungsi PD lingkup Asisten 
Kesejahteraan Rakyat 

d melaksanalcan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris 
Daerah; dan 

e, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pel 	 ksanaan 
tugas dan fungsi Asisten Kesejahteraan Rakyat. 

(2) PD lingkup Asisten Kesejahteraan Ralwat adalah: 

a. Dinas Pendidikarn 
b. Dinas Kesehatan: 
C. Dinas Sosial; 
d. Dinas Kebudayaan; 
e. arms Pemuda dan Olahraga; 

E. Dinas Pemberdayaan, Perllndungan Anak clan Pengendalian 
Penduduk; dan 

g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
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Bagian Kedua 

Biro Kesejahteraan Sosial 

Pasal 195 

(1) Biro Ke-sejahteraan SosJai berkedudukan di bawah dan 
bertanggtmg jawab ke Sekretaris Daerah melalut Asisten 
Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Biro Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Biro 

Pasal 196 

(1) Biro Kesejahteraan Sosial mempunyal tugas mengoordinasikan, 
merumuskan dan menyusun kebijakan. pemantauan dan 
eyaluasi pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan unman kesehatan, 
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan 
clan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
bereneana, kepemudaan dan olahraga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Biro Kesejahteraan Sosial 
menyelenggarakan fungsl: 

a. penyusunan Reneana Strategls, Reneana Kezja, Rencana 
Kerja clan Anggaran Seluetariat Daerah sesuai lingk-up tugas 
dan fungshwa: 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelakcanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas clan 
fungsinya: 

C. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendaltan 
penduduk dan keluarga bereneana, kepemudaan dan 
olahraga; 

d. pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, 
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendaltan 
penduduk dan keluarga bereneana, kepemudaan dan 
olahraga; 
pengoordinasian 	pelaksanaan 	tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan 
olahraga: 

E pelaksanaan pengelolaan data clan Inforrnasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerIntahan bidang kesehatan, 
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendallan 
penduduk dan keluarga bereneana, kepemudaan dan 
olahraga; 

g. pelaksanaan keselcretariatan Blro Kesejahteraan Sosial; 
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h. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Kesejahteraan Sosial; dan 

j. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Gubemur, Sekretaris Daerahdan/atauksisten 
Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 197 

(1) Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial, terdiri atas: 

a. Bagian Kesehatan, terdiri atas: 
1. Subbagian Kesehatan Masyarakat; 

2. Subbaglan Pelayanan Kesehatan; dan 
3. Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan. 

b. Bagian Sosial, Kepemudaan dan Olahraga, tercliri atas: 

1. Subbagian Perlindungan dan Rehab'.Masi Sosial; 
2. Subbagian Pemberdayaan dan Jarninan Sosial; dan 
3. Subbagian Kepemudaan clan Olahraga. 

c. Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 
Pengendalian Penduduk, terdiri atas: 
1. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 
2. Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; clan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sagan struktur organisasi Silo Kesejahteraan Sosial tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan baglan yang tidak terpisablcan 
dari Peraturan Gubernur int 

Pasal 198 

(1) Bagian Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Kesejahteraan Sosial. 

(2) Bagian Kesehatan dipimpin oleh Kepala Baglan. 

Pasal 199 

(1) Baglan Kesehatan mempunyai tugas 	melaksanakan 
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pemantauan clan 
eyaluasi pelaksanaan kehijakan clan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan unman kesehatan. 

V) Dalana 	melaksanakan 	tugas, 	Bagian 	Kesehatan 
menyelenggarakan fungal: 
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a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kezia, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup tugas 
dan fungslnya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategts dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Seluetariat Daerah sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis standar clan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial sesuai llngkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

a pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

f. pengoordinastan pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 

It pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs) Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; dan 
pelaksanaan tugas dan fiingsi kedlnasan lain yang 
diberlkan oleh Kepala Btro. 

Paso' 200 

(1) Subbagian Kesehatan Masyarakat berkedud 	 'Iran di halvah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Raglan Kesehatan. 

(2) Subbagian Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Kesehatan Masyarakat memptuwat tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Keija, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

Ii melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisins, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup taigasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga 

promosi kesehatan, peran Berta masyarakat, kesehatan 
Magkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan 
kefarmasian; 

e memantau dan mengevaluast pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang kesehatan masyarakat meltputi kesehatan keluarga, 
glzi, promos' kesehatan, peran serta masyarakat, kesehatan 
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lingkungan. kesehatan kerla. kesehatan olahraga, dan 
kefarmasian; 

f. mengoordinastkan pelaksana 	tugas PD 	dalarn 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di 
()Wang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga„ 
gtzt, promosi kesehatan, peran serta masyarakat, kesehatan 
linglcungan, kesehatan kelia, kesehatan olahraga, dan 
kefannastatr, 

g. mengelola data dan Informasi kebtjakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan di bidang 
kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga gizi. 
promos' kesehatan, peran serta masyarakat, kesehatan 
linglcungan, kesehatan kerja. kesehatan otahraga, dan 
kefmmastan; 

It melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs' Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

1. melaksan 	 kan tugas kedtnasan lain yang diberllcan oleh 
Kepala Bagtan 

Pasal 201 

(1) Subbagian Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesehatan. 

(2) Subbagian Pelayanan Kesehatan dipimptn oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagtan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas: 

a. menyusun Reneana Strategts, Rencana Kerja, Reneana 
Rena dan Anggaran Selcretariat Daerah sesual linglcup 
tugasnya: 

b. melakaanalcan Reucana Strategjs clan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretarlat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisins, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial semis' lingkup tugasnya 

d. mengoordlnasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasititas layanan 
kesehatan rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas kesehatan 
dasar, tradisional dart komplementer. standarisast mutt] 
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan 
SDM kesehatan; 

e memantau (-Ian  mengevaluast pelaksanaan kebtjakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan 
kesehatan rujukan dan krists kesehatan, fasilitas kesehatan 
dasar, tradisional clan komplementer, standarisasi mutu 
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan 
SDM kesehatan; 

mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang pelayanan kesehatan, meliputi fastlitas layanan 
kesehatan rujukan dan krists kesehatan, fasilitas kesehatan 
dasar, tradisional clan komplementer. standarisasi mutu 
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan 
SDM kesehatan; 

g. mengelala data dan informast kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan di bidang 
pelayanan kesehatan, meliputi fasilitas layanan kesehatan 
rujukan dan krisis kesehatan, fasilitas kesehatan dasar, 
tradisional dan komplementer, standadsasi mutu 
pelayanan kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan 
SDM kesehatan; 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas keclinasan lain yang dibedkan oleh 
Kepala Bagian 

Pass.) 202 

(I) Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kesehatan, 

(2) Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan dipimpin oleh 
Kepala Subbagtan. 

(3) Subbagian Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Kmla, Rencana 
Ketja clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaau Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses blsnis, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya; 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kelollaka  
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang pengendalian masalah kesehatan meliputi penyakit 
menular, tular vector, zoonosls, penyakit tidak menular, 
kesehatan jiwa, Napza, survellans, epidemologi dan 
imunisasi, serta alat kesehatan; 

e. memantau dan mengevaluasl pelaksanaan kebtjakau 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di 
bidang pengendalian masalah kesehatan meliputi penyakit 
menular, tular vector, zoonosis, penyakit Udak menular. 
kesehatan jiwa. Napza, suryeilans, epidemologi clan 
imunisast, serta alat kesehatan; 

mengoordinastkan pelak -ana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di 
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bidang pengendallan masalah kesehatan meliputt penyakit 
menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak menular, 
kesehatan jiwa. Napza, surveilans, epidemologi dan 
imunisasi, serta alat kesehatan; 

g. mengelola data dan informasi kebtjakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan di bidang 
pengend 	 ian masalah kesehatan meliputi penyakit 
menular, tular vector, zoonosis, penyakit tidak menular, 
kesehatan jiwa Napza, surveilans, epidemologt dan 
knunisasi, serta alat kesehatan; 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kelp dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Baglan Kesehatan; 

i. mengoordtnasikan penyusunan laporan Bagian Kesehatan; 
j. melaporlsan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup 
tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibertkan oleh 
Kepala Bagian: 

Pasal 203 

(1) Baglan Sosial, Kepemudaan Dan Olahraga berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro 
Kesejahteraan Sosial. 

(2) Bagian Sosial, Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh 
Kepala Baglan 

Pasal 204 

(1) Bagian Sosial, Kepemudaan Dan Olahraga mempunyai tugas 
melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kebijakan, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan clan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan 
sosial, kepemuclaan dan olahraga. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Baglan Soslal, Kepemudaan dan 
Olahraga menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kena clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c pentmusan proses bisrds, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sostal sesual lingkup tugasnya 

d pengoordinasian. perumusan dart penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, 
kepemudaan dan olahraga: 
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e. pemantauan dan eyaluasi pelaksanaan kebljalcan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang soslal, 
kepemudaan dan olahraga; 

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang sosial, 
kepemudaan dan olahraga; 

g. pelaksanaan pengelolaan data clan informasi kebijalcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang social, 
kepemudaan dan olahragm 

h. pelaporan dan pertanggunMawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; dan 

I. pelalcsanaan tugas dan fungsi keclinasan lain yang 
dibenkan oleh Kepala Biro. 

Pasal 205 

(1) Subbagian Perlindungan dan Rehab'Masi Sosial berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosla1, 
Perpustakaan clan Kearsipan, 

(2) Subbagian Perlindungan dan Rehabllitaci Sosial dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kelm Rencana 
Kena dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelalcsanaan Ang,garan Sekretariat Daerah sesuai linglcup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, menunuskan dan menyusun kebijalcan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang sosial di 
bidang perlindungan sosial dan rehabilltasi sosial; 

a memantau clan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di 
bidang perlindungan sosial dan rehabilltasi sosial; 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan Wang sosial di 
bidang perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial; 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang sosial di bidang perlindungan 
sosial dan rehabilitasi sosial; 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah linglcup 
Bagian Sosial, Perpustakaan dan Kearsipan: 
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I. mengoordinaslican penyusunan laporan Bagian Sosial, 
Perpustalcaan dan Kearsipan; 

j. melaporkan dan mempertanggungjawablcan pelaksanaan 
tugas clan fungal Biro Kesejahteraan Sosial sesual linkup 
tugasnya; dan 

k. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

nasal 206 

(I) Subbaglan Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berkedudukan 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sosial, 
Perpustalcaan dan Kearsipan, 

(2) Subbagian Pemberdayaan dan JamIrian Sosial dipimpin oleh 
Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pemberdayaan dan Jaminan Sosial mempunyai 
taps: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kula, Rencana 
Keija dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingicup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dolmmen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai Kriging) 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di 
bidang pemberdayaan sosial, jaminan social dan 
penanganan fakir miskin; 

e. memantau clan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di 
bidang pemberdayaan sosial, landnan social dan 
penanganan faldr miskin; 

f. mengoorclinasikan 	pelaksana tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di 
bidang perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial; 

g. mengelola data clan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang sosial di bidang perlindungan 
sosial clan rehabilitasi sosial; 

h. melaporkan clan mempertanggun0awabkan pelaimanaan 
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesual Migkup 
tugasnya; dan 

I. melairsanakan tugas kedinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 207 

(I) Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sosial, 
Kepemudaan Dan Olabraga. 
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(2) Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Kepemudaan Dan Olahraga memptuwai togas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kela, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah sestiai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Doktunen 
Pelalcsanaan Auggaran Sekretartat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Bin 
Kesejahteraan Sostal sesuat lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, mentmuskan dan menyusun kebtjalcan 
penyelenggaraan urusan pemertntahan bidang 
kepemudaan dan olahraga; 

e memantau dan mengeyatuasi pelalcsanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerkilahan bidang 
kepemudaan dan olahraga: 
mengoordinasikan pela -ana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan 	pemerintahan bidang 
kepemudaan dan olahraga; 

g mengelola data dan informast kebtjalcan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 

It melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesuat Ittigkup 
tugasnya; dan 

I. melalcsanakan tugas kedthasan lain yang dibetikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 208 

(1) Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Biro Kesejahteraan 	 

(2) Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk dipimptn oleh Kepala Bagtan. 

Pasal 209 

(1) Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak clan Pengendalian 
Penduduk mempunyat tugas melaksanalcan pengoordinastan 
dan penunusan kebtjakan, pemantauan dan evaluast 
pelaksanaan kebijakan clan pengoordinasian peLalcsanaan tugas 
PD penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyaralcat, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak dan pengendatian penduduk dan keluarga 
berencana serta pengelolaan keselcretariatan Biro 
Kesejahteraan Saslat. 

(2) Dalarn melak  anakan tugas. Baglan Pemberdayaan, Perlindungan 
Anak dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan rungs): 
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a. penyusunan Rencana Strategi.s, Rencana Kerja, Rencana 
Keija dan Anggaran Selcretariat Daera.h sesuai lingkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sek etariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Soslat sesual linglcup tugasnya; 

d. pengoordinaslan, perumusan dan penyusunan kebljakan 
penyelenggaraan urusan pemerintaha.n bidang 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak dan pengendatian penduduk dan 
keluarga berencana; 

C. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keblialcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan Mdang 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan clan 
perlindungan anak dan pengendatian penduduk dan 
keluarga berencana; 

E pengoardinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

g. pelaksanaan pengetolaan data dan informasi kebilakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan perempuan clan 
perlindungan anak dan pengendallan penduduk dan 
keluarga berencana; 

h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan 
umum Biro Kesejahteraan Sosial; 

I. pelaksanaan pengoordinasian dan pelaporan Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

J. pelaksanaan koordinasl penyelenggaraan togas dan fungsi 
unit kerja pada Biro Kesejahteraan Sosial; 

k. pelaporan dan pertanggum4awaban pelaksanaan togas dan 
fungsi Biro Kesejahteraan Sosial sesual lingkup tugas dan 
fungsinya; dan 

I. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 210 

(1) Subbagian Pemberdayaan Masyaralcat, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudulcan di bawah 
dan bertanggung jawalo kepada Kepala Bagian Pemberdayaan. 
Perlindungan Anak clan Pengendalian Penduduk. 

(2) Subbaglan Pemberdayaan Masyaralcat, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 
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(31 Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana 
fCerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretartat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

C. merumuskau proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sosial sesuai lIngkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakcn 
penyelenggaraan unman pemerintahan bit-tang 
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendallan 
penduduk dan keluarga berencana yang meliputi lembaga 
kernasyarakatan, lembaga adat, clan masyarakat hukum 
adat, pengendalian penduduk, keluarga berencana clan 
keluarga sejahtera; 

e. memantau dan mengeyaluasi peLakcanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan 	pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana yang mehputl lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat, clan masyarakat hukum 
adat, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan 
keluarga sejahtera: 

f. mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bklang 
pemberdayaan masyara1cat dan desa, dan pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana yang meliputi lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hint= 
adat. pengendahan penduduk, keluarga berencana dan 
keluarga sejahrera; 

g. mengelola data dan informas1 kebijakan penyelenggaraan 
unman pemerintahan b1dang pemberdayaan masyarakat 
dart desa, dan pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana yang meliputi lembaga kemasyarakatan, lembaga 
adat, dan masyarakat hukum adat, pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

It melaporkan dan mempertanggungjawabkan peLcksanaan 
tugas dan lungs! Biro Kesejahteraan Sosial sesuat lingkup 
tugasnya: dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberllcan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 211 

(1) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
berkedud 	limn di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bagian Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendallan 
Penduduk, 

(2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dart Perlindungan Anak 
dipimpin oleh Kepala Subbaglan. 
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13) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyal tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kela dart Anggaran Selcretarlat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melak  anakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Kesejahteraan Sakai sesuai lingimp tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan artisan 	pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang 
mellputi kualitas hidup perempuan, perlindungan 
perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, 
pemenuhan halt anak dan perlindungan khusus anak; 

C. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyeienggaraan urusan 	pemerintahan Wang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang 
mellputi kualitas Map perempuan. perlindungan 
perempuan, koalttas kelua.rga, data gender dan anak, 
pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; 

f. mengoordinasilian pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan 	pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang 
meliputi kualitas hIclup perempuan, perlindungan 
perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, 
pemenuhan halt anak dan perlindungan khusus anak; 

g. mengelota data dan inforniasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak yang rneliputi kualitas hidup 
perempuan, perlindungan perempuan, laminas keluarga, 
data gender clan anak, pemenuhan halt anak dan 
perlindungan khusus anak; 

h. mengoorclinasikan penyusiman bahan reneana strategis 
dan reneana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Baglan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 
Pengendallan Penduduk; 

I. mengoordlnasikan 	penyusunan 	laporan 	Bagian 
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk: 

metaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungal Biro Kesejahteraan Sosial sesuat lingkup 
tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oteh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 212 

(1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategls, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretatiat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

Ix melaksanakan Rencana strategis dan Dokumen 
Pelaksmman Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya 

C. melaksanakan perumusan kebijakan, proses blsnls, standar 
dan prosedur Biro Kesejahteraan Sosial sesuai lineup 
tug asnya 

d melaksanakan pengelolaan administras1 dan pembinaan 
kepegawaian Biro Kesejahteraan Sosial; 

e. melaksanakan pengelolaan achninistrasi keuangan Biro 
Kesejahteraan 	Sosial, 	meliputi 	penganggaran, 
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan 
pelaporan; 

1. melaksanakan pengelolaan adminlstrasi umum Biro 
Kesejahteraan Sosial. meliputi ketatausahaan, 
kerumalatanggaan, barang/aset, kehumasan, data, ststem 
informasi dan kearsipan; 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 
dan Dokumen Pelaksarman Anggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Biro Kesejahteraan Sosial; 

h. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Strategis, 
Rencana Kmja, Rencana Karla dart Anggaran Sekretariat 
Daerah lingkup Biro Kesejahteraan Sosial; 

I. mengoordinasikan penyusunan proses bisins, standar dan 
prosedur Biro Kesejahteraan 

J. mengoordinasikan 	penyusunan 	pelaporan 	Biro 
Kesejahteraan Sosial; 

k. mengoordinasikan penyelesalan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPI() dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AMP); 

1. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungst Biro Kesejahteraan Sosial sesuat lingkup 
tugasnya; dan 

tm melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 



158 

Bagian Ketiga 

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 

Pasal 213 

(1) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual berkedudukan di bawah 
clan bertanggung lawab Ice Sekretaris Daerah inpialni Asisten 
Kesejahteraan Rakyat 

(2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dipinmin oleh Kepala Biro 

Pasal 214 

(I) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas 
mengoorcllnasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, 
pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan kebijakan clan 
pengoonlinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan 
pemedntahan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan 
dan kearsipan serta bidang mental spiritual. 

(2) Dalam melaksanakan tugas, Biro Pendidikan clan Mental 
Spiritual menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Rencana 
Kela dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan fungslnym 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup togas dan 
fungslnya; 

c. pengoordinaslan, perumusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang pendidikan, 
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang 
mental spiritual: 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan unman pemerintab.an  bidang pendidikan 
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang 
mental spiritual: 

a pengoordinasian 	pelaksanaan 	tugas 	PD 	dalarn 
penyelenggaraan urusan pemerintahan (Adana pendidikan, 
kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan serta bidang 
mental spiritual: 

E pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemedntahan bidang pendidikan, 
kebudayaan. perpustakaan dan kearsipan serta bidang 
mental spiritual; 

g. pengoordinaslan 	dan 	fasilitasi 	pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haft; 

h. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan mental spiritual; 
I. pemberian pertimbangan dan koordinasi dalam 

pelaksanaan belanja Inbah dan bantuan sosial 
penyelenggaraan mental spiritual 

j. pelaksanaan kesekretariatan Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual: 
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k. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual: 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
lungs' Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; clan 

m. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan/atau Asisten 
Kesejahteraan Rakyat. 

Pasal 215 

(1) Susunan Organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, 
terdiri atas: 

a. Bagian Pendidikan, terdiri atas: 
1. Subbaglan Pendidikan Dasar; 
2, Subbagian Pendidikan Menengah: dan 
3. Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Masyarakat. 
K Bagian liebudayaan. Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri 

atas: 
1. Subbagian liebudayaan; 
2. Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan; dan 
3. Subbagian Tata Usaha. 

c. Baglan Mental Spiritual, terdirl alas: 
1. Subbagian Lembaga Mental Spiritual: 
2. Subbagian Prasarana dan Sarana Mental Spiritual; dan 
3. Subbagian Kegiatan Mental Spiritual. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sagan struktur organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
tereanturn dalam lampiran yang mempakan bagian yang Udak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur 

Pasal 216 

(1) Baglan Pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

(2) Bagman Pendidikan dlpimpin oleh Kepala Bagian. 

Pasal 217 

(1) Baglan Penclidkan mempunyai tugas melalcsanalcan 
pengoordinasian dan perumusan kebijakan, pernantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebljakan clan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang penclidikan. 

(2) Dalam 	melaksanakan tugas, 	Bagian 	Pendidikan 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencana StrategLs, Rencana Kena, Rencana 
Ketja dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup tugas 
dan ftmgsinya; 
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b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelalcsanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidilcan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoordinasian, perumusan dan penyustman kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidlkan; 

e. pemantauan dan evaluast pelak  anaan kebi alcan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 

1. pengoordinasian pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendldikan; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informast kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 
dan 

B. pelaporan clan pertanggunMawaban pelaksanaan tugas dan 
kings! Biro Pendtdilcan dan Mental Spiritual sesual lingkup 
tugas dan fungsinya; 

I. pelaksanaan tugas clan fungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 218 

(1) Subbaglan Pendidikan Dasar berkeduduknn di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan. 

(2) Subbagtan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Pendichkan Dasar mempunyai tugas: 

a. rnenyusun Rencana Strategis. Rencana Kmja, Rencana 
Keria dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretarlat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses blsnis, standar dan prosedur Biro 
Pendiclikan dan Mental Spiritual sesuai linglcup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyu sun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
di bidang pendidikan dasar; 

e. memantau dan naengevaluast pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan artisan pemerintahan bidang pendidikan 
di bidang pendidikan dasar; 

f. mengoordinasikan 	pelaksana tugas 	PD 	dalam 
penyelenggaraan unman pemerintahan bidang pendidamn 
di bidang pendictikan dasan 
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g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan di bidang 
pendidikan dasar; 

h. melaporkan dan mempertariggungjawabkan pel- ksanaan 
tugas dan fungsl Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
sesuai llngkup tugasnya; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

Pasal 219 

(1) Subbagian Pendidikan Menengah berkedudukan di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pendidikan. 

(2) Subbagian Pendidikan Menengah dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Pendidikan Menengah mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Kerja. Rencana 
Keija dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan clan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
di ()Mang pendidikan menengah: 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendldikan 
di bidang pendidikan menengah; 

I mengoordinasikan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
di bidang pendidikan menengah: 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan di bidang 
pendidikan menengah; 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs! Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
sesual lingkup tugasnya; dan 

i. melak-anakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 220 

(1) Subbagian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 
Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Pendidikan. 

(2) Subbaglan Pendidikan Anak Usia Din! dan Pendidikan 
Masyarakat dipimpin oleh Kepala Subbagian. 
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(3) Subbagian Pendidikan Anak Usia Dint dan Pendidikan 
Masyarakat mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingImp 
tugasnya; 

b. melaksanakan Reneana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

C. menunuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuat llngkup tugasnya 

d. mengoordinasilmn, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerbatahan bidang pendidikan 
dl bidang pendidikan anak Lista din' dan pendidikan 
masyarakat; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebtfakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
di bidang pendidikan anak usla dint dan pendidikan 
masyarakat; 

1. mengoordinasikan pelaksana tugas PD 	dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan 
di bidang pendidikan anak usla dini dan pendidikan 
masyarakat; 

g. mengelola data dan informasi kebdjakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang pendidikan di bidang 
pendidikan anak usia dlth dan pendidikan masyarakat: 

h. mengoorcllnasaran penyusunan bahan rencana strateOs 
dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah hngkup 
Bagian Pendidikan; 

i. mengoordinasikan penyusunan laporan BagJan Pendidikan; 
J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelalcsanaan 

tugas dan fungsi Biro Pendidikan clan Mental Spiritual 
sesual lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang cliberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 221 

(1) BagIan Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 
berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala 
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. 

(2) 13aglan Kebudayaan, Perpustakaan clan Kearsipan dtpinmin 
oleh Kepala Bagian. 

Pasal 222 

(1) Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan mempuriyai 
tugas melaksanakan pengoorcbnasiandan perumusan kebliakan, 
pernantanan dan evaluasi petalcsanaan kebijalcan clan 
pengoordinasian pelaksanaan tugas PD penyelenggaraan urusan 
pemerintahanbidang kebudayaan, perpustakaan clan kearsipan, 
pelaksanaan kesekretartatan Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual. 
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Bagtan Kebudayaan. 
Perpustalcaan dan Kearsipan menyelenggarakan hangs!' 

a. penyusunan Rencana Strategis. Rencana Kella, Rencana 
Kele, dan Anggaran Sekretariat Daerah sesual hngkup tugas 
dan fungsinya; 

b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah sesuai linglcup tugas dan 
fungsinya; 

C. perumusan proses bisnis. sta.ndar dan prosedur Biro 
Pencliclikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya 

d. pengoordlnasian, penimusan dan penyusunan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, 
perpustakaan dan kearsipan; 

e pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, 
perpustakaan dan kearsipan; 

1. pengoordlnaslan pelaksanaan tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, 
perpustakaan dan kearsipan; 

g pel 	 ksanaan pengelolaan data dan informasi kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, 
perpustakaan dan kearsipan; 

h. pengelolaan adrninistrasi keuangan. kepegawalan dan 
umum Biro Pendklikan dan Mental Spiritual; 

I. pelaksanaan pengoordinasian clan pelaporan Biro 
Pendiclikan dan Mental Spiritual; 

J. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fangs' 
unit kerja path Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; 

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
ftmgsi Bagian Kebudayaan. Perpustalcaan dan Kearsipan; dan 

1. pelaksanaan tugas dan lungsi kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 223 

(1) Subbagian Kebudayaan berkedudukan di bawah dan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Bagian Kebudayaan, 
Perpustakaan dan Kearsipan. 

(2) Subbagian Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Kebudayaan mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kola. Rencana 
Kerja clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingicup 
tugasnya; 
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b. Melaksanakan Rencana Strategls dan Dokumen 
Pelnksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Pendiclikan dan Mental Spiritual sesuai linglrup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bldang kebudayaan; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan urusau pemerintahan bidang kebudayaan; 

11 mengoonlinasilcan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 

g. mengelola data dan informasi kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
sesuai linglam tugasnya; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibmikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 224 

(R Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Kebudayaan. Perpustakaan dan Kearsipan. 

(2) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala 
Subbagian, 

(3) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas: 

a. menyusun Reneana Strategis. Rencana Reap, Rencana 
Kelp. dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lineup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana StrategLs dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual llngkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis. standar dan prosedur Biro 
Pendidllcan dan Mental Spiritual sesuai llngkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
penyelenggaraan 	urusan 	pemerintahan 	bidang 
perpustakaan dan kearsipan; 

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebilakan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
perpustakaan dan kearsipan; 

1. mengoordinasllcan pelaksana tugas PD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
perpustakaan dan kearsipan; 

g. mengelola data dan infommat kebijakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 
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ft mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis 
dan reneana kerja dan anggaran Sekretarlat Daerah lingkup 
Bagian Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipam 

I. mengoordinasikan 	penyusurtan 	laporan 	Bagian 
Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan; 

I. melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan 
tugas dan lungs! Biro Pendicllkan dan Mental Spiritual 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian 

Pasal 225 

0) Subbaglan Tata Usaha berkedudukan dl bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Baglan Kebudayaan, 
Perpustakaan dan liearsipan. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbaglan. 

(3) Subbaglan Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Keija, Rencana 
[cella dan Anggaran Selantariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Relaksanaan Anggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya 

melaksanakan perumusan kebijakan, proses Maras, standar 
dan prosedur Biro PendidlIcan clan Mental Spiritual sesuai 
linkup tugasnya 

d. melaksanakan pengelolaan administrasl dan pembinaan 
kepegawaian Biro Pendiclikan dan Mental Spiritual; 

e. melaksanalcan pengelolaan administrasi keuangan Biro 
Rendidncan dan Mental Spiritual, meliputi pengauggaran, 
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan 
pelaporan: 

f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum Biro 
Pendidncan dan Mental Spiritual, meliputi ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, barang/aset, kehumasan, data, sistem 
informasi clan kearsipan; 

g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 
clan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah 
lingkup Biro Renclidikan dan Mental Spiritual; 

ft mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Stratepts, 
Rencana Keija, Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat 
Daerah lingjam Biro Pendld'Imn dan Mental Spiritual; 

I. mengoordinasnran penyusunan proses him's, standar clan 
prosedur Biro Pendidikan clan Mental Spiritual; 

j. mengoordinasllcan penyusunan pelaporan Biro Pendidikan 
dan Mental Spiritual; 
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k. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanfut hasil 
pemeriksaan/pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); 

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelairsanaan 
tugas dan fungsi Biro Pencil):!than clan Mental Spiritual 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

m. melakcanaltan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan 

Pasal 226 

(1) Baglan Mental Spiritual berkedudukan di bawah clan 
bertanggung Jawab kepada Kepala Biro Pendidikan dan Mental 
Spiritual. 

(2) Baglan Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala Bagtan. 

Pasal 227 

(I) Baglan Mental Spiritual mempunyat tugas melnksanakan 
pengoordhasian clan perumusan kebakan. pemantauan dan 
eval 	 iaq pelaksanaan keNakan dan pengoordinasian danfasilitasi 
penyelenggaraan kegiatan mental spiritual. 

(2) Dalam melaksanaltan tugas, Baglan Mental Spiritual 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan Rencaua Strategis, Rencana Rena. Rencana 
Ketja dart Anggaran Seltretariat Daerah sesuallingkup tugas 
dan ftmgsinya; 

b. pelaksanaan Reneana Strategic dan Dokumen Pelalcanaan 
Auggaran Selcretariat Daerah sesuai lingkup tugas dan 
fungsinya; 

c. perumusan proses bisnia standar dan prosedur Biro 
Penchi:1%mo dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya; 

d. pengoordinastan, perumusan dart penyusunan kebijakan 
mental spiritual; 

e. pemantauan dan evaluasi pelak  anaan kebijakan mental 
spiritual; 

I'. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 
mental spiritual; 

g. pelaksanaan pengelolaan data dan informa,si kebijakan 
penyelenggaraan mental spiritual; 

h. fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah hap. antara 
lain seleksi. pelatihan, pemberangkatan, pemulangan dan 
pelaporan petugas hap daerah; 

I. penyiapan posko hap, prasarana dan sarana bagi jamaah 
hap dan petugas haft daerah; 

j. fasilitasi rekomendasi perizinan tempat ibadah; 
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k. pemberlan pettirnbangan dan koordinasi dalarn pelaksanaan 
belanja hibah dan bantuan sosial penyelenggaraan mental 
spiritual; 

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup 
tugas dan fungsinya; dan 

m. pelaksanaan tugas clan lungs! kedinasan lain yang 
diberikan oleh Kepala Biro. 

Pasal 228 

(1) Subbaglan Lembaga Mental Spiritual berkedudukan di bawah 
danbertanggung jawab kepada Kepala Bagian Mental Spiritual 

(2) Subbagian Lembaga Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Lembaga Mental Spiritual tnempunyat tugas: 

a. menytmun Rencana Strategis, Rencana Kena, Rencana 
Kena clan Anggaran Sekretariat Daerah sesuat lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Selcretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya; 

C. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual sesuai lingkup tugasnya 

d. mengoordinasilcan mmumuslcan dan menyusun kebijakan 
lembaga mental spiritual; 

e. memantau dan mengeyaluasi pelaksanaan kebijakan 
lembaga mental spiritual: 

Ii mengoordinasilcan pelaksana tugas clan pembinaan 
lembaga mental spiritual; 

g. mengelola data dan informasi lembaga mental spiritual: 
h. menyiapican bahan pertimbangan dan koordinasi dalam 

pelaksanaan belanja /Utah dan bantuan sesta' terkatt 
dengaJa lembaga mental spiritual; 

I. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis 
clan reneana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah lingkup 
Bagian Mental Spiritual; 

j. mengoordinasikan penyusunan laporan Bagian Mental 
Spiritual; 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
sesuai lingkup tugasnya; dan 

1 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilcan oleh 
Kepala Bagian. 
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Pasal 229 

(1) Subbagian Prasarana dan Sarana Mental Spiritual 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Mental Spiritual. 

(2) Subbaglan Prasarana dan Sarana Mental Spiritual dipimpin 
oleh Kepala Subbagian. 

(3) Subbagian Prasarana dan Samna Mental Spiritual mempunyai 
tugas: 

a. menyusun Rencana Strategis. Rencana Kerja, Rencana 
Kerja dan Anggaran Sekretarlat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

b. melaksanalcan Rencana Strategis dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah sesual lingkup 
tugasnya: 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidikan dan Mental Spiritual sesual lineup tugasnya 

d. Mengoorcllnasikan, merumuslcan dan menyusun kebijakan 
prasarana dan sarana mental spiritual; 

e. memantau clan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
prasarana dan sarana mental spiritual; 

f. melalssanakan pengoordinasian pelalcsana pengembangan 
prasarana dan sarana mental spiritual; 

g. memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan lbadah haji, 
antara lain seleksi, pelatihan, pemberangkatan, 
pemulangan dan pelaporan petugas ha)' daerah: 

h. menyiapkan posko haji, prasarana dan sarana bagi jamaah 
haji clan petugas haji daerah; 

i. memfasilitasi rekomendasi perizinan tempat ibadah: 
j. mengelola data dan informasi Prasarana dan Sarana mental 

spiritual; 
k. menyiapkan bahan pertimbangan dan koordinasi dalarn 

pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial terkait 
dengan prasarana dan sarana mental spiritual; 

1, melaporkan dan mempertanggungfawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 
sesual lingkup tugasnym dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Baglan. 

Pasal 230 

Subbagian KeOatan Mental Spiritual berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Mental Spiritual. 

(2) Subbagian Keglatan Mental Spiritual dipimpin oleh Kepala 
Subbagian. 

(3) Subbagian Kegiatan Mental Spiritual mempunyal tugas: 
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a. menyusurt Rencana Strategis, Rencana Kerja. Rencana 
Kelp. dan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokurnen 
Pelak  anaan Anggaran Sekretariat Daerah sesuai lingkup 
tugasnya; 

c. merumuskan proses bisnis, standar dan prosedur Biro 
Pendidikan clan Mental Spiritual sesuat lingkup tugasnya 

d. mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan 
keglatan mental spiritual; 

e. memantau dan mengevaluast pelaksanaan kebijakan 
keglatan mental spiritual; 

f. melaksanalcan pengoordinasian clan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan mental spiritual; 

g. mengelola data dan informasi keglatan mental spiritual; 
h. merwiapkan bahan pertimhangan clan koordinasi dalam 

pelaksanaan belanja hibah clan hantuan sosIal terkait 
dengan kegiatan mental spiritual; 

i. melaporkan clan mempertanggungjawahkan pelaksanaan 
tugas dan fungs1 Biro Pendiclikan dan Mental Spiritual 
sesuat lingkup tugasnya: dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Bagian. 

BAB VIII 

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 231 

Di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan 
fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 232 

Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah 
memptuwai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-tmdangan. 

Pasal 233 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagl dalam berbagai 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 
keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungslonal dikoordinasikan 
oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau 
ditunjuk oleh Kepala Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas 
clan fungsinya. 
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(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsfonal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). ditentukan berdasarkan kebutuhan clan beban 
keda. 

(4) 'Riga% jenis, dan jernang Kelompok Jabatan Fungslonal 
sebagaimana dimalcsud pada ayat (I) diatur berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 

TATA KERJA 

Pasal 234 

Dalam rnelaksanakan tugas clan fangs', Sekretariat Daerah hat-us 
menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan 
kerla yang efektif dan efisien antar unit kerja di Sekretarlat Daerah. 

Pasal 235 

Sekretaris Daerah menyampailcan laporan kepada Gubemur 
mengenai basil pelaksanaan tugas dan rungs' secara berkala atau 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

Pasal 236 

Sekretariat Daerah hams menyusun anallsis Jabatan peta Jabatan. 
analisis beban kena, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di 
Sekretariat Daerah. 

Pasal 237 

&bap unsur di lingInmgan Sekretariat Daerah dalam 
melaksanalcan tugasnya hants menerapkan prinsip koordMasi, 
integasi. dan sinkronisasi balk dalam lingkungan Sekretariat 
Daerah dalam hubungan antar PD. instansi pemerintah. dan/atau 
instansi swasta. 

Pasal 238 

Setiap pimpinan unit kerja di bnglcungan Sekretariat Daerah harus 
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dl llnglumgan 
masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme 
akuntabilltas publik melalui penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan kinela yang terintegrasi. 

Pasal 239 

Setiap pimpinan unit kena di lingkungan Sekretariat Daerah 
bertanggung Jawab mennmpin dan mengoordinasikan bawahan 
masing-masing dan memberikan bimbingan selta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan. 

Pawl 240 

Setiap pimpinan unit keua di lingicungan Sekretariat Daerah 
mengawasi pelaksanaan ugas bawahan masing-masing dan 
apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 241 

Setiap plmpinan unit keija di hnglcungan Sekretariat Daerah wflb 
mengtkuti dan mematutil petunjudc serta bertanggung jawab 
kepada atasan masIng-masing dan menyampaikan laporan kinerja 
secara berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 242 

Settap laporan yang diterkna deli pimpinan unit kela dart 
bawahannya, wajtb cliolah dan dtgunalcan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan leNh lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawaharmya. 

Pasal 243 

Dalarn menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan 
wajib disampatkan kepada pinminan unit kerja yang lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 244 

Ketentuan mengenat kepegawatan, pereneanaan, keuangan, aset, 
pelaporan, akuntabilitas, clan pengawasan pada Sekretariat 
Daerah dtlaksanalcan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XI 

KETENTUAN PERAL1HAN 

Pasal 245 

Pejabat Struktural yang telah dilanttk sebelum berlakunya 
Peraturan Gubernur tot, tetap menjalankan tugas dan fungstnya 
sampat dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai 
dengan Peraturan Gubemur 

BAB XII 

KETENTUAN PEN UTUP 

Pasal 246 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulat berlaku Peraturan 
Gubemur Nomor 250 Tabun 2016 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretartat Daerah (Banta Daerah Provinsi Daerah Khusus 
tbukota Jakarta Tabun 2016 Nomor 62148) sebagaimana telah 
dlubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2019 (Berlta 
Daerah Provinst Daerah lihusus Ibulsota Jakarta Tabun 2019 
Nomor 62184) dleabut clan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 247 

Peraturan Gubernur liii mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2020. 

Agar sedan prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Desernber 2019 

Ditetapican di Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2019 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBLIKOTA JAKARTA, 

ttci 

ANIES BASWEDAN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BER1TA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKCYI1A JAKARTA 
TAHUN 2019 NOMOR 62048 
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SUBBAGLAN 
JARINGAN LISTRIK 

SUBBAGIAN JARINGAN 
AIR DAN 

/ELM/OW/MI/A% 

SUBBAGIAN 
PENGAMANAN DALAM 

SUBBAG IAN 
PELAYANAN 
Rill  MKOTA 

SUBBAGIAN 
PERIENGKAPAN DAN 

SABANA ACARA 
PDAPINAN 

BAGIAN 
PENGA1,4/1NAN, 

PELAYANAN DAN 
PERLENGKAPAN 

IEI  MPOK 
JABATAN 

FLINGSIONAL 



SUBBAGIAN PANGAN, 
KELAUTAN DAN 

PERI:MOAN 

SUBBAGIAN ERONOMI 
OLP RAH 

SUBBAGIAN TATA 
USAHA 

Far /AN KERJA SAMA 
DALAM NEGERI DAN 

FASILITASI HORPS 
DIPLOMATIN 

BAGIAN KERJA SAMA 
LUAR NEGERI 

SUBBAGIAN '<BELA 
SAMA DAERAH 
BERBATASAN 

SUBBAGIAN KERJA 
SAMA DAERAH TIDAK 

BERHATASAN DAN 
LEMBAGA NECARA 

I

SUBBAGIAN FASILITASI 
KORPS DIPLONIATIK 

SUBBAGIAN KERJA 
SAMA PEMERINIAH 

DAERAH WAR NEGERI 

SUBBAGIAN NORIA 
SAMA ORGANISASI 
INIERNASIONAL 

SUBBAGLAN KERJA 
SAMA LEMBAGA LUAR 

NEGERI 

BAGIAN KERILII SAMA 
PIHAX KETIGA BAGIAN PERJALANAN 

DINAS 

SUBBAGIAN KERJA 
SAMA PERSECIRANGAN 

DAN LEMBAGA LAIN 

SUBBAGIAN [EWA 
SAMA PERGURUAN 

TINGOI DAN YAYASAN 

SUBBAGIAN NORIA 
SAMA BADAN USAHA 

SUBBAGIAN 
ADMINISTRANT 

PERJALANAN DINAS 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

PERIALANAN DIMAS 

SUBBAGIAN TATA 
USAHA 

7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN 

KEPALA BIRO 

BAGIAN PARIWISATA, 
KU KM. 

PERINDUSIRIAN DAN 
PERDAGANGAN 

SUBBAGIAN 
PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATre 

SUBBAGIAN 
PERINDIJSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN 

SUBBAGIAN KOPERASI. 
USATIA KECIL DAN 

MENENCAH 

SUBBAGLAN 
PERRUBUNGAN 

] SUBBAGIAN TENAGA 
NERJA, TRANSMIGRASI 

DAN ENERGI 

SUBBAGIAN 
PENANAMAN MODAL 

BAGIAN ILEUANGAN 
DAERAH 

KEUANGAN 
PENDAPATAN 

SUBBAGIAN 
DAN 

BAOBAB 

SUBBAGIAN ABET DAN 
BARANG/JASA 

DAERAH 

SUBBAG AN 
PEMBINAAN °ADAK 

USAHA MIMI( DAERAH 

BAGIAN 
PERHUBUNGAN, 

TENAGA KERJA DAN 
PENANAMAN MODAL 

IIELOMPOR 
JABATAN 

FUNGSIDNAL 

8. SAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERR SAMA DAERAH 

PALA BIRO 

KELOMPO 

UNGSIONAL 



SUBBAGLAN PENATAA 
RUANG DAN 

PERTANAHAN 

BAGIAN PEXERIAAN 
UMUM 

BAGIAN PENATAAN 
ROAN°, GIPTA KARYA 

DAN PERTANAHAN 

BAGIAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

DAN RUANG 
TERBUXA HIJAU 

BAGIAN 
PEMBANGUNAN 

KOTA 

SUBBAGIAN BINA 
MARGA 

SUBBAGIAN SUMBER 
DAYA MR 

SUBBAGIAN 
INFRATRUKTUR 
TRANSPORTASI 

ISUBDAGIAN PENATAAN 
KAWASAN 

SUBBAGIAN currA 
KARYA DAN 
PERUMAHAN 

SUDEAGLPJ3 
LINGKUNGAN MOUE 

SUBBAGIAN 
KEBERSIHAN 

SUBBAGIAN RUANG 
TERBUKA HIJAU 

SUBBAGIAN 
PEMANPAUAN 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 

SUBBAGLAN 
PENGENDALIAN 
PENYELESAIAN 

KEWAJ1BAN 

SUBBAGIAN TATA 
USAHA 

9. HAGAN smuicrUR ORGANISAS1 BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

KEPALA BIRO 

KELOMPOK 
JAHATAN 

FUNOSIONAL 

10. SAGAN STRUKTUR ORGANI 	 ASI BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KEPALA BIRO 

BAGIAN KESEHATAN 

SUBBAGIAN KESEHATAN 
MASYARPdCAT 

SUSBAG1AN PELAYANAN 
HESEHATAN 

] 	SUBDAGLAN 
PENGENDAL1AN 

MASALAH ISESEHATAN 

BAGIAN SEISIAL, 
KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

SUBBAGIAN 
PERLINDUNGAN DAN 
REHABILITASI sasum, 

SUBBAGLAN 
PEMBERDAYAAN DAN 

JAMINAN SOSIAL 

SUBBAGIAN 
HEPEMUDAAN DAN 

01AHRAGA 

BAGIAN 
PEMBERDAYAAN. 

PERLINDUNGAN ANAK 
DAN PENGENDALIAN 

PENDIEDUK 

SUDBAGIAN 
PEMBERDAYAAN 
MASYARPKAT. 

PENGENDAL1AN 
PENDUDUK DAN 

KELUARGA ZERENCANA 

SUBBAGIAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

ISUBBAGIAN TAM USAHA 

KELO PO 
JABATAN 

GSIONAL 



11. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL 

PALA BIRO 

BAGIAN PENDIDIKAN  
BAGIAN KEBUDAYAAN, 
PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSIPAN 
BAGIAN MENTAL 

SPIRITUAL 

SUBBAGIAN PENDIDIKAN 
DASAR 

SUBBAGIAN PENDIDIKAN 
MENENGAH 

SUBBAGIAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DIM DAN 

MASYARAKAT 

SUBBAGIAN 
KEBUDAYAAN 

SUBBAGIAN 
PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSIPAN 

SUBBAGIAN TATA 
USA HA 

SUBBAGIAN LEMBAGA 
MENTAL SPIRITUAL 

SUBBAGIAN PRASARANA 
DAN SABANA MENTAL 

SPIRITUAL 

SUBBAGIAN KEGIATAN 
MENTAL SPIRITUAL 

ELOMPD  
JABATAIc 
NOSION 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANTES BASWEDAN 
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